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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah
subhanawata’ala, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kami
telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan
EValuasi Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR
RI) Triwulan 1-3 Tahun 2023. Laporan ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(RB) terhadap arah kebijakan pelaksanaan RB, yakni RB
General dan RB Tematik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif pelaksanaan RB
dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 Tahun 2023 dan saran tindak lanjut yang dapat
dijadikan bahan acuan dan feed back gun amendukung pelaksanaan evaluasi internal dan

evaluasi eksternal serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB di tahap berikutnya.

Dalam kesempatan ini, kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Reformasi
Birokrasi Tahun 2023 yang telah bekerja dengan sangat keras sehingga pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI sampai denga triwulan 3 Tahun 2023 ini berjalan dengan
lancar. Disadari bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Triwulan 1-3 Tahun
2023 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karen itu, saran yang bersifat membangun

sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan RB ke depannya.

Jakarta, Oktober 2023

Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2023

&%

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.



Latar Belakang

Pelaksanaan RB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki
periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024, agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa
berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan di dalam Road Map Reformasi
Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi berkala untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.
Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan
dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi
birokrasi di triwulan berikutnya.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan objektif, maka perlu
dilakukan upaya penyempurnaan, baik dari segi kebijakan maupun dari segi
implementasi.

Dalam rangka mendapatkan masukan dan penyempurnaan terkait pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, maka dipandang perlu
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi
Setjen DPR RI guna perbaikan dan peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan

Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI ke depannya menjadi lebih baik.

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Tahun 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi

Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Sekjen DPR Rl Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Setjen DPR RI 2020 — 2024



Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan terkait
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan hasil dari pelaksanaan kegiatan RB di
Tahun 2023 secara langsung tekait dengan bagaimana permasalahan dan solusinya
untuk memperbaiki dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menilai kemajuan dan memberi saran

perbaikan pada pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Triwulan 3 Tahun 2023.



LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL DPRRI

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan asaran strategis RB dapat
tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map RB setelah
penajaman. Pada tingkatan instansional/level mikro, dalam hal ini Setien DPR R,
pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijkaan/programRB yang telah ditetapkan pada
tingkat makro dan meso serta program inovasi RB yang diperlukan untk mengakselerasi
capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Dalam Road Map RB Nasional setelah penajaman,
terdapat 21 Kegiatan Utama Level Mikro beserta indikatornya. Berikut ini adalah monev atas
rencana aksi RB General dan capaiannya dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Tahun
2023.

. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL, DAN INDIKATOR RB GENERAL
TAHUN 2023

1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

. Realisasi | Target Penanggung
EERRME SEERT | spps 2023 Jawab
KemenPANRB 4 8,24 Biro Perencanaan

dan Organisasi

Target Penyelesaian
. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Gapaian
1 2 3 4
Penyusunan kajian | Jumlah kajian 1 Telah Terlaksana
penyederhanaan penyederhanaan Kaii
birokrasi birokrasi Kajian
penyederhanaan
birokrasi
Penyampaian usulan | Jumlah surat 1 Telah Terlaksana
penyederhanaan usulan ¢ |
birokrasi penyederhanaan sufal usutan
birokrasi
Penetapan struktur | Jumlah 1 Telah Terlaksana
organisasi berdasarkan | peraturan sekjen ¢ Kien t
surat persetujuan | ttg perubahan pz:ibu;ﬁgnse 1en g
enataan organisasi ersekjen OTK perubanan
> ganisast . J persekjen OTK



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yX8tSfSToJAEAdC
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yX8tSfSToJAEAdC
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yX8tSfSToJAEAdC
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/HMpQC4ZPLxxXEkR
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Y4LoyS7BZWZc4A
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Y4LoyS7BZWZc4A
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Y4LoyS7BZWZc4A

Pada tanggal 23 Mei 2023, telah dikirim Surat Sekjen DPR Rl Nomor:
B/6160/0T.01/05/2023, Hal: Usulan Penyederhanaan Birokrasi Setjen DPR RI Tahap 2.
Pada 23 Agustus telah dilakukan expose usulan berdasarkan undangan KemenPANRB
dan dihadiri oleh unit kerja yang akan dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pembahasan
konsep Persekjen dilakukan pada tanggal 7 September dengan KemenPANRB dan Biro
Hukum dan Dumas. Surat persetujuan dari MenPANRB diterbitkan dengan Surat
MenPANRB No. B/1067/M.KT.01/2023 perihal Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi
Setjen DPR RI Tahap 2 pada tanggal 14 September 2023.

Unit kerja yang dilakukan penyederhanaan struktur organisasi yaitu unit kerja yang dalam
pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh jabatan fungsional dan telah tercantum dalam peta
jabatan. Unit kerja yang tidak dilakukan penyederhanaan struktur organisasi yaitu unit
kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya belum memiliki kesesuaian dengan jabatan
fungsional, beban dan kompleksitas pekerjaan yang tinggi dalam melayani 575 Anggota
DPR RI dan 25 Alat Kelengkapan Dewan. Unit kerja yang melaksanakan layanan
Pengadaan Barang/Jasa kerja termasuk unit yang tidak dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi sebagaimana PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021.

Berikut ini adalah Unit Kerja Setjen DPR RI Tahap 2 yang disederhanakan:

Subbagian Perumusan Produk Hukum

Subbagian Evaluasi Produk Hukum

Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat |

Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I

Subbagian Kas dan Pembukuan

Subbagian Penggajian

Subbagian Pelaporan Keuangan

Pada Tanggal 27 September 2023, telah dilakukan pengisian Penyederhadaan Struktur
Organisasi ke dalam tautan https://evinbalaks.spbe.go.id sesuai dengan SE MenPANRB
Nomor 15 tahun 2023.

©~NOOrWNE

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C2DMMBcnnGY mx8y

Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat
Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | =555 2023 Jawab
KemenPANRB - 3 Biro Perencanaan

dan Organisasi

Target Penyelesaian
. , Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW |l TW | TW Gapaian
1 2 3 4
Menyusun Keputusan | Jumlah Surat 1 Telah Terlaksana
Sekjen terkait Sistem | Keputusan



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C2DMMBcnnGYmx8y

Target Penyelesaian
. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Svortan
1 2 3 4
Kerja Baru dengan | terkait  Sistem Surat _ Keputusan
Model Fleksibel Bagi | Kerja Baru terkait Sistem Kerja
Pegawai ASN Baru

Pada tanggal 27 September 2023 telah dilakukan pengisian dalam aplikasi
KemenPANRB. Selain itu Setjen DPR RI telah menetapkan Keputusan Sekjen DPR Rl
Nomor 2194 Tahun 2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR
RI.

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/NiywodH2bPoY32E

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:
a. Indeks SPBE

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | * 5555 | 2023 Jawab
KemenPANRB 2,95 3,5 Pusat Teknologi

Informasi

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW [ TwW | TW ngs:‘:sn
1 2 3 4
Evaluasi kebijakan | Jumlah dokumen | 1 - - - | Telah Terlaksana
Keamanan Informasi Persekjen Dokumen  terkait
tentang _ Sistem Kebijakan SMKI:
Manajemen . '
Keamanan

Informasi sesuai
ISO 27001:2022

Penyusunan Grand | Persentase - - 50 | 50 | Telah Terlaksana
Desain Keamanan | terbentuknya % | % _
Informasi Grand Desain Dokumen __ terkait
Keamanan penyusunan GDKI:
Informasi
Sekretariat

Jenderal DPR RI



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/QamysYSLbyjY5WH
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/NiywodH2bPoY32E
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YzMZbRbwqZx3dZo
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YzMZbRbwqZx3dZo
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tWL2ktrbr8FNWPp
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tWL2ktrbr8FNWPp

Target Penyelesaian

. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Svortan
1 2 3 4
Penyusunan Kebijakan | Jumlah dokumen | - - 1 - | Telah Terlaksana
Pengelolaan Aplikasi Persekjen
< . tentangJ Dokumen __terkait
Pengelolaan G TELE
Aplikasi  dan Flengloleel
Sistem Informasi Aplikasic
Sekretariat
Jenderal DPR
RI-
Penyusunan Kebijakan | Jumlah dokumen | - - - 1 | Masih Dalam
Pengelolaan terkait | Persekjen Proses
Infrastruktur, dan Pusat | tentang Dok terkait
Data Pengelolaan KObH”l‘(e” erkal
Infrastruktur reblaran
Teknologi Infrastruktur dan
Informasi dan Flieit Deiker
Pusat Data
Pelaksanaan Audit TIK | Jumlah kegiatan | - - 1 - | Telah Terlaksana
Eksternal Audit Teknologi
st g Dokumen Audit TIK
Pembangunan Portal | Persentase 10% | 30 | 30 | 30 | Masih Dalam
Satu Data DPR dan | tersedianya % % % | Proses
Open Data DPR Portal Satu Data _
DPR Dokumen terkait
pembangunan
Portal Satu Data
DPR:

Penilaian Mandiri sudah di submit dengan hasil 3,9. Telah dilakukan verifikasi lapangan
secara online oleh KemenPAN RB pada tgl 22 September 2023.

Progres pelaksanaan indeks SPBE:

a. Telah ditetapkan Persekjen No. 4 Tahun 2023 tentang SMKI DPR RI

b. Layanan TI Pustekinfo telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022
keamanan informasi Telah ditetapkan Persekjen No. 4 Tahun 2023 tentang SMKI

DPRRI

c. Telah ditetapkan SK Pedoman Pengelolaan Aplikasi dan Petunjuk Teknis
Pembangunan/Pengembangan Aplikasi


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LCCqwNLNrrXjRKj
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LCCqwNLNrrXjRKj
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LCCqwNLNrrXjRKj
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LCCqwNLNrrXjRKj
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3TDTEbkakFt8sPD
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3TDTEbkakFt8sPD
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3TDTEbkakFt8sPD
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3TDTEbkakFt8sPD
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/MZHDXRJ4HFEKCP3
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/23jR4m7WoPiRwdw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/23jR4m7WoPiRwdw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/23jR4m7WoPiRwdw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/23jR4m7WoPiRwdw

d. Telah selesai dilakukan penerapan dan sinkronisasi Arsitektur SPBE Setjen DPR RI
ke aplikasi SIA SPBE KemenPAN RB

Kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target hasil penilaian Indeks SPBE
Tahun 2023

2023

INDIKATOR DATA DUKUNG SEPTEMBER OKTOBER

v [}

Telah ditetapkan Persekjen Satu Data DPR

Indikator 3 . RINomor 20  Tahun 2022
Tingkat Kematangan Kebijakan
Internal Manajemen Data Telah ditetapkan SK Penetapan Arsitektur
Data DPR RI
. Telah ditetapkan Persekjen MLTI Nomor 11
Indikator 4 /2023
Tingkat Kematangan Kebijakan -
Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Telah ditetapkan SK Pedoman

Pengelolaan Aplikasi Setjen DPR RI

Indikator 5

Tingkat Kematangan Kebijakan Perlu disusun SK Pedoman Pengelolaan Pusat

Internal Layanan Pusat Data Data DFR Ri

Indikator 7

Tingkat Kematangan Kebijakan Perlu disusun SK Pedoman Pengelolaan
Internal Penggunaan Sistem Jaringan Intra dan Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Penghubung Layanan Instansi Setjen DPR RI
Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator 9

Perlu disusun SK Pedoman Audit TIK SPBE

Tingkat Kematangan Kebijakan Setjen DPR RI

Internal Audit TIK

INDIKATOR DATA DUKUNG SEPTEMBER OKTOBER

[\

Indikator 24 .
Tingkat Kematangan Perlu disusun SOP Aset TIK

: (Perencanaan, Pengadaan,
_IF_’;?(neropan Manajemen Aset Pencatatan, Penghapusan)

Indikator 25
Tingkat Kematangan
Penerapan Kompetensi

Telah disusun Dokumen
Pemetaan Standar Kompetensi

Sumber Daya Manusia SDMTIK

Indikator 26

Tingkat Kematangan Perlu disusun SK Pedoman
Penerapan Manajemen Manajemen Pengetahuan SPBE
Pengetahuan

b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 5a55 | 2023 Jawab
KemenPANRB - 5 Pusat Teknologi

Informasi




Target Penyelesaian
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW P(e:r;Js;eilassn
1 2 3 4
Penyusunan Arsitektur | Jumlah Laporan 1 Telah Terlaksana
SPBE dan input pada | Arsitektur SPBE L Arsitekt
aplikasi SIA SPBE Setjen DPR R Si%)éageti;il %Plg
RI

Perkembangan indikator tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE sampai
dengan triwulan 3 yaitu telah selesai dilakukan input dan sinkronisasi data Arsitektur
SPBE pada aplikasi SIA SPBE KemenPAN-RB dari arsitektur As-Is telah dikembangkan
menjadi Arsitektur To-Be dengan domain sbb:

15 Arsitektur Proses Bisnis

81 Arsitektur Layanan

309 Arsitektur Data dan Informasi

107 Arsitektur Aplikasi

136 Arsitektur Infrastruktur

27 Arsitektur Keamanan

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yoDyFXKc9TCTCxt

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi:
Nilai SAKIP

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 5555 2023 Jawab
KemenPANRB 67,28 75 Biro Perencanaan

dan Organisasi

Target Penyelesaian
, : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW lTW | TW Capaian
1 2 3 4
Penguatan Perencanaan Kinerja
Penyusunan Renja | Jumlah dokumen | 1 Telah Terlaksana

2024 Renja 2024
0 enja 20 Rekapitulasi KL -

KRISNA 2024



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zYr6Xc8pkkZTtPM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zYr6Xc8pkkZTtPM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zYr6Xc8pkkZTtPM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yoDyFXKc9TCTCxt
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/my2SECDyL8pxaq6
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/my2SECDyL8pxaq6

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW ngs;ai:sn
1 2 3 4
Rekapitulasi

Program - KRISNA
2024

Sosialisasi dan Bimtek

Jumlah kegiatan

Telah Terlaksana

Penyusunan RKA 2024 | Sosialisasi dan ,
kepada seluruh unit | Bimtek SIS
kerja Penyusunan EEIL el R,KA
RKA 2024 dan Capaian
Output Anggaran
Pembangunan Aplikasi | Jumlah Aplikasi 1 | Tahap
e-SAKIP e-SAKIP pembangunan

ss aplikasi e-sakip

ss website e-sakip

Pembuatan
crosscutting dan pohon
kinerja

Jumlah dokumen
crosscutting dan
pohon kinerja

Telah Terlaksana

POHON KINERJA
SETJEN DPR RI
2023

Penyusunan Laporan
Reviu Perubahan
Indikator dan Target
Kinerja PK 2023
berdasarkan

perubahan struktur
organisasi dan

tindaklanjut
rekomendasi AKIP

Jumlah Laporan
Reviu
Perubahan
Indikator
Target
PK 2023

dan
Kinerja

Telah Terlaksana

Laporan Reviu
Perubahan
Indikator dan Target

Kinerja PK 2023

Penguatan Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan  bimtek
pengisian capaian
kinerja unit kerja pada
aplikasi DigitAll

Jumlah  bimtek
pengisian
capaian kinerja
unit kerja pada
aplikasi DigitAll

Telah Terlaksana

Bimtek
Penyusunan RKA
dan Capaian

Output Anggaran



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Zy7SdMJJc7qWsPi
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Zy7SdMJJc7qWsPi
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Zy7SdMJJc7qWsPi
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/sxGB8PtAmmLPpiK
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/p8CYCJYfBn4q3RK
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fwcQ6CdcJGwdddo
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fwcQ6CdcJGwdddo
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fwcQ6CdcJGwdddo
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JF3dNfkskDwmmxf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JF3dNfkskDwmmxf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JF3dNfkskDwmmxf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JF3dNfkskDwmmxf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qafMAk8bk2zagYf

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW ngs;ai:sn
1 2 3 4
Melakukan Jumlah laporan | 1 1 1 1 | Telah terlaksana
pemantauan progres | monev monev semester 1
realisasi anggaran dan | pelaksanaan L M
capaian output unit | kinerja dan Parl)okran Oney
kerja anggaran TA w o

2023

Anggaran TA 2023

Monitoring Kinerja
Anggaran

Penguatan Pelaporan Kinerja

Penyusunan
Kinerja tahun
untuk  seluruh
Eselon | dan Il
dilaporkan

rb.dpr.go.id

Laporan
2022
unit
dan
melalui
esr.menpan.go.id dan

Jumlah LK
Setien DPR RI
tahun 2022 dan
mengunggahnya
ke esr.menpan
dan rb.dpr.go.id

26

Telah Terlaksana

LKj Setien DPR RI
Tahun 2022

Reviu Laporan Kinerja | Jumlah reviu | 1 Telah Terlaksana
oleh Inspektorat untuk | atas Laporan _ _
memastikan  kualitas | Kinerja oleh H.asn.rewu .Laporan
laporan kinerja sesuai | Inspektorat Kineria Setien DPR
dengan PerMenpan | untuk =
Nomor 53 Tahun 2014 | memastikan
dan kualitas laporan

kinerja  sesuai

dengan

PerMenpan

Nomor 53 Tahun

2014 dan
Pemanfaatan laporan | Jumlah dokumen 1 Telah Terlaksana
kinerja dalam | PK berdasarkan _
menyusun  dokumen | hasil capaian g5 =
Perencanaan Kinerja dalam laporan SUNE Gen P

kinerja

sekjen terbaru



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ckdBrAdQZsZD49Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ckdBrAdQZsZD49Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ckdBrAdQZsZD49Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ckdBrAdQZsZD49Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/N23nonHHiNqEG6T
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/N23nonHHiNqEG6T
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fcy9tcgRQxKfmiM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fcy9tcgRQxKfmiM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dC5HET7cZM4RtG8
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dC5HET7cZM4RtG8
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dC5HET7cZM4RtG8
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/4ZSSBeJkadR4a2C
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/4ZSSBeJkadR4a2C
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/4ZSSBeJkadR4a2C

Target Penyelesaian
, . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW |l TW | TW Gapaian
1 2 3 4
Penguatan Evaluasi Kinerja Internal
Pelaksanaan Evaluasi | Jumlah kegiatan 5 Telah Terlaksana
AKIP di tingkat Instansi, | Evaluasi AKIP di L luasi
Eselon | dan Eselon Il | tingkat Instansi, ELIOrAN eya uasl
SAKIP internal

Eselon | dan 5023

Eselon Il £rle
Pemberian reward atas | Jumlah kegiatan 1 Telah Terlaksana
implementasi  SAKIP | Pemberian
unit kerja tahun 2023 reward atas %ON I

implementasi

SAKIP unit kerja Reward

tahun 2023 Implementasi

SAKIP Tahun 2023

Pemantauan atas | Jumlah 1 Telah Terlaksana
tindak lanjut | Pelaksanaan L
rekomendasi evaluasi | pemantauan —a% tindak
SAKIP internal atas tindak lanjut Iper.“?” —

rekomendasi e

evaluasi SAKIP

internal

Progres yang telah dilakukan:

A. Perencanaan Kinerja
1. Telah dilakukan reviu atas penetapan target kinerja Tahun 2023 dan menyesuaikan
target kinerja sesuai capaian kinerja tahun 2022
2. Melakukan revisi dokumen perencanaan kinerja, yakni:
Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 (revisi ke 2 perubahan struktur organisasi)
Perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan struktur organisasi),
Kamus Indikator Kinerja Utama (perubahan),
Penyusunan pohon kinerja yang telah memperhatikan Critical Success Factor
berdasarkan Permenpan No. 89 Tahun 2021
¢ Menyusun Rencana Aksi Eselon | dan Il terhadap Perjanjian Kinerja tahun
2023.
e Memperbaiki target kinerja menjadi lebih SMART
3. Perubahan dokumen perencanaan kinerja juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari
perubahan struktur organisasi
B. Pengukuran Kinerja
1. e-Kinerja


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7iaHN56qxibsr8X
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7iaHN56qxibsr8X
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7iaHN56qxibsr8X
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Xab2NWRJGAN686d
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Xab2NWRJGAN686d
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DKN7t8BnH5YqGKd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DKN7t8BnH5YqGKd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DKN7t8BnH5YqGKd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/miGkkKM98t4DMpW
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/miGkkKM98t4DMpW
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/miGkkKM98t4DMpW

Setjen DPR RI menjadi pilot project aplikasi e-Kinerja BKN. Penyusunan Renaksi,
SKP, pengukuran, pengumpulan data kinerja individu dan penilaian kinerja sudah
dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja setiap periode 3 bulanan

2. DigitAll

Pengukuran kinerja unit kerja dilakukan melalui aplikasi DigitAll setiap bulan, dan
dapat dilakukan pemantauan terhadap capaian output dan realisasi anggaran
3. MONEV
Pelaksanaan monev kinerja dan anggaran dilakukan oleh BURT dan Pimpinan
Setjen DPR RI setiap semester

4. e-SAKIP
Dalam rangka peningkatan kualitas AKIP dan pengintegrasian proses
perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam satu platform,
sedang dikembangkan aplikasi e-SAKIP

C. Pelaporan Kinerja
1. Laporan Kinerja telah disusun dari tingkat instansi, eselon | dan Il, dan direviu
APIP utk memastikan Laporan Kinerja sesuai dengan Persekjen No. 2 Tahun
2019.
2. Laporan Kinerja tahun 2022 telah digunakan sebagai dasar penetapan target
kinerja pada dokumen Revisi Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dan dokumen
Revisi Perjanjian Kinerja 2023, diharapkan terjadi peningkatan capaian kinerja yg
berkelanjutan
Evaluasi Internal
4. Ittama telah melaksanakan perannya sbg evaluator mulai dari proses
perencanaan sampai kepada proses pelaporan kinerja
5. Telah memiliki Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 264 3/SEKJEN/2022
tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Setjen DPR RI sebagai
pedoman dalam melakukan evaluasi SAKIP

6. Pemberian reward kepada unit kerja dgn penilaian SAKIP terbaik yg dilaksanakan
oleh Inspektorat sebagai evaluator internal

w

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Gk4ykTkTEd3CdWM

laporan tindak lanjut atas rekomendasi terdapat di link
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/36RSSfSRpLFS85q

Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan
VA

Realisasi | Target Penanggung

Leading Sector 2022 2023 Jawab

KemenPANRB 4 unit 5 unit Inspektorat | dan Il



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Gk4ykTkTEd3CdWM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/36RSSfSRpLFS85q

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW P(e:r:s;eilassn
1 2 3 4

Penetapan unit kerja | Jumlah SK| 1 Telah Terlaksana
pembangunan Zl | pembangunan ZI
pembangunan Zl | menuju ;K pembanqungn
menuju WBK/WBBM | WBK/WBBM WEK /WBBMme””'“
Pendampingan Jumlah Laporan 5 Telah Terlaksana
pembangunan Zl oleh | Pendampingan L
Inspektorat Utama ZI P_ae%pinqan 21
Penilaian Mandiri | Jumlah LKE Unit 5 Telah Terlaksana

Lembar Kerja Evaluasi
VA

VA,

LKE Unit ZI

Evaluasi pembangunan | Jumlah Surat 1 Telah Terlaksana
Zl oleh Tim Penilai | Pengajuan Unit Surat )
Internal  (TPI) untuk | Keja menuju u:irta kerigenrgzl:jz
diajukan ke TPN WBK

g WBK
Proses evaluasi oleh | 1. Jumlah Surat 1 Telah Terlaksana

TPN

Undangan
wawancara

2. Jumlah Surat
permintaan
validasi survei ZI|

3. Jumlah
Verifikasi
lapangan unit ZI

4. Jumlah LHE
Kemen PAN RB

Telah Terlaksana

Telah Terlaksana
Dalam proses

eviden

Tahun 2023, Setjen DPR mengusulkan 5 Unit kerja eselon Il untuk dinilai sebagai unit
predikat WBK yakni Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Persidangan I, Biro SDMA, Biro
Hukum dan Dumas dan Pustekinfo. Dari 5 usulan tersebut, 2 unit kerja telah lolos
administrasi (Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Persidangan I), 2 unit kerja lolos
administrasi dengan catatan (Biro Hukum dan Dumas dan Pustekinfo), dan 1 unit kerja
tidak lolos administrasi (Biro SDMA). Sudah dilakukan validasi data utk 2 unit kerja yang
lolos administrasi dengan catatan dan sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh
KemenpanRB pada tanggal 19 September pada Biro Hukum dan Dumas serta

Pustekinfo.



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yHY2Ri8tTaoPtL9
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yHY2Ri8tTaoPtL9
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yHY2Ri8tTaoPtL9
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/nkcpcE7HBtroYqn
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/nkcpcE7HBtroYqn
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2zNfg3y5AMJiRbQ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZBpJm64XnRbD7aH
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZBpJm64XnRbD7aH
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZBpJm64XnRbD7aH
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3pPWyxmXc8JLf7W

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Cy4ebt25mBwmTJT

6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat
Maturitas SPIP

: Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 555, 2023 Jawab
BPKP Level 3 Level 3 Inspektorat Il

(3,185) | (3,228)

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output | v | TW | TW | TW ngs:‘:sn
1 2 3 4
Penyesuaian dokumen | Jumlah Laporan 1 Telah Terlaksana
perencanaan  kinerja | Reviu L Revi
karena adanya | Perubahan Papotr)arr]] evid
perubahan struktur | Indikator dan Terubanan

Indikator dan Target
Kinerja PK 2023

organisasi dan tindak | Target Kinerja
lanjut rekomendasi | PK 2023

AKIP oleh KemenPAN
RB

Penyusunan Laporan | Jumlah laporan | 26 Telah Terlaksana
Kinerja tahun 2022 | kinerja Setjen

untuk  seluruh  unit|DPR RI Tahun LK Setien DPR RI

Eselon | dan Il dan|2022 Lafin i,
dilaporkan melalui
esr.menpan.go.id dan
rb.dpr.go.id
Jumlah 1 Telah terlaksana
pengunggahan )
laporan _ kinerja Ss esr.mepan.qo:ld
- dan . website
esr.menpan.go.i oo oo il
d dan
rb.dpr.go.id
Pelaksanaan Jumlah Risk 26 | Belum Terlaksana
identifikasi dan analisis | register unit kerja (akan dilaksanakan
risiko serta rencana | eselon I, eselon pada bulan
tindak | dan Setjen DPR November)
pengendaliannya RI

diseluruh eselon I,



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Cy4ebt25mBwmTJT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZPF4xbB3AJtmdeZ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZPF4xbB3AJtmdeZ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZPF4xbB3AJtmdeZ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZPF4xbB3AJtmdeZ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fcy9tcgRQxKfmiM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fcy9tcgRQxKfmiM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tF774RbqpbAkbs6
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tF774RbqpbAkbs6
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tF774RbqpbAkbs6

eselon | dan tingkat
Setjen DPR Rl

Jumlah LMPR 1 | Akan dilaksanakan
sesuai Persekjen diTW4
10 tahun 2021

Penyusunan pedoman | Jumlah dokumen 3 | Dalam proses
Fraud Control Plan dan | Pedoman, peta
pedoman turunannya proses bisnis
dan SOP

Penilaian mandiri SPIP terintegrasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2022, sampai dengan
saat ini laporan hasil evaluasi resmi dari BPKP belum keluar. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Terintegrasi 2023 baru akan dilaksanakan setelah menerima hasil evaluasi 2022 dari BPKP.
Namun saat ini Setjen sedang melakukan pembangunan Fraud Control Plan dalam rangka
peningkatan implementasi SPIP di Setjen DPR RI.

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/wGRCpabSFki8tya

7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan
Masyarakat (LAPOR)

Realisasi | Target Penanggung

Leading Sector 2022 2023 Jawab

KemenPANRB 100% 100% Biro Hukum dan
Dumas

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW |l TW | TW ngs:;:im
1 2 3 4

Optimalisasi Jumlah laporan | 1 Telah Terlaksana

Pemanfaatan Data dan | survei Indeks  Kepuasan

Ml Masyarakat (IKM) -
Survei Persepsi
Kualitas Pelayanan
dan Survei
Persepsi Anti

Korupsi



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/wGRCpabSFki8tya
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aMNnBYkTAtrtgGc

Target Penyelesaian

. . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™w | 7w [ Tw | TW Gapaian
1 2 3 4
Jumlah 3 3 3 3 | Telah Terlaksana

notulensi/lapora
n hasil rapat
pengelolaan

pengaduan yang
dapat diakses
oleh unit-unit
kerja pengelola
pengaduan.

TW1:

1. Rapat
Koordinasi
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat

TW 2 :

1. Rapat
Integrasi  Aplikasi

SIDUMAS dan
SPAN-LAPOR!

Pengaduan

Masyarakat
DPR RI dengan

Kemenpan RB RI

2. Focus
Group _Discussion
Pembahasan
Aplikasi SP4N-
LAPORI! dan
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat

3. Rapat

Penyelesaian
Surat-Surat

Aspirasi/Pengadua

n Masyarakat
dengan Set,
Pimpinan, dan Set
Komisi

TW 3 :

il Rapat
Integrasi  Aplikasi

SIDUMAS dan
SP4N-LAPOR!
Pengaduan
Masyarakat DPR
Rl denga Kominfo
RI



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20I
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20I
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20I
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20I
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20I
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY?path=%2FData%20Dukung%2F1.%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20DATA%20DAN%20APLIKASI%2F2.%20JUMLAH%20NOTULENSI%20LAPORAN%20HASIL%20RAPAT%20PENGELOLAAN%20PENGADUAN%20YANG%20DAPAT%20DIAKSES%20OLEH%20UNIT-UNIT%20KERJA%20PENGELOLA%20PENGADUAN%2FRAKOOR%20TW%20II
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/6y6ibjcwdL65MaY?fileId=21997482

Target Penyelesaian

. . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™w | 7w [ Tw | TW c ajpaian
1 2 3 4
T™W 4 Akan
dilaksanakan
Penguatan Sumber | Jumlah kegiatan | 1 1 1 Telah Terlaksana

Daya Manusia

peningkatan
kompetensi
teknis pengelola
SP4N LAPOR!

TW1:

1. Sosialisasi
Persekien No. 22
Tahun 2022
tentang
Pengelolaan
Aspirasi dan
Pengaduan
Masyarakat kepada
DPR Rl (Narsum
Kemenpan RB,

Dumas Setjen DPR
RI|, Pustekinfo DPR

RI)
TW 2 :

1. Focus
Group Discussion
Pembahasan
Aplikasi SP4N-
LAPORI! dan
Pengelolaan
Pengaduan
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Pengelolaan Laporan Masuk ~

i

Laporan Belum Terverifikas 0

an Perwakilan Rakyat
epublik Indonesia (2
* ok fr¥r3.83

Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti

Terdisposisi Sedang Diproses 18

© LIHAT TOTAL

Terdisposisi Selesa 256
PEMANTAUAN
Laporan Tertunda 0

Riwayat Intervensi Laporan Arsip

Total 284

Sumber Laporan ~

<4

Android

Email Instansi 1

Sepanjang Tahun 2023 Instansi DPR RI telah mengelola 284 laporan melalui SP4N-LAPORI!.
Dalam upaya pengkonsolidasian data antara sistem aplikasi umum dan aplikasi khusus
pengelolaan pengaduan masyarakat, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat juga telah
mengunggah pengaduan yang datang melalui surat fisik ke dalam SP4N-LAPOR!
menggunakan fitur “Form Manual”.

Prosentase tindak lanjut dan status terdisposisi selesai (hijau) dalam sp4n-lapor DPR RI
sekarang sudah berada di 97.9% (untuk TL) dan 90.1% untuk status terdisposisi selesainya.

Pada Agustus 2023 terjadi kenaikan laju masuknya laporan pengaduan karena terdapat
pengkonsolidasian data laporan

Terdapat berbagai kategori laporan yang diterima dan dimasukkan ke dalam sistem SP4N-
LAPOR DPR RI. Kategori Hukum, Pertanahan, dan Peraturan perundang-undangan
merupakan kategori paling dominan pada Tahun 2023 (baik melalui web/aplikasi, maupun
surat fisik)
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Telah menetapkan 6 (enam) admin instansi pengelola akun SP4N-LAPOR DPR RI, sehingga
laju pengelolaan laporan dari tahap verifikasi hingga disposisi dan pengingat tindak lanjut tidak
terhambat

Dashboard Kementerian / Lembaga - Dewan Perwakilan Ra... £ £ @ rodenevarah.

Laju Verifikasi Laju Tindak Lanjut

9% 63%

%1 V0 %L €0

B Tepat Waktu <=3 hari [l Terlambat >3 hari B Tepat Waktu <=5 hari [ Terlambat > 5 hari

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY

8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | 555 2023 Jawab
KemenPANRB 77,43 78,9 Inspektorat | dan I

Target Penyelesaian
. . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ [TW |l TW | TW c ajpaian
1 2 3 4
Penyusunan matrik | Jumlah Laporan 1 Sudah terlaksana
tindak lanjut hasil SPI | matrik tindak Laporan matrik
KPK tahun 2022 lanjut SPI
J tindak lanjut SP!
Pengumpulan data | Jumlah dokumen 1 Sudah terlaksana
responden SPI KPK | daftar responden Daft
untuk internal, | SPI KPK  baik afar - nama
eksternal dan eksper internal, external fesponden
dan eksper Responden
tambahan
Monitoring penyebaran | Jumlah dokumen 1 | Dalam proses
survei kepada | monitoring S itori
responden internal, | penyebaran S oh monitonng
eksternal dan eksper survei  kepada peroienan
responden responden



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwdL65MaY
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/j9yyT8EJbMziMTc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/j9yyT8EJbMziMTc
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/5B3TEgmAfqyXZAt
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/5B3TEgmAfqyXZAt
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zSagmzQY6XqXC3t
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zSagmzQY6XqXC3t
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/a2gFdLEcSraM9gz
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/a2gFdLEcSraM9gz
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/a2gFdLEcSraM9gz

Target Penyelesaian

Penjelasan

Rencana Aksi Indikator Output | vy | 1w | Tw | TW Capaian

1 2 3 4

internal,
eksternal dan
eksper

Hasil Penilaian SPI Setjen DPR Rl tahun 2022 sebesar 77,43. Untuk tahun 2023 pelaksanaan
survei ini berlangsung bulan Juli sampai Oktober.

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/\W2WQy7xfpWT5N|G

9. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
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Sekien DPR RI untuk | dan analisis o
Prolegset Tahun 2024 | kebutuhan Lo CTHITH el R T
Peraturan analisis diawali
Sekjen DPR Rl dengan permintaan
usulan _ Peraturan
Sekijen DPR RI

Pelaksanaan IKK dilakukan dengan menyusun kebijakan atau Persekjen yang pengaturannya
bersifat eksternal. Sudah diajukan 3 kebijakan untuk dilakukan evaluasi, dan disetujui 2.
Sudah diajukan 2 orang enumerator agar dapat diberikan akses untuk pengisian LKE dalam
aplikasi. Batas akhir penyelesaian LKE pada tanggal 10 Oktober 2023.

Selain itu, telah dilakukan pembentukan Tim Pemantauan Kemanfaatan Kebijakan dan
kegiatan Focus Group Discussion dengan Lembaga Administrasi Negara.

Link Eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JeB72x5tLoRDbom

10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 5a55 | 2023 Jawab
Kementerian - 75 Biro Hukum dan
Hukun dan Dumas
HAM
Target Penyelesaian
: : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Gapaian
1 2 3 4
Melaksanakan FGD | Jumlah laporan 1 Telah Terlaksana
dengan singkat FGD Dokumentasi FGD
Kemenkumham terkait | dengan
dengan aspek | Kemenkumham
penilaian dalam IRH |terkait dengan
dan pendampingan | aspek penilaian
dalam pengisian | dalam IRH dan
Lembar Kerja Evaluasi | pendampingan
dalam pengisian



https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21864978
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21864978
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21864978
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21864978
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21864978
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3Waq4mbTieJEHSn
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6fGWHT3YfgQqdPG

Target Penyelesaian

. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW e —
1 2 3 4
Lembar Kerja
Evaluasi
Pembentukan Tim | Jumlah SK| 2 Telah Terlaksana
Kerja dan Tim Asesor | keaggotaan tim Keputusan
kerja dan tim Sekretaris Jenderal
asesor
Membuat surat | Jumlah Surat 1 Telah terlaksana
pernyataan atas aspek | pernyataan
penilaian yang tidak | Sekjen atas Surat pernyataan
dilaksanakan  Setjen | aspek penilaian yang ditujukan
DPR RI yang tidak kepada Tim Penilai
dilaksanakan W
Seti DPR RI oordainator
= Wilayah IV
Kegiatan pengisian | Jumlah Lapsing 2 Telah Terlaksana

lembar kerja evaluasi | kegiatan Dokumentasi
serta pemenuhan data | pengisian LKE pengisian LKE IRH
dukung serta

pemenuhan data
dukung

Membuat surat | Jumlah  Berita 1 Telah Terlaksana
pernyataan atas aspek | Acara atas Hasil Berita Acara
penilaian yang tidak | Penilaian Penilaian
dilaksanakan  Setjen | Mandiri oleh tim

DPRRI

asesor

Surat pernyataan
yang ditujukan
kepada Tim Penilai
Nasional dan
Koordinator

Wilayah IV

Pelaksanaan pengisian LKE IRH telah dilakukan dan telah dinilai mandiri oleh tim asesor yang
dibentuk dan telah dilakukan submit pada tgl 31 Agustus 2023, Sekretariat Jenderal DPR RI
telah menyampaikan surat B/9775/0T.05.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Surat
Pernyataan.

Adapun kelemahan aspek penilaian:

a. Proses harmonisasi;

b. Proses deregulasi dan reregulasi pemantauan undang-undang;

c. Legal Drafter (belum disiapkan anggaran khusus peningkatan kompetensi).
Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/KRFy6H2cBHJ006Q



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/go8gmiajWAfFXTa
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/go8gmiajWAfFXTa
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gSsqNfZrdD7PEM2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gSsqNfZrdD7PEM2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gSsqNfZrdD7PEM2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gSsqNfZrdD7PEM2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gSsqNfZrdD7PEM2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gSsqNfZrdD7PEM2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jskHLkQ6MePPPn3
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jskHLkQ6MePPPn3
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JzstY2pP7c5MTYd
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/KRFy6H2cBHJoo6Q

11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi
Arsip

: Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | 555 2023 Jawab
ANRI 77,99 85 Biro Protokol dan
Humas

Target Penyelesaian
: : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW SepE
1 2 3 4
Melakukan pendataan | Jumlah  Daftar | 1 Telah Terlaksana
jenis arsip dari unit | arsip usul alih Daftar arsip usul
kerja yang akan di| media alih media
digitalisasi
Menentukan kriteria | Jumlah Surat 1 Telah Terlaksana
arsip yang akan di| Keterangan _
digitalisasi Rekomendasi Surat rekomendasi
alih media
Pelaksanaan  proses | Jumlah Laporan 1 1 | Telah Terlaksana
digitalisasi/alih media digitalisasi sampai dengan TW
3 (sesuai jadwal)
Surat Keterangan
Rekomendasi alih
media
Memverifikasi hasil | Jumlah Berita 1 | Dilaksanakan di
digitalisasi acara TW 4
Berita acara

Pelaksanaan arsip digital ini merupakan salah satu aspek dalam penilaian pengawasan arsip.
Pengawasan arsip sudah dilakukan kepada unit kerja eselon Il. Penilaian dari ANRI sudah
dilakukan dan sudah diverifikasi dan saat ini sedang menunggu hasil penilaian.

Alih Media (Digitalisasi) difokuskan kepada:

1. Personal File Anggota dan Pegawai,
2. Rancangan Undang Undang,
3. Kaset , Mini DV, CD dan DVD.


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/t4wweBSJCLyKxHP
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/t4wweBSJCLyKxHP
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8XfEtLFZSPtGbon
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Mse9HdZSC7ozFQA
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Mse9HdZSC7ozFQA
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Mse9HdZSC7ozFQA
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/GMbXwGMqsBDCkpR

Arsip Yang Telah Dialih Mediakan (Digital)

No. Jenis Arsip Jumlah (%)
20%
1 Arsip Konvensional 5.089 Berkas PP
227.932
2 Kaset Rekaman Suara 10,686 Kaset berkas/kaset
= Kaset Mini DV 1.620 Kaset

Setjen DPR RI terus melakukan upaya pemantapan penggunaan Aplikasi SRIKANDI untuk
mensukseskan Digitalisasi Arsip melalui:

e Penyusunan Buku Panduan Aplikasi SRIKANDI dan sosialisasikan di Portal Pegawai
Setjen DPR R

e Penetapan SK dan SE Sekjen DPR RI terkait penggunaan Aplikasi SRIKANDI

e Penguatan jaringan Internal dan kapasitas pengelola dengan melaksanakan
pembelajaran ke beberapa instansi (ANRI, MPR, BPOM)

o Melaksanakan uji coba di 10 unit eselon | dan Il pada bulan Maret sampai dengan Mei
2023

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/s6Y6GRA3BL3KZNA

12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | * 5505 | 2023 Jawab
Badan Pusat - 2,46 Pusat Teknologi
Statistik Informasi

Target Penyelesaian

Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Pce:r:s:i\:sn
1 2 3 4
Berkoordinasi dengan | Jumlah lapsing 1 Telah Terlaksana
BPS dalam rangka | FGD dengan Dokumen
penggunaan  aplikasi | BPS koordinasi_denqan
penilaian Tingkat BPS terkait data
kematangan sektoral:
penyelenggaraan
statistik sektoral 'gggﬁ%gfankgfn
dengan BPS dan
unit kerja terkait



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/s6Y6GRA3BL3KZNA
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rQ4jsazifb2Hrqp
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rQ4jsazifb2Hrqp
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rQ4jsazifb2Hrqp
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rQ4jsazifb2Hrqp

(12 Juni 2023)
Workshop aplikasi
Rekomendasi
Statistik BPS (22
Juni 2023)

Membentuk tim
evaluasi
penyelenggara statistik
sektoral

Jumlah SK tim
evaluasi
penyelenggara
statistik sektoral

Telah Terlaksana

SK Tim  Penilai
Internal Data
Statistik Sektoral

Melakukan identifikasi
(screening)  kegiatan
statistik sektoral

Data statistic
sectoral yang
memenuhi
kategori untuk
dijadikan
penilaian pada
EPSS

Telah Terlaksana

Dokumen hasil
pemetaan data
statistik sektoral
DPR RI Tahun 2023

Melaksanakan

Jumlah indicator

Telah Terlaksana

penilaian EPSS dan

dan data dukun : o
submit pada aplikasi - Hasil Penilaian

EPSS Tahun 2023

pada penilaian

tingkat
kematangan
penyelenggaraa
n statistic
sektoral

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan keterangan dari
narasumber BPS bahwa terdapat data di internal DPR RI yang termasuk dalam kategori data
sektoral yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tugas dan pokok K/L lainnya sebagai data
bersama. Untuk itu telah dilakukan penilaian mandiri pada bulan Juli dengan nilai sebesar
2,46 dari 5 dengan kategori “Cukup”.

Kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai target hasil penilaian tingkat kematangan Data
Statistik Sektoral:


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/B7WnPJRZXjn4ys4
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/B7WnPJRZXjn4ys4
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/B7WnPJRZXjn4ys4
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XzfF35EbYDEyZ38
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XzfF35EbYDEyZ38
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XzfF35EbYDEyZ38
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XzfF35EbYDEyZ38
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/49BTWxdrXiQgqNZ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/49BTWxdrXiQgqNZ

2023

Mengajukan kegiatan statistik ke BPS
untuk mendapatkan rekomendasi

DOMAIN KEGIATAN September Oktober November Desember
KELEMBAGAAN Penyelenggaraan Forum Satu Data
DPRRI
Peningkatan kompetensi SDM Statistik _
(Merencanakan data prioritas, dan
pemenuhan data)
(Memeriksa kesesuaian data,
mengelola, dan menyebarluaskan)
STATISTIK Sosialisasi dan literasi data statistik
NASIONAL
2023
DOMAIN KEGIATAN September Oktober November Desember
PRINSIP SDI Menyusun dan menetapkan Standar Data
Statistik dan Metadata SETJEN DPR RI _
Melaporkan Standar Data Statistik dan _
Metadata ke BPS
KUALITAS  Menyusun dan menetapkan Pedoman
DATA Pelaksanaan Satu Data DPR RI dan
Statistik Sektoral
PROSES Melakukan perencanaan kebutuhan dan
BISNIS kegiatan statistik

Link evidenhttps://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Ttazrms4BDp8Jd8



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Ttazrms4BDp8Jd8

13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

LPSE ke LKPP untuk
dinilai

dan sertifikat standar Penyampaian

dokumen tingkat

: Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 555 2023 Jawab
LKPP 9,9 71 Biro Umum
Target Penyelesaian
. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW C ajpaian
1 2 3 4
Sosialisasi Jumlah 1 Telah Terlaksana
pemanfataan  sistem | Sosialisasi Penginputan RUP
pengadaan pemanfataan 2023 pada Aplikasi
sistem SiRUP
pengadaan surat
edaran tentang
pemanfaat
sistem
pengadaan
Pendampingan Jumlah 2 1 Telah Terlaksana
pemanfaatan  sistem | rekomendasi Kegiatan 2 -4
pengadaan hasil Maret 2023
pendampingan Kegiatan 8-10 Juni
2023
Kegiatan 21-23
Agustus 2023
Pengajuan Jumlah Surat 1 1 1 Telah Terlaksana
pengurangan jumlah | pengajuan ke Rekomendasi
SDM JFT PPBJ ke | LKPP Formasi Pengelola
LKPP, semula 23 orang Barang Jasa
menjadi 5 orang Jabfung PBJ
Perhitungan ulang
JET PBJ
Surat Permohonan
Rekomendasi
Formasi JF
PBJ.pdfvvv
FGD Strategi | Jumlah 2 2 | Telah Terlaksana
Pemenuhan Jumlah | (ekomendasi Kegiatan 20-22
SDM JFT PPBJ _ Sept 2023
hasil FGD Surat Tugas
Penyerahan dokumen | Jumlah 13 13 | Telah Terlaksana

Eviden indikator 3



https://drive.google.com/file/d/1lpC-7EdNMH0e_D6O0a1dswKhMLHsG7VI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lpC-7EdNMH0e_D6O0a1dswKhMLHsG7VI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lpC-7EdNMH0e_D6O0a1dswKhMLHsG7VI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18UsDlrBtfkT2R-VGWKU0nZ6f_MUxbp-g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18UsDlrBtfkT2R-VGWKU0nZ6f_MUxbp-g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15hCPPkpnnAn2PDt3LOBCXF63ua0K5z_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15hCPPkpnnAn2PDt3LOBCXF63ua0K5z_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N9E3Hv_jR7Zt65oLhmPmFbMiN4U9RDiS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N9E3Hv_jR7Zt65oLhmPmFbMiN4U9RDiS?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GoK5ePJgWqlW4qv3z-sxvSZNYRxsadph/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GoK5ePJgWqlW4qv3z-sxvSZNYRxsadph/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GoK5ePJgWqlW4qv3z-sxvSZNYRxsadph/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IWG8CKYlIXP6X2WAaycFM4KpEBaztLL0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_NktlZ9Wqobz_BaEm7p8yGSOmf0dlHdQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_NktlZ9Wqobz_BaEm7p8yGSOmf0dlHdQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1X-p4xFWvw1Mz4TOFxIPbEeWNWHW4mPGo/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1X-p4xFWvw1Mz4TOFxIPbEeWNWHW4mPGo/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1X-p4xFWvw1Mz4TOFxIPbEeWNWHW4mPGo/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1X-p4xFWvw1Mz4TOFxIPbEeWNWHW4mPGo/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16-7h05KsFki5N_QmAYDZ0E3L4Ih8M8Xl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16-7h05KsFki5N_QmAYDZ0E3L4Ih8M8Xl?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1q6eWTsSMVxLmlQmT1xBPjiyYi37uIPR9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yUejL-_uJ3BAQBN6ucw-9XikAKI05WoE?usp=drive_link

Target Penyelesaian
. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Svortan
1 2 3 4
kematangan 9/9
variabel, dan 17
Standar LPSE
Pendampingan Jumlah 1 2 | Masih dalam
pengisian dan | rekomendasi proses
penyerahan i
kelengkapan dokumen hasil Surecljt _undanqan
dan standar LPSE oleh | pendampingan pendampinga
maturitas UKPBJ
LKPP
Pelaksanaan  survey | Jumlah 1 | Masih dalam
internal atas pelaksanaan proses
emahaman UKPBJ
> survey internal Hasil Survei UKPBJ
atas m
pemahaman
UKPBJ
Reviu APIP tentang | Jumlah 1 | Masih dalam
implementasi tugas | rekomendasi proses
dan f i UKPBJ
an fungsl hasil reviu APIP Permohonan reviu
APIP
Disposisi
permohonan reviu
atas _implementasi
tugas dan_fungsi
UKPBJ

Penilaian ITKP diambil dari aplikasi LPSE oleh LKPP setiap tahunnya. ITKP perlu menjadi
perhatian karena menjadi prioritas utama dalam perubahan Road Map RB Setjen DPR RI
mengingat penilaian tahun 2022 masih rendah sebesar 9,90 dari nilai 100 dan hasil sementara
tahun 2023 mendapat nilai sebesar 24,19. Adapun Indikator penilaian terdiri dari:

I. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, bobot 30%

a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) (10%)
Penilaian sementara tahun 2023 masih 0

Basis data RUP TA 2023 datanya ditarik pada tanggal 1 April 2023 oleh LKPP. Setjen
DPR RI telah melakukan pengumuman pada aplikasi SIRUP sebesar Rp615 Milyar dari
anggaran PBJ sebesar Rp4,9 Triliun.


https://drive.google.com/file/d/1Q1D-_4qu46JPnnS_ALy9TfQJxhVxtPsA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Q1D-_4qu46JPnnS_ALy9TfQJxhVxtPsA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Q1D-_4qu46JPnnS_ALy9TfQJxhVxtPsA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-S00dY3f29QhjXjc-TWxWtMUFAesya6m/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-S00dY3f29QhjXjc-TWxWtMUFAesya6m/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-TN_L3EeX4gLqpabDgNRyd61p-BTu0_h/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-TN_L3EeX4gLqpabDgNRyd61p-BTu0_h/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-YSW-rpfGO2LrbLG1jeTwPYBAf_WHPB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-YSW-rpfGO2LrbLG1jeTwPYBAf_WHPB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-YSW-rpfGO2LrbLG1jeTwPYBAf_WHPB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-YSW-rpfGO2LrbLG1jeTwPYBAf_WHPB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-YSW-rpfGO2LrbLG1jeTwPYBAf_WHPB7/view?usp=drive_link

PPK di lingkungan Setjen DPR RI belum melakukan penginputan seluruh RUP pada
aplikasi SiRUP. Hal ini mengakibatkan bobot nilai untuk SiRUP Setjen DPR RI masih O,
karena RUP yang diinput kurang dari 50% dari pagu anggaran PBJ.

. E-Tendering (Tender Seleksi/Tender Cepat) (5%)
Penilaian sementara tahun 2023 memperoleh nilai 4,10

Basis data realisasi dan RUP TA 2022 datanya ditarik pada tanggal 31 Januari 2023
oleh LKPP. e-Tendering tidak dapat mencapai nilai 5% dikarenakan pada TA 2022
terdapat beberapa tender pengadaan yang batal dilaksanakan sehingga bobot nilai
untuk e-Tendering Setjen DPR RI masih sebesar 4,1%.

E-Purchasing, bobot 4%
Penilaian sementara tahun 2023 masih 0

Basis data adalah penggunaan Katalog Elektronik TA 2022 yang datanya ditarik oleh
LKPP pada tanggal 31 Januari 2023. Nilai e-Purchasing masih 0 dikarenakan para PPK
yang telah menyelesaikan paket pekerjaan secara elektronik tidak melakukan
pencatatan pada aplikasi e-katalog sampai dengan tahap serah terima paling lambat
tanggal 31 Januari tahun 2023.

. Toko Daring, bobot 1%
Penilaian sementara tahun 2023 memperoleh nilai 1

Toko Daring bobot nilainya sudah tercapai sebesar 1 %

Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, bobot 5%
Penilaian sementara tahun 2023 masih 0

Basis data SPSE TA 2022 yang datanya ditarik oleh LKPP pada tanggal 31 Januari
2023. Nilai e-Kontrak masih 0 dikarenakan para PPK tidak melakukan penginputan data
kontrak untuk seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam
proses pemilihan pada fitur e-Kontrak di aplikasi SPSE.

E-Kontrak, bobot 5%
Penilaian sementara tahun 2023 masih 0

Basis data SPSE TA 2022 yang datanya ditarik oleh LKPP pada tanggal 31 Januari
2023. Nilai e-Kontrak masih 0 dikarenakan para PPK tidak melakukan penginputan data
kontrak untuk seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam
proses pemilihan pada fitur e-Kontrak di aplikasi SPSE.

Basis data SPSE (transaksional dan pencatatan) dan RUP TA 2022 yang datanya ditarik
oleh LKPP pada tanggal 31 Januari 2023. Bobot nilainya masih 0 dikarenakan pada TA.
2022 pengadaan barang/jasa yang nilainya dibawah Rp.200 juta oleh para PPK tidak
dicatat pada aplikasi SPSE dan tidak diinput RUPnya pada aplikasi SiRUP.



1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan:
a) SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan)

Nilai pagu RUP 2022

o,
Nilai Belanja Pengadaan 2022 * 100% x Babot

b) e-Tendering

Nilai pagu realisasi eTendering 2021
Nilai pagu RUP eTendering 2021

»x 100% = Bobot

¢) e-Purchasing

Jumlah Paket ePurchasing selesai 2021

x 100% x Bobot
Jumlah Paket ePurchasing aktif 2021 % > Bobo

d) Non e-Tendering & Non e-Purchasing

Nilai 1i i o, ] d juke [ 2021
ilai pagurealisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung ¢ 100% % Bobot

Nilai pagu RUP pengadaan langsung dan penunjukan langsung 2021

¢) e-Kontrak

Jumlah paket yang dicatatkan dalam eKontrak 2021

100 Bobot
Jumlah paket eTendering + non eTendering & non ePurchasing transaksional 2021 * %> Boba

Il. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barjas, bobot 30%

Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ skor sementara sebesar 1,3 dikarenakan
belum terpenuhinya JFT PBJ dimana rekomendasi dari LKPP JFT PBJ pada Setjen DPR RI
adalah sebanyak 23 yang terdiri dari 15 orang JFT PBJ Pertama, 7 orang JFT PBJ Muda dan
1 orang JFT PBJ Madya, namun sampai saat ini JFT PBJ yang ditempatkan di Bagian
Pengadaan Barang/Jasa baru ada 5 orang JFT PBJ Pertama.

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PB.J

Jumlah JF PPBJ]

o,
Formasi JF PPBJ = 100% = Bobot

lll. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barjas (UKPBJ), bobot 40%

Tingkat Kematangan UKPBJ skor sementara 17,8

Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk membentuk UKPBJ. Indikator tingkat kematangan
UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai level 3 (proaktif) dengan total
variabel sebanyak 9 variabel, saat ini 4 variabel telah terpenuhi dan telah selesai diverifikasi
dokumen-dokumen pendukungnya tinggal 5 variabel lagi yang masih dalam proses verifikasi
dan validasi data oleh LKPP. Gambaran Tingkat Kematangan UKPBJ pada Setjen DPR RI
Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Variabel Level Status Aksi
Manajemen Pengadaan Proaktif ~Pembaharuan Ubah
kirim
ZA0 Proses Manajemen Penyedia Proaktif =~ Pembaharuan Ubah
kirim
<)) Proses Manajemen Kinerja Proaktif  Terisi Ubah

Kirim



Proses Manajemen Resiko Proaktif  Terverifikasi Perbarui
Kelembagaan Pengorganisasian Kelembagaan Proaktif  Terverifikasi Perbarui
Kelembagaan Tugas/Fungsi Kelembagaan Proaktif  Terverifikasi Perbarui
SDM Perencanaan SDM Pengadaan Proaktif ~ Terverifikasi Perbarui
SDM Pengembangan SDM Pengadaan Proaktif Revisi Perbarui
c)l Sistem Sistem Informasi Proaktif  Terisi Ubah
l Informasi kirim

Sumber Data dari LKPP

3. Tingkat Kematangan UKPBJ

Capaian kematangan proaktif

Total variabel (9) x Bobot

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik
Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan perolehan skor
indikator dalam penilaian ITKP.

Salah satu optimalisasi perolehan skor ITKP Tahun 2023 khususnya untuk Indikator
Pemanfaatan Sistem Pengadaan, ditentukan berdasarkan pengisian data melalui sistem.

Untuk mencapai tujuan tersebut Biro Umum Setjen DPR RI melakukan langkah-langkah
dengan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. INDIKATOR PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN

Angka untuk Pemanfaatan Sistem Pengadaan tahun 2023 sudah final, maka yang perlu
dilakukan adalah perbaikan dan peningkatan skor tahun 2024, untuk itu akan dilakukan:

a. pendampingan kepada PPK untuk melakukan penginputan e-tendering, e-purchasing,
non e-tendering dan non e-purcashing serta e-kontrak ke dalam aplikasi SPSE.

b. Bimtek penginputan RUP tahun 2024 ke dalam aplikasi SIRUP kepada PPK sehingga
pengumuman RUP 2024 secara keseluruhan dapat diumumkan pada bulan Januari
2024.

2. INDIKATOR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SDM PBJ

Sesuai rekomendasi LKPP, Setjen DPR RI akan melakukan Analisa Beban Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsi JFT PBJ yang ada saat ini

3. INDIKATOR TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

Untuk mencapai level 3 proaktif harus dicapai level kematangan 9/9. Saat ini Setjen DPR
RI telah mencapai level kematangan 4/9. Dalam rangka memenuhi kekurangan 5 variabel



lagi, seluruh dokumen telah dipenuhi dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan
validasi oleh LKPP sehingga level 3 proaktif diharapkan tercapai pada Oktober 2023.

Selain itu, untuk menuju level 3 proaktif juga harus dipenuhi 17 standar LPSE. Saat ini
Setjen DPR RI telah memperoleh 9 sertifikat standar LPSE, sedangkan 8 standar LPSE
lagi masih dalam proses verifikasi dan validasi dokumen.

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/SZsSx4EkAeRNoep

14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:
a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 5555 2023 Jawab
Kemenkeu 93,66 95 Biro Keuangan
dan Biro
Perencanaan dan
Organisasi
Target Penyelesaian
. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW c ajpaian
1 2 3 4

Sosialisasi terkait revisi | Jumlah Laporan 1 1 | Telah Terlaksana
anggaran Sosialisasi Sosialisasi terkait

revisi anggaran
Melakukan monitoring | Jumlah Laporan 1 1 1 1 | Telah Terlaksana
dan evaluasi kinerja | Monev BURT sampai dengan TW
dan anggaran per 3 (sesuai jadwal)
triwulan Laporan

Pelaksanaan

Anggaran
Melakukan koordinasi | Jumlah Laporan 1 | Telah Terlaksana
terkait rencana | Singkat rapat Melakukan
pengisian RDP dengan | koordinasi koordinasi terkait
Biro Keuangan dan rencana pengisian
Kemenkeu RDP dengan Biro

Keuangan dan

Kemenkeu
Melakukan Koordinasi | Jumlah Laporan 1 1 1 1 | Telah Terlaksana
dengan Kementerian capaian output sampai d_e_ngan TW
Keuangan dan _ 3 (sesuai jadwal)
Bappenas membahas per triwulan Laporan caput
capaian output



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/SZsSx4EkAeRNoep
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C5qtkAkT2rScbdQ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C5qtkAkT2rScbdQ
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/P4Szn4G2Bt9ZgM4
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/P4Szn4G2Bt9ZgM4
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/P4Szn4G2Bt9ZgM4
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rXm8A5Bb6YQr9eT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rXm8A5Bb6YQr9eT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rXm8A5Bb6YQr9eT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rXm8A5Bb6YQr9eT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rXm8A5Bb6YQr9eT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rXm8A5Bb6YQr9eT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZE4Ds8xGfyKBcQj

Target Penyelesaian

. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Svortan
1 2 3 4
Sosialisasi  pengisian | Jumlah Laporan 1 1 | Telah Terlaksana

Capaian Output

Sosialisasi
Capaian Output

Kegiatan
sosialisasi caput

Penyampaian to do list
mingguan ke seluruh
PPK dan staf PPK

Jumlah Surat
Penyampaian
Penyelesaian To
Do List

12 | 12 | 12 | 12

Telah Terlaksana
sampai dengan TW
3 (sesuai jadwal)
TDL

Monitoring bulanan

IKPA

Jumlah
dokumen
Monitoring IKPA
Bulanan

Telah Terlaksana
sampai dengan TW
3 (sesuai jadwal)

Rapor IKPA
bulanan

Laporan Evaluasi IKPA
Triwulanan dan
rencana
tindaklanjutnya setiap
triwulan

Jumlah
dokumen
Monitoring IKPA
Triwulanan

Telah Terlaksana
sampai dengan TW
3 (sesuai jadwal)

Rapor IKPA
Triwulan

Sosialisasi |IKPA ke
seluruh unit kerja

Jumlah lapsing
kegiatan
Sosialisasi IKPA

Telah Terlaksana
Sosialisasi IKPA

FGD dengan Direktorat
PA terkait perubahan
aturan, kebijakan, dll

Jumlah lapsing
Kegiatan FGD

Telah Terlaksana
Kegiatan FGD

Pengumpulan,
updating dan
penyampaian halaman
[l DIPA

Jumlah Surat
Penyampaian
Updating Data

Telah Terlaksana
sampai dengan TW
3 (sesuai jadwal)
Surat

Penilaian dilakukan langsung dalam sistem aplikasi Kemenkeu. Hasil penilaian per Agustus
2023 diperoleh nilai 95,48. Saat ini sedang dilakukan pengembangan Aplikasi DigitAll untuk
menunjang pencapaian IKPA. Terkoneksinya aplikasi SAKTI pada Aplikasi DigitAll hingga
level eselon llI.


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/iMw2RaTMsFFmKgt
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/iMw2RaTMsFFmKgt
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XHdjeSz9SgF3dj2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3F3ioe4fQamjwm8
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3F3ioe4fQamjwm8
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/sQeFJPscdSKn4nG
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/sQeFJPscdSKn4nG
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/TeYX77MFbQAfK3S
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gMw6BzYB77iFrzi
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/FN8saf8yE6T8HBA

Anggaran Setjen: 1.613.982.690.000 Anggaran Dewan: 4.484.229.865.000

Realisasi Setjen: 1.060.791.009.723 Realisasi Dewan: 3.086.378.676.206

Prosentase setjen: 65,73 Prosentase: 68,83
Rencana vs Realisasi Per Pengenal
Bulan
Pilih Bulan T
Copy Excel PDF CSV  Print
Search:
Prosentase
Bagian Pagu Anggaran Rencana Realisasi Realisasi Prosentase GAP
BAGIAN SEKRETARIAT 31.500.000 20.316.732 29.861.000 94,80 46,98
KOMISI |
BAGIAN SEKRETARIAT 0 0 0,00 0,00
KOMISI |
BAGIAN SEKRETARIAT 55.608.000 35.865.803 26.760.000 48,12 -25,39
KOMISI |
BAGIAN SEKRETARIAT 31.500.000 20.316.732 31.500.000 100,00 55,04
Anggaran Setjen: 1.613.982.690.000 Anggaran Dewan: 4.484.229.865.000
Realisasi Setjen: 1.060.791.009.723 Realisasi Dewan: 3.086.378.676.206
Prosentase setjen: 65,73 Prosentase: 68,83
Realisasi Per Bagian
Copy Excel PDF CSV Print
Search:
Biro Bagian Satker Pagu Anggaran Realisasi Prosentase
BIRO PERSIDANGAN | BAGIAN SEKRETARIAT 001030 39.428.579.000 29.207.001.400 74,08
KOMISI|
BIRO PERSIDANGAN | BAGIAN SEKRETARIAT 001030 37.964.721.000 23.805.751.931 62,70
KOMISIII
BIRO PERSIDANGAN | BAGIAN SEKRETARIAT 001030 27.392.760.000 15.361.217.403 56,08
KOMISHIl
BIRO PERSIDANGAN | BAGIAN SEKRETARIAT 001030 26.565.788.000 16.862.376.180 63,47
Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yWPt7L7Y7PCWBWn
b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
. Realisasi | Target Penanggun
Leading Sector 9 ggung
2022 2023 Jawab
Kemenkeu 3,60 3,65 Biro Keuangan


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yWPt7L7Y7PCWBWn

Target Penyelesaian

. . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output | v | 7w | TW | TW C ajpaian
1 2 3 4
Melakukan rekonsiliasi | Jumlah Berita 3 0 2 0 | Pendapatan dari
BMN dengan internal | Acara pengelolaan BMN
maupun eksternal Rekonsiliasi berada diatas
BMN target
Menyampaikan Jumlah laporan 3 1 2 1 | Laporan (LBP dan
Laporan (LBP, Wasdal | yang Wasdal)
dan RKBMN) tepat | disampaikan disampaikan H-3
waktu tepat waktu dari deadline.
Sedangkan

RKBMN masih blm
diperhitungkan

karena
disampaikan di
Oktober
Peningkatan tindak | Jumlah Usulan 3 8 2 2 | Barang rusak berat
lanjut BMN rusak berat | Penghapusan ke yang diusulkan
KPKNL Jakarta penghapusan lebih
1 besar dari yang

dirubah status

Melakukan tindaklanjut | Jumlah temuan 0 1 2 1 | Temuan BPK tahun
temuan BPK BPK terkait aset 2022 terkait BMN
ditindaklanjuti seluruhnya telah
ditindaklanjuti

Perolehan IPA tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 3,60. Salah satu kendala dalam
penilaian IPA adalah parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun
dan tidak ada monitoring per bulan secara resmi sehingga K/L harus memproyeksikan sendiri
terkait pengukuran yang ada.

Parameter Nilai Akhir
Hasil pemeriksaan BPK

atas LKPP terkait BMN di
K/L

Realisasi PNBP dari
Pengelolaan BMN

Ketetapatan waktu
penyampaian Laporan dan
RKBMN



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XNH3aZxqCB9o7sN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XNH3aZxqCB9o7sN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XNH3aZxqCB9o7sN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/XNH3aZxqCB9o7sN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eKwwZFgQm8DXykr
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/69Ng3pYeekmx53Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/69Ng3pYeekmx53Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/69Ng3pYeekmx53Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/69Ng3pYeekmx53Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/69Ng3pYeekmx53Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/BQ7bgCafwoJP9ci
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/BQ7bgCafwoJP9ci
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/BQ7bgCafwoJP9ci
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/BQ7bgCafwoJP9ci

Parameter ‘ Nilai | Bobot Nilai Akhir
Asuransi BMN ‘ 4 15% 0.6
Tindak lanjut Pengelolaan 3.2 15% 0.49
BMN
Persentase penyelesalan 4 15% 0.6
temuan BPK terkait BMN
Persentase BMN memiliki 4 15% 0.6
dokumen kepemilikan
Penggunaan BMN sesuai 4 10% 0.4
ketentuan

Berikut adalah nilai IPA sampai dengan 1 September 2023 dengan nilai akhir 3,77.
Diperkirakan sampai dengan akhir 2023 nilai yang bisa dicapai sebesar 3,89.

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/s4M3bfDirdBZ4TD

c. Opini BPK
. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | o005 | 2023 Jawab
BPK WTP WTP Biro Keuangan

Target Penyelesaian
; : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output | v | 7w | TW | TW et

1 2 3 4
Melakukan Sosialisasi | Jumlah Laporan 1 - 1 - | Telah Terlaksana
dan FGD atas | Pelaksanaan
Perubahan Ketentuan | Kegiatan dan
yang berpengaruh | Bahan
pada Laporan | Sosialisasi
Keuangan kepada Unit

Kerja

Melakukan rekonsiliasi | Jumlah Berita 4 3 4 3 | Telah Terlaksana
Internal dan Eksternal | Acara sampai dengan TW
secara rutin Rekonsiliasi 3 (sesuai jadwal)
Melakukan koordinasi | Jumlah Laporan 1 - 1 - | Telah Terlaksana
dengan Kementerian | Pelaksanaan



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/s4M3bfDir4BZ4TD
https://drive.google.com/drive/folders/1F3X5B3_PUOpbGsIlbKfsI4ZaKC3KoYks?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L7qNoiC0c6ZrF7DATdWnHMWo6uObxsbj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L7qNoiC0c6ZrF7DATdWnHMWo6uObxsbj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L7qNoiC0c6ZrF7DATdWnHMWo6uObxsbj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vdY8PvxNdM3KLfZgVOLSXcupSEtPHu5o?usp=sharing

Target Penyelesaian

. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW c ajpaian
1 2 3 4
Keuangan dalam | kegiatan
penyusunan Laporan
Keuangan
Pengembangan Sistem | Persentase 10 | 30 | 30 | 30 | Telah Terlaksana
Informasi  Penglolahan | hembangunan % | % | % | % |sampaidengan TW
Data Keuangan o 3 (sesuai jadwal)
Aplikasi
Pengolah Data
Keuangan
terhubung
dengan SAKTI
Peningkatan  Kualitas | Pelatihan Data - 1 1 - | Telah Terlaksana
SDM Penyusun | Analitik dan
Laporan Keuangan
P g Analisa Laporan
Keuangan
Peningkatan Awarenes | Booklet dan - 1 3 3 | Penggabungan
Stakeholder terkait Infografis Beberapa Terbitan
transaksi berpengaruh Inf , akibat
terhadap laporan ntormasi restrukturisasi
keuangan Keuangan (terbit Organisasi
Tidak masuk portal UEEL,
Koordinasi dengan | Jumlah 1 - 1 - | Telah Terlaksana
Inspektorat terkait Pernyataan
Pend [ Revi
endampingan ReVIL | 1elah Direviu
dan CHR
Penyediaan Konsultasi | Persentase 25 | 25 | 25 | 25 | Telah Terlaksana

bagi unit kerja terkait
penggunaan akun,
pengelolaan tagihan

pelaksanaan
Laporan dan
Konsultasi

%

%

%

%

sampai dengan TW
3 (sesuai jadwal)

Penyusunan Risk
Control matriks pada
transaksi utama Unit

Kerja yang berpotensi

Jumlah laporan
Risk Control
Matriks

Telah Terlaksana



https://drive.google.com/drive/folders/1GGMQj9YlCj8DXwKVqRzWw6iOd7KMycsd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGMQj9YlCj8DXwKVqRzWw6iOd7KMycsd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGMQj9YlCj8DXwKVqRzWw6iOd7KMycsd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AqkakIvUF5zkjIQEHQSX9rsVfg3SReTe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FTjWieNcollH6x1zfR_YYnKxX4QfGwBv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FTjWieNcollH6x1zfR_YYnKxX4QfGwBv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FTjWieNcollH6x1zfR_YYnKxX4QfGwBv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FTjWieNcollH6x1zfR_YYnKxX4QfGwBv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FTjWieNcollH6x1zfR_YYnKxX4QfGwBv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cx2_RnIwhhU-2Bf1EuKva4VW3szwCzVe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GLDByCz5aA5bYSUTuHpeuAyp9sA0jIUA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GLDByCz5aA5bYSUTuHpeuAyp9sA0jIUA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GLDByCz5aA5bYSUTuHpeuAyp9sA0jIUA?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VNVEhFBRAbOHM3VB5NBLQgKiDURDYNFC/edit?usp=sharing&ouid=105131824099602417034&rtpof=true&sd=true

Target Penyelesaian
; : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output | v | 7w | TW | TW Capaian
1 2 3 4
mempengaruhi
Laporan Keuangan
Kegiatan  Penerapan | Persentase 30 - 30 | 40 | Telah Terlaksana
dan Penilaian | pgjaksanaan % % | % |sampaidengan TW
Pengendalian Intern dan Penilai 3 (sesuai jadwal)
Pelaporan Keuangan an Fenriaian
pada transaksi utama | PIPK
Unit Kerja

Progres Rencana Aksi pencapaian opini BPK sampai dengan bulan Juli 2023, antara lain telah
dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mempertahankan Opini BPK atas Laporan
Keuangan TA 2023. Namun ada beberapa kegiatan yang mengalami pengunduran jadwal dan
baru dilaksanakan pada Semester Il TA 2023. Dalam menghadapi kendala pencapaian opini
BPK “WTP” dengan melakukan perbaikan dan pengendalian internal transaksi utama,
perbaikan transaksi dan pencatatan. Pencapaian opini BPK sangat dipengaruhi pelaksanaan
anggaran oleh unit kerja. Pastikan PAS (Pengendalian Intern Memadai, Adequate Disclosure
(diungkap secara benar), Sesuai SAP dan peraturan yang berlaku).

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LbBxdXMctr44r8T

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

. Realisasi | Target Penanggung
HEEEIE SAEET | g 2023 Jawab
BPK 86,75% 94,61% | Inspektorat Utama

Target Penyelesaian

Penjelasan

Rencana Aksi Indikator Output | vy | 1w | Tw | TW Capaian

1 2 3 4

Laporan Pemantauan | Jumlah Laporan 0 0 1 0 [Telah terlaksana

Tindak Lanjut Hasil | Pemantauan LAPORAN
Pemeriksaan BPK RI | Tindak Lanjut PEMANTAUAN
Semester 1 Hasil TLHP BPK SMT |
Pemeriksaan 2023
BPK RI

Semester 1



https://drive.google.com/drive/folders/1OnNWa_P2gPruXJ5vrfo2lB7O0aP9KtaS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OnNWa_P2gPruXJ5vrfo2lB7O0aP9KtaS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OnNWa_P2gPruXJ5vrfo2lB7O0aP9KtaS?usp=sharing
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LbBxdXMctr44r8T
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2JkKQGJ464xeEPM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2JkKQGJ464xeEPM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2JkKQGJ464xeEPM
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2JkKQGJ464xeEPM

Target Penyelesaian

Penjelasan

Rencana Aksi Indikator Output T™wW | TW | TW | TW Capaian

1 2 3 4

Laporan Pemantauan | Jumlah Laporan 0 0 0 1 [Telah terlaksana

Tindak Lanjut Hasil | Pemantauan signed-2023917-

Pemeriksaan BPK RI | Tindak Lanjut Laporan

60 hari Hasil Pemantauan (60
Pemeriksaan Hari) TLHP BPK RI
BPK RI 60 hari LK 2022

Laporan Pemantauan | Jumlah Laporan 0 0 1 0 [Telah terlaksana

Tindak Lanjut Hasil | Pemantauan LAPORAN
Pemeriksaan BPR RI | Tindak Lanjut PEMANTAUAN
semester 2 Hasil TLHP BPK SMT I

Pemeriksaan 2022

BPR RI

semester 2

Sampai dengan September (semester | 2023), TLHP BPK telah mencapai 90,61%.

Rekapitulasi rekomendasi BPK yang sedang proses tindak lanjut untuk menjadi status 1,
status 2 dan status 4 (+/- 10%) dapat dilihat pada link berikut ini:
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMded XTBC83?fileld=21869066

Tinjut Penyelesaian Temuan BPK dalam Aplikasi SIPTL BPK

RN N RN XWEA

8

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Dyrfsoi8ow\WFAGBN

15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan
Fungsional


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZB58dDmozXp3iHw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZB58dDmozXp3iHw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZB58dDmozXp3iHw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZB58dDmozXp3iHw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZB58dDmozXp3iHw
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2icrSReB5jRKmJL
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2icrSReB5jRKmJL
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2icrSReB5jRKmJL
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2icrSReB5jRKmJL
https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21869066
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Dyrfsoi8owWFA6n

: Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 5a55 | 2023 Jawab
KASN 345,5 355,5 Biro SDMA
Target Penyelesaian
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW P(e:r:s;eilasin

1 2 3 4

Pendampingan,
penguatan SM
Bersama KASN

Jumlah Laporan
pendampingan

1 1 1 1

Telah Terlaksana
sampai dengan TW 3
(sesuai jadwal)
Pendampingan SM

Sosialisasi SM | Jumlah Laporan 1 1 [Telah Terlaksana
terhadap Pejabat | sosialisasi sampai dengan TW 3
Pengawas (sesuai jadwal)
Laporan Kegiatan
Pendampingan Jumlah 1 Telah Terlaksana
pengisian SKP di e- | dokumen Pendampingan SKP
kinerja Seluruh unit
kerja mengisi
SKP
Pembuatan Video | Jumlah Video 1 Masih dalam proses
Tutorial pengisian SKP | Tutorial pembuatan
untuk mempermudah pengisian SKP \Video tutroial
pegawai mengisi SKP
pada Aplikasi e-kinerja
Sosialisiasi PP 94/2021 | Jumlah Laporan 1 |Akan dilaksanakan
terkait Disiplin Pegawai | sosialisasi pada TW 4
Dokumentasi
sosialisasi
Pemenuhan Diklat | Jumlah pegawai | 150 | 250 | 250 | 100 [Telah Terlaksana
Pegawai minimal 20 | yang sampai dengan TW 3
JP/orang melaksanakan (sesuai jadwal)
pengembangan Daftar nama pegawai
kompetensi yang sudah
pegawai memenuhi 20JP
20JP/orang

Membuat aplikasi cuti
online yang terintegrasi
dengan SIASN

Jumlah Aplikasi
Cuti Online oleh
seluruh pegawai

Proses sudah
berjalan

Rapat Probis



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eNFXbnGNzcGsCEp
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/sTNG25CrR4WdqLF
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3GCmBkC7MQ8DQkk
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3KooRHRPHHRSnt2
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/bjt8xTpPMywDfnW
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/bjt8xTpPMywDfnW
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ijsezQeCn9gt75y
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ijsezQeCn9gt75y
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ijsezQeCn9gt75y
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eFjmWFSBxjXdQNH

Target Penyelesaian

. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output | v | 7w | TW | TW Capaian
1 2 3 4
Pengembangan Persentase 50 | 50 [Telah Terlaksana
Aplikasi PERISAI untuk | pembentukan % | % [sampai dengan TW 3
JF Analis APBN, Analis | Layanan Sistem (sesuai jadwal)
Penatauan PUUL, dan | Informasi SS Aplikasi PERISAI
Analis Legislatif Jabatan
Fungsional
Pembentukan Persentase 50 | 50 [Telah Terlaksana
Organisasi Profesi JF | pembentukan % | % [sampai dengan TW 3
Perisalah Legislatif dan | Organisasi (sesuai jadwal)
Asisten Perisalah | IKAPLI (Ikatan SK Pengesahan
Legislatif Perisalah IKAPLI
Legislatif Akta Pendirian
Indonesia) Perkumpulan IKAPLI
Penyusunan peraturan- | Persentase 50 | 50 [Telah Terlaksana
peraturan Jabatan | penyusunan % | % |sampai dengan TW 3
Fungsional Persekjen (sesuai jadwal)

tentang Petunjuk
Pelaksanaan

1 RaPersekjen

Juklak JF Setjen

Jabatan DPR RI (tambahan
Fungsional Bab Sistem
(Pasca Informasi)
PermenpanRB
No.1 Tahun
2023)
Updating data secara | Jumlah data 1 Telah Terlaksana
berkelanjutan bagi | manajemen Laporan MT dan

Pejabat Administrator
sebagai piloting project

talenta Pejabat
Administrator

data 64 Pejabat

I Administrator

Benckmarking best | Jumlah Laporan 1 Telah Terlaksana
practice ke | benchmarking Laporan
kementerian/Lembaga Benchmarking
yang sudah

dikecualikan dari

seleks terbuka

Koordinasi Aplikasi | Jumla Surat 1 Telah Terlaksana
Simata dengan KASN | rekomendasi Surat

Nilai sistem merit yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebesar 345,5 dengan predikat
Sangat Baik. Saat ini terkait sistem merit sedang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi
tahun 2022 dan dilakukan pengisian LKE sistem merit yaitu dengan menambahkan data
dukung terbaru.


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/kaHLezT2NJFCAea
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ndk9AEp3GogBY7j
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ndk9AEp3GogBY7j
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/mFEWyywbB59RNGS
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/mFEWyywbB59RNGS
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6a5ngw5iWszLw8R
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6a5ngw5iWszLw8R
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6a5ngw5iWszLw8R
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6a5ngw5iWszLw8R
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6a5ngw5iWszLw8R
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/WKBkRJstTEnbogN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/WKBkRJstTEnbogN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/WKBkRJstTEnbogN
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aoXH44kZNamLQig
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aoXH44kZNamLQig
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Tf8cHgMLwxCYZ6C

He

INDEKS PROFESIONALISME ASN 2022

*Data Per 26 SEPTEMBER 2023

/ \ L )

/ ‘ Nilai = 20.97 dari 28.65 T

\' |

\ .‘"‘ @ nilai 61-70 (Rendah)
a Nilai = 25,28 dari 25.15 t

> bangga
Hikniak .ﬁmeiayan‘l

bangsa

Rategori Penilaian
€ nitai 91-100 (Sangat Tinggi)

© Nitai 81-90 (Tinggi)
© Nilai 71-80 (Sedang)

© il <61 (Sangat Rendah)

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8 TEFmbJEYAFXQt7Z

16. Pelaksanaan Core Value ASN

. Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector |~ 5a55 | 2023 Jawab
KemenPANRB | 60,7% 75% Pusbangkom SDM
Legislatif
Target Penyelesaian
. . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ [TW |l TW | TW c ajpaian
1 2 3 4

Pembuatan SE Sekjen | Jumlah SE 1 Telah Terlaksana
Penggunaan Logo | Sekjen
BerAKHLAK dan | Penggunaan
Bangga Melayani | Logo
Bangsa BerAKHLAK dan

Bangga

Melayani

Bangsa
Menyelenggarakan Jumlah Telah Terlaksana
Kuis BerAKHLAK dan | pelaksanaan Ss kuis
Bangga Melayani kuis berakhlak di nodin publikasi kuis
Bangsa di Portal/Sirajin | Portal Setjen perakhlak

DPR RI



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8TFmbJEyAFXQt7Z
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YzDxS8X7tW4TQkT
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/MFcX5AdwPegYNfF
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DKgpKn9rc6jc6XX
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DKgpKn9rc6jc6XX

Target Penyelesaian
. . Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Gapaian
1 2 3 4
Melaksanakan Jumlah kegiatan 1 Telah Terlaksana
sosialisasi budaya | Sosialisasi Undangan
kerja ASN BerAkhlak | BerAKHLAK dan
Bangga
Melayani
Bangsa
Buku Saku Panduan | Jumlah buku 1 Telah Terlaksana
Perilaku BerAKHLAK | saku
Pemberian  apresiasi | Jumlah Pegawai 3 [Sedang dalam
atau hal-hal lain kepada | yang menerima proses
pegawai ASN sebagai | Penghargaan
bentuk bangga
melayani bangsa

Kegiatan ini merupakan survei yang akan dilaksanakan oleh KemenpanRB. Adapun survei
yang akan dilakukan adalah Survei Indeks Berakhlak dengan sasaran pada seluruh
pegawai/ASN sebagai responden, dan Survei Employee Engagement dengan minimal
responden 140 orang dengan komposisi pejabat eselon 1 sampai 4, pejabat fungsional dan
pelaksana. Tahun ini survei akan dilakukan mulai tanggal 2 s.d 15 Oktober 2023. Tahun lalu
Setjen DPR mendapatkan award sebagai Best Starter, meski dari 1500 pegawai, yang
mengisi survei hanya 97 orang. Sementara untuk survei Employee Engagement tahun lalu
Setjen DPR tidak sempat mengikuti karena aplikasi sudah ditutup. Hasil penilaian tahun 2022
Setjen DPR RI mendapatkan nilai Cukup Sehat dengan range 50% - 74,9% dengan arti bahwa
pegawai sudah mengimplementasikan nilai- nilai BerAkhlak dalam prilaku kerja sehari-hari.
Namun dari 6 aspek yang dinilai, terdapat aspek Harmonis yang masih dinilai masih bawah
50%. Tanggal 4 Oktober 2023 Pusbangkom menyelenggarakan Sosialisasi kepada seluruh
pegawai sekaligus ada sesi untuk mengisi kedua survei tersebut.

IMPLEMENTASI INDEKS BerAKHLAK

52.6% 77.3,‘\
Katigon e hcategort: A
ik ’

N

ADAPTIF

ey panrb

57.7%
Culaup Sehat
Kategori :

64.9%
Culup Sehat
Kategori :

42.3%
Tidak Sehat
Kategori :

66.0%
Culup Sehat

BERORIENTASI
PELAYANAN

AKUNTABEL KOMPETEN HARMONIS LOYAL KOLABORATIF

INDEKS
IMPLEMENTASI
BerAKHLAK

Survei Pemetaan Budaya Kerja ASN - Sekretariat Jenderal DPR RI diikuti oleh 97 Responden

aseon = et oo
A SEHAT 75% - 100% Nilai-nilaf Be.rA.lsHLAK sudah sanga‘tA ?rat. ry\enja.di bagian dari' pefilaku kerja sehari-hari
dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut.
B CUKUP SEHAT 50% - 74.9% g i sudah yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku
3 kerja sehari-hari dengan baik.
c TIDAK SEHAT 25% - 49,9% Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam

perilaku kerja sehari-hari.
Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK.yang sangat rendah ke
dalam perilaku kerja sehari-hari.

D SANGAT TIDAK SEHAT 0% - 249%


https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8FbQDzBQ7BESXyH
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qgw4ZTSGJ79spHR

Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/B5r5YF Xzf8qikpj

17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:
a. Survei Kepuasan Masyarakat

: Realisasi | Target Penanggung
Leading Sector | 5005 | 2023 Jawab
KemenPANRB | 82,757 93,00 Pusat Analisis

Keparlemenan

Target Penyelesaian
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW ngsla?asin
1 2 3 4
Peningkatan indeks | Jumlah 1 Telah Terlaksana
kepuasan Anggota | pelaksanaan Laporan SKM
DPR RI atas layanan | survei kepuasan
Setjen DPR Anggota DPRRI
atas layanan
Setjen DPR dari
tahun
sebelumnya
Tindak lanjut dari
Laporan Hasil Survei
Kepuasan Anggota DPR
RI
Penyusunan prioritas Persentase 100 [Telah Terlaksana
rekomendasi secara proses % Laporan SKM
kelembagaan penyusunan
prioritas
rekomendasi
yang harus
dilaksanakan
Pelaksanaan Persentase 25 | 50 | 70 | 85 [Terlaksana sesuai
rekomendasi hasil proses % % | % | % Jadwal
survey kepuasan penyusunan Laporan SKM
IAnggota DPR RI tindak lanjut
rekomendasi
hasil survey
kepuasan
Anggota DPR RI



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/B5r5YFXzf8gikpj
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jF4mJoNJQcdBRMz
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jF4mJoNJQcdBRMz
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jF4mJoNJQcdBRMz

Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan peroleh nilai sebesar
93,13. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat telah disampaikan kepada KemenpanRB
tanggal 15 September 2023.

Indeks Sekretariat Jenderal DFR RI | NN ZR R0

L. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. ]angka Waktu Penyelesaian Layanan

4. Tidak Ada Biaya,Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Lavanan || GG F

6. Kompetensi SDM 92,78
7. Perilaku SDM
8. Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan
9373/

0, Sarana Prasarana Pendukung Layanan 93,73

91,00 9150 9200 9250 9300 9350 9400 94,50

Tindak lanjut hasil survei:

ANGGOTADPRRI

LAYANAN PERSIDANGAN

LAYANAN RUMAH JABATAN
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Link eviden https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Z2w7XFJTkf9iZTn

b. Indeks Pelayanan Publik

KemenPANRB

4,31 4,33

Biro Protokol dan

Humas



https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Z2w7XFJTkf9iZTn

Target Penyelesaian

hasil FKP dan SKM

Rencana Tindak
Lanjut

. : Penjelasan
Rencana Aksi Indikator Output ™ | TW | TW | TW Svortan
1 2 3 4

Menyelenggarakan Jumlah 1
Evaluasi maklumat Dokumen hasil
pelayanan dan Standar | evaluasi Telah terlaksana
Pelayanan maklumat 100%

pelayanan dan https://bit.ly/IPPEvalu

standar asiSP

pelayanan
Melaksanakan Forum Jumlah laporan 3 Terlaksana 80%
Konsultasi Publik (FKP) | FKP https://bit.ly/IPPFKP
Melaksanakan survei Jumlah laporan 3 Telah terlaksana
kepuasan masyarakat hasil SKM 100%
(SKM) https://bit.ly/IPPSKM
Melakukan perbaikan Jumlah 3
maklumat pelayanan dan| Penetapan Terlaksana 50%
standar pelayanan Maklumat (Perbaikan

Pelayanan dan Maklumat)

Standar https://bit.ly/IPPMakl

Pelayanan hasil umatSP

perbaikan
Penyusunan Rencana Jumlah 1 Terlaksana 50%
Tindak Lanjut (RTL) dari | dokumen (RTL SKM)

https://bit.ly/IPPRTLS

KM

Pelaksanaan RTL

Jumlah
Dokumen
pelaksanaan
RTL

Terlaksana 100%
https://bit.ly/IPPTinjut

RTL

Tahun 2022 telah dilakukan penilaian terhadap layanan persidangan di Deputi Persidangan
dengan perolehan nilai 4,31 (A-). Rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan
laporan tindak lanjut telah disampikan kepada KemenpanRB.

Link eviden tindak lanjut 2022 https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZSa8g4AScY JpZLK
Link video tindak lanjut https://bit.ly/videotinjutlPP2022

Untuk tahun 2023 telah terpilih 3 layanan di Deputi Administrasi yaitu :

a. Layanan Jasa di Bagian Layanan Kesehatan
b. Layanan Barang di Bagian Wisma
C. Layanan Administrasi di Bagian Perjalanan



https://bit.ly/IPPEvaluasiSP
https://bit.ly/IPPEvaluasiSP
https://bit.ly/IPPFKP
https://bit.ly/IPPSKM
https://bit.ly/IPPMaklumatSP
https://bit.ly/IPPMaklumatSP
https://bit.ly/IPPRTLSKM
https://bit.ly/IPPRTLSKM
https://bit.ly/IPPTinjutRTL
https://bit.ly/IPPTinjutRTL
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZSa8q4AScYJpZLK
https://bit.ly/videotinjutIPP2022

3 Unit Layanan Evaluasi (ULE) ini telah mengisi LKE dan telah dilakukan penilaian mandiri
secara internal selanjutnya hasil penilaian mandiri telah dilakukan validasi kembali oleh
KemenpanRB pada tanggal 31 Agustus 2023.



LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi
akar permasalahan tata kelola pemerintah (debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan
prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk
mendorong percepatan reformasi birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian
kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam hal ini sasaran tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing K/L.

DPR RI memiliki intervensi yang penting dalam mendukung tujuan pembangunan, yaitu
mengurangi kemiskinan, menjaga inflasi, meningkatkan investasi, meningkatkan digitalisasi
dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan
intervensi tersebut, DPR RI didukung oleh suatu sistem pendukung yaitu Setjen DPR RI.
Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas
DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Berdasarkan hal tersebut, maka
tugas Setjen DPR RI tidak bersentuhan langsung dengan RB Tematik. Namun demikian, DPR
RI mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam
penyelesaian isu strategis dan pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini,
Setjen DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa scientific evidence kepada DPR RI
sehingga dalam pengambilan keputusan dapat mendukung pencapaian prioritas
pembangunan nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun
Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon 1 (pusat) di lingkungan
Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Setjen DPR RI, khususnya Badan
Keahlian DPR R, tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam lima tema reformasi
birokrasi diharapkan akan tercapai.

. Tematik Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu atau keluarga tidak memiliki akses terhadap
sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air
bersih, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Indikator untuk mengukur kemiskinan
antara lain: garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan
kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan pengeluaran per kapita. Sasaran indikator
pembangunan tahun 2023 tingkat kemiskinan adalah 7,5-8,5% dan indeks rasio gini sebesar
0,375-0,378. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang kompleks di Indonesia karena isu
kemiskinan terkait erat dengan sektor lain seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan,
perumahan dan infrastruktur, pertanian, lingkungan dan perlindungan sosial.

Setien DPR RI memiliki peran penting dalam memberi dukungan keahlian terhadap

pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR Rl dalam rangka mendukung

pemerintah untuk merealisasikan target penurunan kemiskinan. Dukungan substansi
diberikan oleh Setjen DPR RI kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU),
pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam
Judicial Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait
pengentasan kemiskinan.

2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses



pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait
dengan pengentasan kemiskinan.

B. Peningkatan Investasi

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang menarik bagi investor.

Namun, masih terdapat beberapa permasalahan investasi yang menjadi hambatan bagi

pertumbuhan investasi di Indonesia, antara lain: ketidakpastian hukum yang sering terjadi di

Indonesia membuat investor ragu untuk melakukan investasi di Indonesia; birokrasi yang

rumit dan prosedur yang panjang; dan infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan,

pelabuhan, dan bandara yang membuat biaya investasi menjadi lebih tinggi dan kurang
menarik bagi investor.

Setjen DPR RI memberikan dukungan substansi kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU),
pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam
Judicial Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait
investasi.

2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan
penetapan APBN.

3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait
dengan investasi.

C. Pengendalian Inflasi

Ketidakstabilan dan tingginya inflasi di Indonesia merupakan permasalahan ekonomi yang

seringkali terjadi dan dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Beberapa faktor

yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan tingginya inflasi antara lain: kenaikan harga

komoditas, meningkatnya permintaan uang, dan ketidakstabilan nilai tukar. Dukungan

substansi dari Setjen DPR RI diberikan karena DPR RI memiliki peran penting dalam

menstabilkan inflasi di Indonesia.

Setjen DPR RI memberikan dukungan substansi kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam
Judicial Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR Rl terkait inflasi.

2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan
penetapan APBN.

3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait
dengan inflasi.

D. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan
dan akuntabel. DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi administrasi
pemerintahan. Dalam rangka mendukung peran DPR RI dalam digitalisasi administrasi
pemerintahan, maka perlu dipersiapkan kapabilitas layanan teknologi informasi yang secara
spesifik mengolah data terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, baik di bidang legislasi,
anggaran, maupun pengawasan.

Setjen DPR RI memberikan dukungan kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU),



pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam
Judicial Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait
digitalisasi administrasi pemerintahan.

Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam
proses pembahasan dan penetapan APBN.

Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait
dengan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Penyediaan layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan yang terintegrasi.

E. Penggunaan Produk Dalam Negeri
DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan
tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.
Setjen DPR RI turut memberikan dukungan pada saat DPR RI melakukan kegiatan berikut:

1.

Menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penggunaan produk
dalam negeri.

Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Sekretariat Jenderal
DPR RI yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, serta memfasilitasi
perbedaan penafsiran tingkat komponen dalam negeri.

PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK
TAHUN 2023

Secara umum, realisasi capaian sasaran dan indikator tematik per 30 September 2023 dalam
mendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI telah sesuai dengan target
yang ditetapkan untuk tahun 2023.

1.

Tematik Kemiskinan

Sasaran tematik kemiskinan pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan
Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU
untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan.

2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses
pembahasan dan penetapan APBN.

3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Indikator dari ketiga sasaran tematik tersebut adalah:

1) Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan
DPR dalam judicial review UU yang terkait pengentasan kemiskinan, dengan capaian
100% per 30 September 2023.

2) Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan
penetapan APBN dengan capaian 140% per 30 September 2023.

3) Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pengawasan
pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah,



dengan capaian 134% per 30 September 2023.
Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Kemiskinan Per 30 September 2023

. __. | Persentase
Realisasi ..
Target Per 30 Redlises
Sasaran Tematik Indikator Sasaran 2023 s Per
ept s
2023 eptember
2023
Tersedianya dukungan Persentase Naskah 100% 100% 100%
penyusunan Naskah Akademik dan RUU,
Akademik dan RUU, UU yang disahkan,
Pendampingan dan/atau keterangan
Pembahasan RUU DPR dalam judicial
dan/atau penyusunan review UU yang
keterangan DPR dalam terkait pengentasan
judicial review UU untuk kemiskinan
mendukung pelaksanaan
fungsi legislasi DPR
terkait pengentasan
kemiskinan
Tersedianya dukungan Jumlah 5 7 140%
Analisis/Kajian terkait analisis/kajian terkait
pengentasan kemiskinan pengentasan
dalam proses kemiskinan dalam
pembahasan dan proses pembahasan
penetapan APBN dan penetapan
APBN
Tersedianya dukungan Jumlah 23 31 134%
keahlian dalam analisis/kajian terkait
pelaksanaan fungsi pengentasan
pengawasan DPR Rl kemiskinan dalam
terkait dengan proses pengawasan
pengentasan kemiskinan pelaksanaan APBN,
pelaksanaan UU
dan/atau
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik kemiskinan terlampir dalam lampiran 1
dan lampiran 2.

2. Tematik Investasi

Sasaran tematik investasi pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan
Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU
untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi.

2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan
penetapan APBN.

3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
terkait dengan investasi.

Indikator dari ketiga sasaran tematik tersebut adalah:

1) Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan
DPR dalam judicial review UU yang terkait investasi, dengan capaian 100% per 30
September 2023.

2) Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan



APBN, dengan capaian 150% per 30 September 2023.

3) Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN,
pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan capaian 107%
per 30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Investasi Per 30 September 2023

. __. | Persentase
Realisasi ..
. . Target Per 30 lleEel
Sasaran Tematik Indikator Sasaran 2023 Se Per
pt
2023 September
2023
Tersedianya dukungan Persentase Naskah 100% 100% 100%
penyusunan Naskah Akademik dan RUU,
Akademik dan RUU, UU yang disahkan,
Pendampingan dan/atau keterangan
Pembahasan RUU DPR dalam judicial
dan/atau penyusunan review UU yang
keterangan DPR dalam terkait investasi
judicial review UU untuk
mendukung pelaksanaan
fungsi legislasi DPR
terkait investasi
Tersedianya dukungan Jumlah 4 6 150%
Analisis/Kajian terkait analisis/kajian terkait
investasi dalam proses investasi dalam
pembahasan dan proses pembahasan
penetapan APBN dan penetapan
APBN
Tersedianya dukungan Jumlah 14 15 107%
keahlian dalam analisis/kajian terkait
pelaksanaan fungsi investasi dalam
pengawasan DPR RI proses pengawasan
terkait dengan investasi pelaksanaan APBN,
pelaksanaan UU
dan/atau
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik kemiskinan terlampir dalam lampiran 1
dan lampiran 2.

3. Tematik Inflasi

Sasaran tematik inflasi pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya dukungan pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan
keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi
legislasi DPR terkait inflasi.

2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan
penetapan APBN.

3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
terkait dengan inflasi.

Indikator dari ketiga sasaran tematik tersebut adalah:
1) Persentase UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU
yang terkait inflasi, dengan capaian 100% per 30 September 2023.



4.

2) Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN,
dengan capaian 100% per 30 September 2023 dengan capaian 100% per 30
September 2023.

3) Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN,
pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan capaian 146%
per 30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Inflasi Per 30 September 2023

. _ . | Persentase
Realisasi .
Target Per 30 RCEIEEE
Sasaran Tematik Indikator Sasaran 2023 Se Per
pt s
2023 eptember
2023
Tersedianya dukungan Persentase UU yang 100% - -
Pendampingan disahkan, dan/atau
Pembahasan RUU keterangan DPR
dan/atau penyusunan dalam judicial review
keterangan DPR dalam UU yang terkait
judicial review UU untuk inflasi
mendukung pelaksanaan
fungsi legislasi DPR
terkait inflasi
Tersedianya dukungan Jumlah 3 3 100%
Analisis/Kajian terkait analisis/kajian terkait
inflasi dalam proses inflasi dalam proses
pembahasan dan pembahasan dan
penetapan APBN penetapan APBN
Tersedianya dukungan Jumlah 15 22 146%
keahlian dalam analisis/kajian terkait
pelaksanaan fungsi inflasi dalam proses
pengawasan DPR Rl pengawasan
terkait dengan inflasi pelaksanaan APBN,
pelaksanaan UU
dan/atau
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik inflasi terlampir dalam lampiran 1 dan
lampiran 2.

Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Sasaran tematik digitalisasi administrasi pemerintahan pada tahun 2023 yang ditetapkan

adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan
Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU
untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi
pemerintahan.

2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan
dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.

3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan.

4) Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan yang terintegrasi.



Indikator dari keemapat sasaran tematik tersebut adalah:

1) Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan
DPR dalam judicial review UU yang terkait digitalisasi administrasi pemerintahan,
dengan capaian 100% per 30 September 2023.

2) Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses
pembahasan dan penetapan APBN, dengan capaian 150% per 30 September 2023.

3) Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses
pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan
pemerintah, dengan capaian 240% per 30 September 2023.

4) Indeks Kepuasan DPR RI atas layanan teknologi informasi, dengan capaian 107% per
30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Per 30

September 2023
. __. | Persentase
Realisasi .
Target Per 30 el
Sasaran Tematik Indikator Sasaran 2023 S Per
ept
2023 September
2023

Tersedianya dukungan Persentase Naskah 100% 100% 100%
penyusunan Naskah Akademik dan RUU,
Akademik dan RUU, UU yang disahkan,
Pendampingan dan/atau keterangan
Pembahasan RUU DPR dalam judicial
dan/atau penyusunan review UU yang
keterangan DPR dalam | terkait digitalisasi
judicial review UU untuk | administrasi
mendukung pemerintahan
pelaksanaan fungsi
legislasi DPR terkait
digitalisasi administrasi
pemerintahan
Tersedianya dukungan Jumlah 3 3 100%
Analisis/Kajian terkait analisis/kajian terkait
digitalisasi administrasi digitalisasi
pemerintahan dalam administrasi
proses pembahasan pemerintahan dalam
dan penetapan APBN proses pembahasan

dan penetapan

APBN
Tersedianya dukungan Jumlah 5 11 240%
keahlian dalam analisis/kajian terkait
pelaksanaan fungsi digitalisasi
pengawasan DPR Rl administrasi
terkait dengan pemerintahan dalam
digitalisasi administrasi proses pengawasan
pemerintahan pelaksanaan APBN,

pelaksanaan UU

dan/atau

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah




Persentase

teknologi informasi
pendukung fungsi
legislasi, anggaran dan
pengawasan yang
terintegrasi

DPR RI atas layanan
teknologi informasi

Realisasi Realisasi
Sasaran Tematik Indikator Sasaran | larget Per 30 Per
2023 Sept
2023 September
2023
Tersedianya layanan Indeks Kepuasan 3,20 3,77 107%

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik digitalisasi administrasi pemerintahan

terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran 2.

Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran tematik penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2023 yang ditetapkan
adalah tersedianya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk menggunakan
produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Indikator
sasaran tematik penggunaan produk dalam negeri adalah persentase penggunaan produk
dalam negeri. Per 18 September 2023, Pencadangan PDN dalam Rencana umum

pengadaan barang/jasa tahun 2023 di Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar 91%.




LAMPIRAN 1

BUKTI DUKUNG RB TEMATIK

I.PENGENTASAN KEMISKINAN

Periode Triwulan
Sasaran Tematik Jenis Bukti Dukung Link
1(2(3 4
Tersedianya Naskah Akademik dan RUU | https://drive.google.com/ X
dukungan tentang Kewirausahaan Nasional | drive/folders/19iTrJWAOm
penyusunan Y4J1kUwpbwn KblbToyg
Naskah WGc?usp=share link
Akademik dan
RUU, Naskah Akademik dan RUU | https://drive.google.com/ X
Pendampingan tentang Larangan Praktik | drive/folders/1g-
Pembahasan Monopoli dan Persaingan Usaha | G8ZoHXSwYVPHSY PamJ4
RUU dan/atau Tidak Sehat ojTfcVRnoM?usp=share i
penyusunan nk
keterangan DPR
dalam judicial Naskah Akademik dan RUU | https://drive.google.com/ X
review UU tentang Perlindungan dan | drive/folders/1PhVA-
untuk Pemberdayaan Pasar Rakyat CpdupR_gTeph PJPgbQ9A
mendukung zr7)9Q?usp=share_link
pelaksanaan
fungsi legislasi Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.com/ X
DPR terkait tentang Pengelolaan Zakat drive/folders/IWTSj1HNZ
pengentasan 4WJhnKC1k2 FtZpvbNeE
kemiskinan D _Ub?usp=drive link
Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.com/ X
tentang Kesejahteraan Ibu dan drive/folders/1pG8faFDX
Anak XiEBLsbVzCTZICce70enIC
m?usp=drive link
Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.com/ X
tentang Wakaf drive/folders/1U2ZSa5wp
5dzJ4-
DRnGVHS9JIVhFHQ1KG?u
sp=drive link
Undang-Undang Nomor 17 Tahun | https://drive.google.com/ X
drive/folders/1vxp RDYy



https://drive.google.com/drive/folders/19iTrJWA0mY4J1kUwp6wn_KblbToygWGc?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/19iTrJWA0mY4J1kUwp6wn_KblbToygWGc?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/19iTrJWA0mY4J1kUwp6wn_KblbToygWGc?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/19iTrJWA0mY4J1kUwp6wn_KblbToygWGc?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g-G8ZoHXSwYvPHSY_PamJ4ojTfcVRnoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g-G8ZoHXSwYvPHSY_PamJ4ojTfcVRnoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g-G8ZoHXSwYvPHSY_PamJ4ojTfcVRnoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g-G8ZoHXSwYvPHSY_PamJ4ojTfcVRnoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g-G8ZoHXSwYvPHSY_PamJ4ojTfcVRnoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PhVA-CpdupR_qTeph_PJPgbQ9Azr7J9Q?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PhVA-CpdupR_qTeph_PJPgbQ9Azr7J9Q?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PhVA-CpdupR_qTeph_PJPgbQ9Azr7J9Q?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PhVA-CpdupR_qTeph_PJPgbQ9Azr7J9Q?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WTSj1HNZ4WJhnKC1k2_FtZpvbNeED_Ub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WTSj1HNZ4WJhnKC1k2_FtZpvbNeED_Ub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WTSj1HNZ4WJhnKC1k2_FtZpvbNeED_Ub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WTSj1HNZ4WJhnKC1k2_FtZpvbNeED_Ub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pG8faFDX_XiEBLsbVzCTZlCce70enICm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pG8faFDX_XiEBLsbVzCTZlCce70enICm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pG8faFDX_XiEBLsbVzCTZlCce70enICm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pG8faFDX_XiEBLsbVzCTZlCce70enICm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U2ZSa5wp5dzJ4-DRnGVHS9JIvhFHQ1KG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U2ZSa5wp5dzJ4-DRnGVHS9JIvhFHQ1KG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U2ZSa5wp5dzJ4-DRnGVHS9JIvhFHQ1KG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U2ZSa5wp5dzJ4-DRnGVHS9JIvhFHQ1KG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U2ZSa5wp5dzJ4-DRnGVHS9JIvhFHQ1KG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vxp_RDYyOvtyTMXH_C3gAD3EgOxcSmWJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vxp_RDYyOvtyTMXH_C3gAD3EgOxcSmWJ?usp=drive_link

Periode Triwulan

Sasaran Tematik Jenis Bukti Dukung Link
1(21(3 4
2023 tentang Kesehatan OvtyTMXH C3gAD3EgOxc
SmWIJ?usp=drive link
Undang-Undang Nomor 6 Tahun https://drive.google.com/ | x
2023 tentang Penetapan drive/folders/1Rz0jfm5ZI
Peraturan Pemerintah Pengganti Dup9xRWcooMSQgGWw-
Undang-Undang Nomor 2 Tahun sdV7R?usp=drive link
2022 tentang Cipta Kerja
Konsep Keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 | document/d/1vh 69Xeiig
B S5AN2dznJIbNtTuu8kAC2
Pengujian UU Nomor 39 Tahun 4/edit?usp=drive link&ou
2014 tentang Perkebunan 14=111904602966679007
255&rtpof=true&sd=true
Tersedianya Percepatan Penghapusan https://drive.google.com/ X
dukungan Kemiskinan Ekstrem” dalam file/d/19yqcg-
Analisis/Kajian Kajian Isu Strategis Rencana 3h20V7 UIRjFb1WBB71T
terkait Pembangunan Tahun 2024 E_ WmOF/view?usp=drive
pengentasan sdk
kemiskinan
dalam proses Akselerasi Penurunan Prevelansi https://drive.google.com/ X
pembahasan Stunting “ dalam Kajian Isu file/d/19yqcg-
dan penetapan Strategis Rencana Pembangunan | 3h20V7 UIRjFb1WBB71T
APBN Tahun 2024 E WmOF/view?usp=drive
sdk
Reformasi Subsidi Dan https://drive.google.com/ X
Kompensasi Energi” dalam file/d/1CUo01kW-
Masukan PA3KN atas Nota S5 _1S5rkcyCKyn9Ls-
Keuangan RAPBN 2024 i8iThol/view?usp=drivesd
k
Program Perlindungan Sosial’ https://drive.google.com/ X
dalam Masukan PA3KN atas Nota | file/d/1CUo1kW-
Keuangan RAPBN 2024 S5 _1S5rkcyCKyn9Ls-
i8jThol/view?usp=drivesd
k



https://drive.google.com/drive/folders/1vxp_RDYyOvtyTMXH_C3gAD3EgOxcSmWJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vxp_RDYyOvtyTMXH_C3gAD3EgOxcSmWJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz0jfm5ZlDup9xRWcooMSQgGWw-sdV7R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz0jfm5ZlDup9xRWcooMSQgGWw-sdV7R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz0jfm5ZlDup9xRWcooMSQgGWw-sdV7R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz0jfm5ZlDup9xRWcooMSQgGWw-sdV7R?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeiigS5AN2dznJIbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeiigS5AN2dznJIbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeiigS5AN2dznJIbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeiigS5AN2dznJIbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeiigS5AN2dznJIbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeiigS5AN2dznJIbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk

Periode Triwulan

Sasaran Tematik Jenis Bukti Dukung Link
1(2(3 4
Penggunaan Dana Desa Sudah https://drive.google.com/ X
Saatnya Diprioritaskan Untuk file/d/1CUo1kW-
Pemberdayaan Masyarakat” S5 1S5rkcyCKyn9Ls-
dalam Masukan PA3KN atas Nota | i8jThol/view?usp=drivesd
Keuangan RAPBN 2024 k
Perlindungan Sosial” dalam https://drive.google.com/ X
Telaahan atas Arah Kebijakan file/d/1ABDDfLTpYIAyvmu
Fiskal dalam KEM PPKF hUyURxPr2eTq9z0Yj/view
?usp=drivesdk
Kajian Pagu Indikatif Kementerian | https://drive.google.com/ X
Sosial file/d/1AyhPxKcaObmpafE
Ki2wQSQ7Icupebcai/view
?usp=drivesdk
Analisis/kajian tentang Upah https://berkas.dpr.go.id/p | x
Pekerja dalam Prospek uslit/files/parliamentary
Kesejahteraan: Perspektif UU review/Parliamentary%20
Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, | Review-V-1-M-2023.pdf
dan Perppu Cipta Kerja
Analisis/kajian tentang Peran https://berkas.dpr.go.id/p | x
Infrastruktur Dalam Akselerasi uslit/files/policy brief/Pol
Transformasi Ekonomi Nasional icy%20Brief-28-1-M-
2023.pdf
Analisis/kajian tentang Kebijakan | https://berkas.dpr.go.id/p | x
Ketahanan Pangan Indonesia uslit/files/policy brief/Pol
Pascapandemi icy%20Brief-28-1-M-
2023.pdf
Analisis/kajian tentang Pentingnya | https://berkas.dpr.go.id/p X
Transparansi dalam Pembentukan | uslit/files/info singkat/Inf
RUU Kesehatan 0%20Singkat-XV-9-I-P3DI-
Mei-2023-1957.pdf



https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AyhPxKca0bmpafEKi2wQSQ7Icupe6cai/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AyhPxKca0bmpafEKi2wQSQ7Icupe6cai/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AyhPxKca0bmpafEKi2wQSQ7Icupe6cai/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AyhPxKca0bmpafEKi2wQSQ7Icupe6cai/view?usp=drivesdk
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-9-I-P3DI-Mei-2023-1957.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-9-I-P3DI-Mei-2023-1957.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-9-I-P3DI-Mei-2023-1957.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-9-I-P3DI-Mei-2023-1957.pdf

Sasaran Tematik

Periode Triwulan

Jenis Bukti Dukung Link
1(2(3 4
Analisis/kajian tentang Kebijakan | https://berkas.dpr.go.id/p X
Impor Beras dalam Pemenuhan uslit/files/info_singkat/Inf
Cadangan Beras Pemerintah 0%20Singkat-XV-7-I-P3DI-
April-2023-1947.pdf
Analisis/Kajian tentang Target https://berkas.dpr.go.id/p X
Penurunan Kemiskinan Ekstrim uslit/files/isu sepekan/Is
0% Pada 2024 u%20Sepekan---V-PUSLIT-
Juni-2023-242.pdf
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.id/p X
Transformasi Sistem Pangan uslit/files/isu_sepekan/Is
Global Untuk Pengelolaan Pangan | u%20Sepekan---11-PUSLIT-
Berkelanjutan di Indonesia April-2023-236.pdf
Analisis/kajian tentang Hilirisasi https://berkas.dpr.go.id/p | x
Sektor Perikanan dan Kelautan uslit/files/isu sepekan/Is
dengan Memberdayakan Koperasi | u%20Sepekan---1I-PUSLIT-
Nelayan Februari-2023-36.pdf
Analisis/kajian tentang Perlunya https://berkas.dpr.go.id/p | x
Satu Data Pangan uslit/files/isu_sepekan/Is
u%20Sepekan---V-PUSLIT-
Januari-2023-189.pdf
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.id/p | x
Memperkokoh Keterkaitan uslit/files/isu sepekan/Is
Ketahanan Pangan dan Energi u%20Sepekan---1l1-PUSLIT-
Januari-2023-236.pdf
Upaya Meningkatkan https://drive.google.com/ | x
Kesejahteraan Petani Tebu” dalam | file/d/1A2Z-



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-7-I-P3DI-April-2023-1947.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-7-I-P3DI-April-2023-1947.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-7-I-P3DI-April-2023-1947.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-7-I-P3DI-April-2023-1947.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-April-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-April-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-April-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-April-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2023-36.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2023-36.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2023-36.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2023-36.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Januari-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Januari-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Januari-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Januari-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-236.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-236.pdf
https://drive.google.com/file/d/1A2Z-l7F6Kme4gX2VFBMXwF7vDZ-FAxEg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1A2Z-l7F6Kme4gX2VFBMXwF7vDZ-FAxEg/view?usp=drivesdk

Sasaran Tematik

Periode Triwulan

Jenis Bukti Dukung Link
1(2(3 4

Buletin APBN edisi 2/2023 [7F6Kme4gX2VFBMXwF7v

Dz-

FAxEg/view?usp=drivesdk
Pernyataan Menpan RB Pintu https://drive.google.com/ | x
masuk evaluasi anggaran file/d/19XAIA-
kemiskinan dalam Sekilas APBN be7m3J5gfCSd224HsQgo
ed11/2023 HFEz56/view?usp=drivesd

k
Akuntabilitas Data Keluarga https://drive.google.com/ | x
Penerima Manfaat Aplikasi e- file/d/1C7E-
PKH” dalam Kajian Akuntabilitas splgD0gBqgyxsvilr-
ed 2/2023 him 13 XAXKVuY-

Cul/view?usp=drivesdk
Akuntabilitas Pelaksanaan https://drive.google.com/ | x
Penyaluran Bansos file/d/1CL9Ps95-
Sembako/BPNT” dalam Kajian pjHz71zScftbGONOvV84DN
Akuntabilitas ed 3/2023 him 13 CNA/view?usp=drivesdk
Mungkinkah Target Kemiskinan https://drive.google.com/ | x
Ekstrem Nol Persen di 2023? file/d/19hzU536EVXbAd2
Dalam Sekilas APBN ed 20/2023 9DNEtSwWA3hvlq_gZji/vie

w?usp=drivesdk
Anggaran Bansos Turun, Angka https://drive.google.com/ X
Putus Sekolah naik” dalam Sekilas | file/d/1BA5SnZWT0z71QW
APBN ED 31/2023 UrLejnbyGuGfkff3vVy/vie

w?usp=drivesdk
Angka putus Sekolah naik, Alarm https://drive.google.com/ X
Evaluasi Program Indonesia file/d/1C-
Pintar” dalam Sekilas APBN edisi [ 0CckX2vNrlOnF78MwI5yw
32/2023 fpEZkjHIiE/view?usp=drive

sdk
Optimisme Pahlawan Ekonomi https://drive.google.com/ X
Nusantara (PENA) dalam file/d/1CkSGieAcZj67B7R
Menanggulangi Kemiskinan” Kaap8yEY9pUSkCzAm/vie
dalam Kajian untuk Komisi VIII w?usp=drivesdk



https://drive.google.com/file/d/1A2Z-l7F6Kme4gX2VFBMXwF7vDZ-FAxEg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1A2Z-l7F6Kme4gX2VFBMXwF7vDZ-FAxEg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1A2Z-l7F6Kme4gX2VFBMXwF7vDZ-FAxEg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19XAiA-be7m3J5gfCSd224HsQgoHFEz56/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19XAiA-be7m3J5gfCSd224HsQgoHFEz56/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19XAiA-be7m3J5gfCSd224HsQgoHFEz56/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19XAiA-be7m3J5gfCSd224HsQgoHFEz56/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19XAiA-be7m3J5gfCSd224HsQgoHFEz56/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C7E-spJgD0gBqyxsviJr-xAXKVuY-Cu1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C7E-spJgD0gBqyxsviJr-xAXKVuY-Cu1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C7E-spJgD0gBqyxsviJr-xAXKVuY-Cu1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C7E-spJgD0gBqyxsviJr-xAXKVuY-Cu1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C7E-spJgD0gBqyxsviJr-xAXKVuY-Cu1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CL9Ps95-pjHz71zScftbGONOv84DNCNA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CL9Ps95-pjHz71zScftbGONOv84DNCNA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CL9Ps95-pjHz71zScftbGONOv84DNCNA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CL9Ps95-pjHz71zScftbGONOv84DNCNA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19hzU536EVXbAd29DNEtSwA3hvJq_gZji/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19hzU536EVXbAd29DNEtSwA3hvJq_gZji/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19hzU536EVXbAd29DNEtSwA3hvJq_gZji/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19hzU536EVXbAd29DNEtSwA3hvJq_gZji/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BA5nZWT0z7IQWUrLejn6yGuGfkff3vVy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BA5nZWT0z7IQWUrLejn6yGuGfkff3vVy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BA5nZWT0z7IQWUrLejn6yGuGfkff3vVy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BA5nZWT0z7IQWUrLejn6yGuGfkff3vVy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C-0CckX2vNrI0nF78MwI5ywfpEZkjHiE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C-0CckX2vNrI0nF78MwI5ywfpEZkjHiE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C-0CckX2vNrI0nF78MwI5ywfpEZkjHiE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C-0CckX2vNrI0nF78MwI5ywfpEZkjHiE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C-0CckX2vNrI0nF78MwI5ywfpEZkjHiE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CkSGieAcZj67B7RKaap8yEY9pUSkCzAm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CkSGieAcZj67B7RKaap8yEY9pUSkCzAm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CkSGieAcZj67B7RKaap8yEY9pUSkCzAm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CkSGieAcZj67B7RKaap8yEY9pUSkCzAm/view?usp=drivesdk

Sasaran Tematik

Periode Triwulan

Jenis Bukti Dukung Link
1(12(3 q
Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK | https://drive.google.com/ X
Semester |l Tahun 2022 file/d/1A05QIJPuUsNVGH
Kementerian Sosial- Mitra Komisi | YoNKnCOulllirhvZ49/view
II: Laporan Hasil Pemeriksaan ?usp=drivesdk
Kepatuhan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja
Bantuan Sosial Penanganan
Covid-19
Lanjutan Tahun 2022 (Triwulan 111)
pada Kementerian Sosial dan
Instansi Lain terkait di Provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat, D.I
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan Sumatera Utara
Kajian dan Evaluasi Pemantauan https://drive.google.com/ X
Pelaksanaan Undang-Undang file/d/1j10aNkOK8bellKp
Nomor 21 Tahun 2007 tentang xr8 Wp6RgpYYSjh-
Pemberantasan Tindak Pidana nF/view?usp=drive link
Perdagangan Orang
Kajian dan Evaluasi Pemantauan https://drive.google.com/ X
Pelaksanaan Undang-Undang file/d/1b CzXnXbXnziUcE
Nomor 9 Tahun 1961 tentang LKMx6bdkugByWa7w3/vi
Pengumpulan Uang atau Barang ew?usp=drive_link
Kajian dan Evaluasi Pemantauan https://drive.google.com/ | x
Pelaksanaan Undang-Undang file/d/1cOcRU04-
Nomor 24 Tahun 2007 tentang 9CLJNfuQuGdk2PEolcOle
Penanggulangan Bencana M7d/view?usp=drive link
Analisis/kajian tentang Poin-Poin | https://berkas.dpr.go.id/p X
Krusial Perubahan Undang- uslit/files/info_singkat/Inf
Undang tentang Desa 0%20Singkat-XV-13-|-
P3DI-Juli-2023-212.pdf



https://drive.google.com/file/d/1AO5QIJPuUsNvGHYbNKnC0uIJljrhvZ49/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AO5QIJPuUsNvGHYbNKnC0uIJljrhvZ49/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AO5QIJPuUsNvGHYbNKnC0uIJljrhvZ49/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AO5QIJPuUsNvGHYbNKnC0uIJljrhvZ49/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1j1oaNk0K8be1LKpxr8Wp6RgpYYSjh-nF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j1oaNk0K8be1LKpxr8Wp6RgpYYSjh-nF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j1oaNk0K8be1LKpxr8Wp6RgpYYSjh-nF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j1oaNk0K8be1LKpxr8Wp6RgpYYSjh-nF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1b_CzXnXbXnziUcELKMx6bdkugByWa7w3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1b_CzXnXbXnziUcELKMx6bdkugByWa7w3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1b_CzXnXbXnziUcELKMx6bdkugByWa7w3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1b_CzXnXbXnziUcELKMx6bdkugByWa7w3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link

Sasaran Tematik

Periode Triwulan

Jenis Bukti Dukung Link
1(2(3 4
Analisis/kajian tentang Produksi https://berkas.dpr.go.id/p X
Sapi dalam Negeri dan Kebijakan | uslit/files/info_singkat/Inf
Swasembada Sapi 0%20Singkat-XV-12-II-
P3DI-Juni-2023-182.pdf
Analisis/kajian tentang Pentingnya | https://berkas.dpr.go.id/p X
Akselerasi Penurunan Kemiskinan | uslit/files/info singkat/Inf
Melalui Pemberdayaan 0%20Singkat-XV-15-|-
Masyarakat P3DI-Agustus-2023-
242 .pdf
Analisis/kajian tentang Stabilisasi | https://berkas.dpr.go.id/p X
Harga Beras uslit/files/isu_sepekan/Is
u%20Sepekan---11-PUSLIT-
September-2023-234.pdf
Analisis/kajian tentang Peluang https://berkas.dpr.go.id/p X
Membangun Ketahanan Pangan uslit/files/isu sepekan/Is
di Tengah El Nino u%20Sepekan---V-PUSLIT-
Agustus-2023-189.pdf



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-242.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-189.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-189.pdf

II.LPENGENDALIAN INFLASI

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Tersedianya
dukungan
Pendampingan
Pembahasan
RUU dan/atau
penyusunan
keterangan DPR
dalam judicial
review UU
untuk
mendukung
pelaksanaan
fungsi legislasi
DPR terkait
inflasi

Tersedianya
dukungan
Analisis/Kajian
terkait inflasi
dalam proses
pembahasan
dan penetapan
APBN

Asumsi Dasar Ekonomi makro : https://drive.google.com/ X
Inflasi” dalam masukan PA3KN file/d/1CUo1kW-
dalam Nota Keuangan RAPBN S5 1S5rkcyCKyn9Ls-
2024 i8iThol/view?usp=drivesd
k
Asumsi Dasar Ekonomi Makro : https://drive.google.com/ X
Inflasi: dalam Tinjauan atas file/d/1CVeX9-
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok | uTvav8tB4L7RowFGD8W
Kebijakan Fiskal WIWHudb/view?usp=driv
esdk
Mengendalikan Inflasi Dalam https://drive.google.com/ X

Rangka Menjaga Stabilitas
Ekonomi Dan Daya Beli
Masyarakat” dalam Kajian Isu
Strategis Pembangunan Tahun
202

file/d/1CRoFM8JGFBp5Ls
c7ag9qac3W mywk7Hw/
view?usp=drivesdk

Tersedianya
dukungan
keahlian dalam
pelaksanaan

Analisis/kajian tentang Mengatasi
Gejolak Inflasi Menjelang
Ramadhan

https://berkas.dpr.go.id/p
uslit/files/isu_sepekan/Is
u%20Sepekan---111-PUSLIT-
Maret-2023-219.pdf



https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CVeX9-uTvav8tB4L7RowFGD8WWIWHudb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CVeX9-uTvav8tB4L7RowFGD8WWIWHudb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CVeX9-uTvav8tB4L7RowFGD8WWIWHudb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CVeX9-uTvav8tB4L7RowFGD8WWIWHudb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CVeX9-uTvav8tB4L7RowFGD8WWIWHudb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CRoFM8JGFBp5Lsc7aq9qac3W_mywk7Hw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CRoFM8JGFBp5Lsc7aq9qac3W_mywk7Hw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CRoFM8JGFBp5Lsc7aq9qac3W_mywk7Hw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CRoFM8JGFBp5Lsc7aq9qac3W_mywk7Hw/view?usp=drivesdk
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2023-219.pdf

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

fungsi
pengawasan
DPR Rl terkait
dengan inflasi

Analisis/kajian tentang Tren https://berkas.dpr.go.id/p | x
Menurunnya Surplus Neraca uslit/files/isu_sepekan/Is
Perdagangan Indonesia u%20Sepekan---11-PUSLIT-
Maret-2023-234.pdf
Analisis/kajian tentang Optimisme | https://berkas.dpr.go.id/p | x
Pertumbuhan Ekonomi Nasional uslit/files/isu sepekan/Is
dan Faktor Pendukungnya u%20Sepekan---I-PUSLIT-
Februari-2023-249.pdf
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.id/p X
Mewaspadai Dampak Kenaikan uslit/files/isu_sepekan/Is
Suku Bunga Acuan terhadap u%20Sepekan---IV-PUSLIT-
Sektor Riil Januari-2023-219.pdf
Analisis/kajian tentang Ancaman | https://berkas.dpr.go.id/p | x
Krisis Utang di Tengah Risiko uslit/files/isu sepekan/Is
Resesi Global u%20Sepekan---11-PUSLIT-
Januari-2023-213.pdf
Analisis/kajian tentang Daya https://berkas.dpr.go.id/p | x

Tahan Ekonomi Indonesia dalam
Mengantisipasi Resesi Global

uslit/files/parliamentary
review/Parliamentary%20
Review-V-1-M-2023.pdf

Analisis/kajian tentang Catatan https://berkas.dpr.go.id/p X

DPR Terhadap Kerangka Ekonomi | uslit/files/info singkat/Inf

Makro dan Kebijakan Fiskal 2024 | 0%20Singkat-XV-10-II-
P3DI-Mei-2023-163.pdf

Analisis/kajian tentang Proyeksi https://berkas.dpr.go.id/p X

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

uslit/files/info singkat/Inf



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-163.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-163.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-163.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-163.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Tahun 2023 dan Strategi
Kebijakan

0%20Singkat-XV-8-11-P3DI-
April-2023-224.pdf

Analisis/kajian tentang Antisipasi | https://berkas.dpr.go.id/p | x
Kenaikan Harga Komoditas uslit/files/info _singkat/Inf
Pangan Saat Bulan Ramadan dan | 0%20Singkat-XV-6-11-P3DI-
Idul Fitri 2023 Maret-2023-220.pdf
Analisis/kajian tentang Prospek https://berkas.dpr.go.id/p | xx
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | uslit/files/info_singkat/Inf
2023 di Tengah Perlambatan 0%20Singkat-XV-3-I-P3DI-
Perekonomian Global Februari-2023-213.pdf
Analisis/kajian tentang Neraca https://berkas.dpr.go.id/p | x
Perdagangan dan Struktur Ekspor | uslit/files/info singkat/Inf
Indonesia 0%20Singkat-XV-2-1I1-P3DI-
Januari-2023-234.pdf
Analisis/kajian tentang Strategi https://berkas.dpr.go.id/p | x

Stabilisasi Ekonomi Di Tengah
Ancaman Resesi Global

uslit/files/info singkat/Inf
0%20Singkat-XV-1-1-P3DI-
Januari-2023-249.pdf

Analisis/kajian tentang Surplus https://berkas.dpr.go.id/p X

Fiskal 2023: Momentum Genjot uslit/files/isu_sepekan/Is

Perekonomian di Era Endemi u%20Sepekan---V-PUSLIT-
Juni-2023-216.pdf

Analisis/kajian tentang Premi https://berkas.dpr.go.id/p X

Restrukturisasi Perbankan Sebagai
Upaya Mitigasi Risiko Krisis
Keuangan

uslit/files/isu sepekan/Is
u%20Sepekan---IV-PUSLIT-
Juni-2023-219.pdf



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-3-I-P3DI-Februari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-3-I-P3DI-Februari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-3-I-P3DI-Februari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-3-I-P3DI-Februari-2023-213.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-2-II-P3DI-Januari-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-2-II-P3DI-Januari-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-2-II-P3DI-Januari-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-2-II-P3DI-Januari-2023-234.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-1-I-P3DI-Januari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-1-I-P3DI-Januari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-1-I-P3DI-Januari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-1-I-P3DI-Januari-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2023-219.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2023-219.pdf

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Pengendalian Inflasi Volatile
Food” dalam Buletin APBN edisi
14/2023

https://drive.google.com/
file/d/1Dh160pJMVWYyLZ
GCrXQ-
h2cUXyOmISeMB/view?us

p=drivesdk

Harga Beras Naik: Benarkah https://drive.google.com/ X
Ketersediaan Beras yang tidak file/d/1BoJbgRQBROXT51
Banyak?’ dalam Sekilas APBN Dk1GeflRA9mJaHiMjo/vi

edisi 7/2023 ew?usp=drivesdk

Harga Beras Melambung dan https://drive.google.com/ | x

masih selalu Impor: Kemana
Larinya Kedaulatan Anggaran?”
dalam Sekilas APBN edisi 12/2023

file/d/1BiAextiFhV2ExWw
UmJLFr3IUSgWQp2Ja/vie
w?usp=drivesdk

Mewaspadai Guncangan Akibat https://drive.google.com/ X

Keruntuhan Bank Besar di AS” file/d/1BROd2mEQiv_rpS

Dalam Sekilas APBN edisi 24/2023 | 3ulVF4P3Ce5E4xfGIOF/vie
w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/ X

“Dampak Krisis Perbankan AS dan | file/d/1BMtQEGVspvbenA

Mitigasinya Terhadap hcriplodNdkLv4s2F Jview

Perekonomian Indonesia” dalam ?usp=drivesdk

Sekilas APBN edisi 26/2023

Ancaman El Nino dan Potensi https://drive.google.com/ X

Peningkatan inflasi Indonesia”
dalam Sekilas APBN edisi 33/2023

file/d/1BBJ bS9zTWQqET?7
TkfQLAQ19BD1L-
HTu /view?usp=drivesdk

Analisis/kajian tentang Rancangan
APBN Tahun Anggaran 2024 untuk
Mempercepat Transformasi
Ekonomi

https://berkas.dpr.go.id/p
uslit/files/info_singkat/Inf
0%20Singkat-XV-16-I1-
P3DI-Agustus-2023-
245.pdf

Analisis/kajian tentang Stimulus

https://berkas.dpr.go.id/p
uslit/files/isu sepekan/Is



https://drive.google.com/file/d/1Dh160pJMvWyLZGCrXQ-h2cUXy0mISeMB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Dh160pJMvWyLZGCrXQ-h2cUXy0mISeMB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Dh160pJMvWyLZGCrXQ-h2cUXy0mISeMB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Dh160pJMvWyLZGCrXQ-h2cUXy0mISeMB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Dh160pJMvWyLZGCrXQ-h2cUXy0mISeMB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BoJbqRQBRoXT51Dk1Gef1RA9mJaHiMjo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BoJbqRQBRoXT51Dk1Gef1RA9mJaHiMjo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BoJbqRQBRoXT51Dk1Gef1RA9mJaHiMjo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BoJbqRQBRoXT51Dk1Gef1RA9mJaHiMjo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BiAextiFhV2ExWwUmJLFr3IUSgWQp2Ja/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BiAextiFhV2ExWwUmJLFr3IUSgWQp2Ja/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BiAextiFhV2ExWwUmJLFr3IUSgWQp2Ja/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BiAextiFhV2ExWwUmJLFr3IUSgWQp2Ja/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BROd2mEOiv_rpS3uIVF4P3Ce5E4xfG9F/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BROd2mEOiv_rpS3uIVF4P3Ce5E4xfG9F/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BROd2mEOiv_rpS3uIVF4P3Ce5E4xfG9F/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BROd2mEOiv_rpS3uIVF4P3Ce5E4xfG9F/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BMtQEGVspvbenAhcrIpIodNdkLv4s2F_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BMtQEGVspvbenAhcrIpIodNdkLv4s2F_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BMtQEGVspvbenAhcrIpIodNdkLv4s2F_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BMtQEGVspvbenAhcrIpIodNdkLv4s2F_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BBJ_bS9zTWqET7TkfQLAq19BD1L-HTu_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BBJ_bS9zTWqET7TkfQLAq19BD1L-HTu_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BBJ_bS9zTWqET7TkfQLAq19BD1L-HTu_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BBJ_bS9zTWqET7TkfQLAq19BD1L-HTu_/view?usp=drivesdk
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-216.pdf

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Fiskal RAPBN 2024

u%20Sepekan---1V-PUSLIT-
Agustus-2023-216.pdf



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-216.pdf

lII.PENINGKATAN INVESTASI

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Tersedianya
dukungan
penyusunan
Naskah
Akademik dan
RUU,
Pendampingan
Pembahasan
RUU dan/atau
penyusunan
keterangan DPR
dalam judicial
review UU
untuk
mendukung
pelaksanaan
fungsi legislasi
DPR terkait
investasi

Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.com/ X
tentang Kewirausahaan Nasional | drive/folders/10gUKxILU-
RUNgNHvx711ticZF8uGw
3hG?usp=share link
Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.com/ X
tentang Larangan Praktik drive/folders/1B9MIIhc3Q
Monopoli dan Persaingan Usaha 9bg pNsQ8Xbvgc9YSRvU
Tidak Sehat B2I?usp=share link
Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.com/ X
tentang Industri Strategis drive/folders/1P2ak0CE81
Perkebunan zZUuMNU-
GQ5JTi39RNW5kyhT?usp
=share link
Naskah Akadamik dan RUU X

tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi

https://drive.google.com/
drive/folders/1VWQOysT6
1QVIGFI5BC9Y5Uos-

oUgPfMr?usp=share link

Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2023 tentang Landas Kontinen

https://drive.google.com/
drive/folders/1IHNJOINdg
OGwxghoFLBtBU2Tx10Vz)
bz?usp=share link

Undang-Undang Nomor 4 Tahun X
2023 tentang Pengembangan dan | https://drive.google.com/
Penguatan Sektor Keuangan drive/folders/1aZJBbCZ0X

df-

AM8ouMaHUdBDd8eaKK

Dg?usp=share link
Undang-Undang Nomor 6 Tahun https://drive.google.com/ X

2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun

drive/folders/1kpgRviYAA
XRPS4fel94-
0jlgBLei7cW9?usp=drive |



https://drive.google.com/drive/folders/10gUKxlLU-RUNgNHvx711ticZF8uGw3hG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10gUKxlLU-RUNgNHvx711ticZF8uGw3hG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10gUKxlLU-RUNgNHvx711ticZF8uGw3hG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10gUKxlLU-RUNgNHvx711ticZF8uGw3hG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B9MlIhc3Q9bq_pNsQ8Xbvqc9YSRvUB2I?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B9MlIhc3Q9bq_pNsQ8Xbvqc9YSRvUB2I?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B9MlIhc3Q9bq_pNsQ8Xbvqc9YSRvUB2I?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B9MlIhc3Q9bq_pNsQ8Xbvqc9YSRvUB2I?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P2ak0CE81zuMNU-GQ5lJTi39RNW5kyhT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P2ak0CE81zuMNU-GQ5lJTi39RNW5kyhT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P2ak0CE81zuMNU-GQ5lJTi39RNW5kyhT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P2ak0CE81zuMNU-GQ5lJTi39RNW5kyhT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P2ak0CE81zuMNU-GQ5lJTi39RNW5kyhT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VWQ0ysT61QVIGFl5BC9Y5Uos-oUqPfMr?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VWQ0ysT61QVIGFl5BC9Y5Uos-oUqPfMr?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VWQ0ysT61QVIGFl5BC9Y5Uos-oUqPfMr?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VWQ0ysT61QVIGFl5BC9Y5Uos-oUqPfMr?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lHNJOINdgOGwxghoFLBtBU2Tx10VzJbz?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lHNJOINdgOGwxghoFLBtBU2Tx10VzJbz?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lHNJOINdgOGwxghoFLBtBU2Tx10VzJbz?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lHNJOINdgOGwxghoFLBtBU2Tx10VzJbz?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aZJBbCZ0Xdf-AM8ouMaHUdBDd8eaKKDg?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aZJBbCZ0Xdf-AM8ouMaHUdBDd8eaKKDg?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aZJBbCZ0Xdf-AM8ouMaHUdBDd8eaKKDg?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aZJBbCZ0Xdf-AM8ouMaHUdBDd8eaKKDg?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aZJBbCZ0Xdf-AM8ouMaHUdBDd8eaKKDg?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kpqRvjYAAXRPS4feL94-0jIgBLei7cW9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kpqRvjYAAXRPS4feL94-0jIgBLei7cW9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kpqRvjYAAXRPS4feL94-0jIgBLei7cW9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kpqRvjYAAXRPS4feL94-0jIgBLei7cW9?usp=drive_link

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung Link Periode Triwulan
1 2 3|4
2022 tentang Cipta Kerja ink
Keterangan DPR atas Perkara https://docs.google.com/ X
Nomor 35/PUU-XXI1/2023 document/d/1QTZmjjSNK
B McH5hGIMn-_ew95X-
Pengujian Undang-Undang x5KwNs/edit?usp=drive li
Nomor 27 Tahun 2007 tentang | |\ ¢ 11id=1119046029666
Pengelolaan Wll.ayah Pesisir dan 79007255&rtpof=true&sd
Pulau-Pulau Kecil ~
=true
Keterangan DPR atas Perkara https://drive.google.com/ | x
Nomor 5 dan 6/PUU-XX1/2023 file/d/1sctulFkt|1JMm8sly
B . GbeK1SamY3WxAUOQ/vie
Pengujian formil Perppu Nomor 2 2usp=drive link
i ) w?usp=drive lin
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Keterangan DPR atas Perkara | https://drive.google.com/ X
Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU- | file/d/16CntclhFVVmy3iX
XX1/2023 gBIL8T4ZERFB QVrY/view
. . ?usp=drive_link
Pengujian formil UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan
Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
Keterangan DPR atas Perkara | https://drive.google.com/ X
Nomor 54/PUU-XXI1/2023 file/d/1eFYbAsSAA 7U857
B _ DnF4FG3u5P2wDHQ2E9/
Pengujian formil UU Nomor 6| = —drive link
view?usp=drive lin
Tahun 2023 tentang Penetapan
Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
Konsep keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023 | document/d/11FeHsd9D2
B . DE-VjlfOwlro8fT---
Pengujian Materiil UU No‘n?or 37 iBWWd/edit?usp=drive li
Tahun 2004 tentang Kepailitan nk&ouid=1119046029666
79007255&rtpof=true&sd



https://drive.google.com/drive/folders/1kpqRvjYAAXRPS4feL94-0jIgBLei7cW9?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QTZmjjSNKMcH5hGIMn-_ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1sctuIFktl1JMm8sJyGbeK1SamY3WxAU0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sctuIFktl1JMm8sJyGbeK1SamY3WxAU0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sctuIFktl1JMm8sJyGbeK1SamY3WxAU0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sctuIFktl1JMm8sJyGbeK1SamY3WxAU0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16CntclhFVVmy3iXqBlL8T4ZERFB_QVrY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16CntclhFVVmy3iXqBlL8T4ZERFB_QVrY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16CntclhFVVmy3iXqBlL8T4ZERFB_QVrY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16CntclhFVVmy3iXqBlL8T4ZERFB_QVrY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eFYbAsAA_7U857DnF4FG3u5P2wDHQ2E9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eFYbAsAA_7U857DnF4FG3u5P2wDHQ2E9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eFYbAsAA_7U857DnF4FG3u5P2wDHQ2E9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eFYbAsAA_7U857DnF4FG3u5P2wDHQ2E9/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

=true

Konsep keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
Perkara 14/PUU-XXI/2023 document/d/1vdkwlk9Pe
B . OKwyY-

Pengujian formil Perppu Nomf)r 2 evIHdPuci IYuP9efF/edit?

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja usp=drive link&ouid=111
904602966679007255&rt
pof=true&sd=true

Konsep Keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X

Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023

Pengujian UU Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk
Halal dan Perppu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja

document/d/1CrlhhPbrf
QQW9nEMPOfgBLOfokY 3

me/edit?usp=drive link&
ouid=1119046029666790
07255&rtpof=true&sd=tr
ue

Konsep Keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023 | document/d/1INdHJrgua
B . B Gj28w1QzmNZF210j4l0D
Pengujian formil dan materiil UU ef/edit?usp=drive link&o
Nomor 7 tahun 2021 tentang uid=11190460296667900
Harm(?nlsa5| Peraturan 72558&rtpof=true&sd=tru
Perpajakan o
Konsep Keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X

Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023

Pengujian UU Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

document/d/1TxZgAxL6-
rcshmssnWoFg3B7d8qUT
7f5/edit?usp=drive_link&
ouid=1119046029666790
07255&rtpof=true&sd=tr
ue



https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vdkwlk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0fokY_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNdHJrguaGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxZgAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true

Sasaran Tematik Jenis Bukti Dukung Link Periode Triwulan
1 2 3|4
Konsep keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
perkara nomor 52/PUU-XXI/2023 | document/d/1YSHePS8HO
B nbKUuTKFhj-DIOP5FOhCyty-
Pengujian KUHD /edit?usp=sharing&ouid=
111904602966679007255
&rtpof=true&sd=true
Konsep Keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
perkara nomor 83/PUU-XXI/2023 | document/d/laeqvplWM
. J3Sm8w3KYdSIhFxsrehizm
Pengujian UU Nomor 7 Tahun Ni/edit?usp=sharing&oui
2021 tentang Ha.rmonlsa5| d=1119046029666790072
Peraturan Perpajakan 55&rtpof=true&sd=true
Konsep keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
perkara nomor 84/PUU-XXI/2023 | document/d/1ThWtFclukt
B c2S6RKDKIj9kTaVZFfO1T/
Pengujian UU Nomc?r 28 Tahun edit?usp=drive link&ouid
2014 tentang Hak Cipta =11190460296667900725
5&rtpof=true&sd=true
Konsep keterangan DPR atas https://docs.google.com/ X
perkara nomor 112/PUU- document/d/1H6S5RywlJK
XX1/2023 4reofjlgl Rab-
B 8bbKF65VFW/edit?usp=d
Pengujian UU Nomor 40 Tahun | 0 e ouid=11190460
2014 tentang Perasuransian dan 2966679007255&rtpof=tr
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang ~
o ue&sd=true
Harmonisasi Peraturan
Perpajakan
Tersedianya Kajian Pagu Indikatif Badan https://drive.google.com/ X
dukungan Koordinasi Penanaman Modal - file/d/1DOYAnPV68XXFEC
Analisis/Kajian Mitra Kerja Komisi VI pe377wb8DXiZVfYcEo/vie
terkait investasi w?usp=drivesdk
dalam proses
pembahasan Strategi Mencapai Target Investasi | https://drive.google.com/ X
dan penetapan | 5454 Melalui Online Single file/d/1CU01kW-
Submission 2.0” dalam Masukan S5 _1S5rkcyCKyn9Ls-



https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DI0P5F0hCyty-/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DI0P5F0hCyty-/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DI0P5F0hCyty-/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DI0P5F0hCyty-/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DI0P5F0hCyty-/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DI0P5F0hCyty-/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aeqvpIWMJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aeqvpIWMJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aeqvpIWMJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aeqvpIWMJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aeqvpIWMJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aeqvpIWMJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKlj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKlj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKlj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKlj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKlj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKlj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1D0YAnPV68XXFECpe377wb8DXiZVfYcEo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1D0YAnPV68XXFECpe377wb8DXiZVfYcEo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1D0YAnPV68XXFECpe377wb8DXiZVfYcEo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1D0YAnPV68XXFECpe377wb8DXiZVfYcEo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk

Sasaran Tematik

APBN

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

PA3KN atas Nota Keuangan
RAPBN 2024

i8jTholL/view?usp=drivesd

k

Creative Financing Dalam https://drive.google.com/ X
Pembangunan Infrastruktur” file/d/1CUo1kW-
dalam Masukan PA3KN atas Nota [ S5 1S5rkcyCKyn9Ls-
Keuangan RAPBN 2024 i8jThol/view?usp=drivesd
k
Kebijakan Insentif Perpajakan, https://drive.google.com/ X

Perbaikan Kemudahan serta
Kepastian Usaha Guna
Meningkatkan Investasi” dalam
dalam Kajian Isu Strategis
Rencana Pembangunan Tahun
2024

file/d/19yqcg-

3h20V7 UIRjFb1WBB71T
E WmOF/view?usp=drive
sdk

Hilirisasi SDA” dalam Telaahan https://drive.google.com/ X
atas Arah Kebijakan Fiskal Tahun file/d/1ABDDfLTpYIAyvmu
2024 hUyURxPr2eTq9z0Yj/view
?usp=drivesdk
Percepatan Pembangunan https://drive.google.com/
infrastruktur Guna Mendorong file/d/19yqcg-
Investasi serta Peningkatan 3h20V7 UIRjFb1IWBB71T
Kapasitas produksi dan Daya Saing | E_ WmOF/view?usp=drive
dalam dalam Kajian Isu Strategis sdk
Rencana Pembangunan Tahun
2024
Tersedianya Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.id/p X
dukungan Perkembangan Investasi di uslit/files/parliamentary
keahlian dalam | Indonesia dan Faktor-Faktor yang | review/Parliamentary%20
pelaksanaan Memengaruhinya Review-V-2-J-2023.pdf
fungsi
pengawasan
DPR Rl terkait
dengan investasi | Analisis/kajian tentang Kepastian | https://berkas.dpr.go.id/p X

Hukum Realisasi Investasi Non-
APBN Pembangunan Ibu Kota
Negara

uslit/files/parliamentary
review/Parliamentary%20
Review-V-2-J-2023.pdf



https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvmuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UlRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung Link Periode Triwulan
1 2 3|4

Analisis/kajian tentang Upaya https://berkas.dpr.go.id/p X

Peningkatan Investasi melalui uslit/files/isu sepekan/Is

Kawasan Ekonomi Khusus Lido u%20Sepekan---1-PUSLIT-
April-2023-241.pdf

Analisis/kajian tentang Komitmen | https://berkas.dpr.go.id/p | x

Investasi Hulu Migas Indonesia uslit/files/isu sepekan/Is

2023 u%20Sepekan---1V-PUSLIT-
Januari-2023-235.pdf

Analisis/kajian tentang Perppu https://berkas.dpr.go.id/p X

Cipta Kerja: Kepastian Hukum bagi | uslit/files/isu sepekan/Is

Iklim Investasi dan Kemudahan u%20Sepekan---II-PUSLIT-

Berusaha? Januari-2023-216.pdf

Analisis/kajian tentang Perppu https://berkas.dpr.go.id/p | x

Cipta Kerja dan Dampaknya uslit/files/isu_sepekan/Is

terhadap Investasi u%20Sepekan---1I-PUSLIT-
Januari-2023-195.pdf

Peran Kemendagri dalam https://drive.google.com/ | x

Perbaikan Iklim Investasi di file/d/1CfeCG4xslcmC2PV

Daerah” dalam kajian uZrPeUQYeDgnFLHWD/vi

Akuntabilitas ed 3/2023 him 3 ew?usp=drivesdk

Anomali Investasi, tantangan https://drive.google.com/ X

Ketenagakerjaan Indonesia file/d/1CeSU-
QKNJFJolylLIggqkDZH7kls
Wlyw/view?usp=drivesdk

Peta Jalan Industri TPT Indonesia : X

Penting untuk Segera ada Agar https://drive.google.com/

Mampu Kembali Berdaya” Dalam | file/d/1Bx2-

sekilas APBN edisi 6/2023 f2a5wI1BOyMOwPCoPXQr
6xsYMtl7/view?usp=drive
sdk

“80% Pembiayaan Infrastruktur https://drive.google.com/ | x



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-241.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-241.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-241.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-241.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-235.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-235.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-235.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-235.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-216.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CfeCG4xsIcmC2PVuZrPeUOYeDgnFLHWD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CfeCG4xsIcmC2PVuZrPeUOYeDgnFLHWD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CfeCG4xsIcmC2PVuZrPeUOYeDgnFLHWD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CfeCG4xsIcmC2PVuZrPeUOYeDgnFLHWD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CeSU-QKNJFJolyILIgqqkDZH7klsWIyw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CeSU-QKNJFJolyILIgqqkDZH7klsWIyw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CeSU-QKNJFJolyILIgqqkDZH7klsWIyw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CeSU-QKNJFJolyILIgqqkDZH7klsWIyw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Bx2-f2a5wI1B0yM0wPCoPXQr6xsYMtI7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Bx2-f2a5wI1B0yM0wPCoPXQr6xsYMtI7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Bx2-f2a5wI1B0yM0wPCoPXQr6xsYMtI7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Bx2-f2a5wI1B0yM0wPCoPXQr6xsYMtI7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Bx2-f2a5wI1B0yM0wPCoPXQr6xsYMtI7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BfrS4ZH4P7ukpW0dC42NIVd9IblNsDDv/view?usp=drivesdk

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

IKN berasal dari Swasta,
Bagaimana tantangannya?” dalam
Sekilas APBN edisi 18/2023

file/d/1BfrS4ZH4P7ukpW
0dC42NIVd91bINsDDv/vie
w?usp=drivesdk

Perkembangan Investasi di Daerah
dan Perlunya Pemerataan
Investasi Antar Wilayah” dalam
BIB Ed. 1 2023

https://drive.google.com/
file/d/1E3fxRvA 381 YLD
8fmDc7sB4-
uOC5IpV/view?usp=drives
dk

Analisis Insentif Fiskal Hulu Migas, | https://drive.google.com/ X
Harus Memikat Agar file/d/1EX63j-
Pertumbuhan Investasi Tidak BQQnJCxNSOWZUONK872
Melambat 00KPZQR/view?usp=drive
sdk
Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK | https://drive.google.com/ X

Semester |l Tahun 2022 : Laporan
Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas
Efektivitas Kegiatan Diplomasi
Ekonomi di Bidang Investasi
Tahun 2020 s.d. Semester | Tahun
2022 pada Kementerian
Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal dan
Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

file/d/1E0Zn9dbfOB8U7LI
31JhNZRgayt4mQJC-
/view?usp=drivesdk

Analisis/kajian tentang Tantangan
Investasi Energi Baru dan Energi
Terbarukan Menuju Indonesia Net
Zero Emission

https://berkas.dpr.go.id/p
uslit/files/info_singkat/Inf
0%20Singkat-XV-11-|-
P3DI-Juni-2023-228.pdf



https://drive.google.com/file/d/1BfrS4ZH4P7ukpW0dC42NIVd9IblNsDDv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BfrS4ZH4P7ukpW0dC42NIVd9IblNsDDv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BfrS4ZH4P7ukpW0dC42NIVd9IblNsDDv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E3fxRvA_381_YLD8fmDc7sB4-uOC5IpV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E3fxRvA_381_YLD8fmDc7sB4-uOC5IpV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E3fxRvA_381_YLD8fmDc7sB4-uOC5IpV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E3fxRvA_381_YLD8fmDc7sB4-uOC5IpV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E3fxRvA_381_YLD8fmDc7sB4-uOC5IpV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EX63j-BQQnJCxNSOWZU0NK87200KPZQR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EX63j-BQQnJCxNSOWZU0NK87200KPZQR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EX63j-BQQnJCxNSOWZU0NK87200KPZQR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EX63j-BQQnJCxNSOWZU0NK87200KPZQR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EX63j-BQQnJCxNSOWZU0NK87200KPZQR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E0Zn9dbfOB8U7Ll31JhNZRgayt4mQJC-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E0Zn9dbfOB8U7Ll31JhNZRgayt4mQJC-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E0Zn9dbfOB8U7Ll31JhNZRgayt4mQJC-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E0Zn9dbfOB8U7Ll31JhNZRgayt4mQJC-/view?usp=drivesdk
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-228.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-228.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-228.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-228.pdf

IV.DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sasaran Tematik

Tersedianya
dukungan
penyusunan
Naskah
Akademik dan
RUU,
Pendampingan
Pembahasan
RUU dan/atau
penyusunan
keterangan DPR
dalam judicial
review UU
untuk
mendukung
pelaksanaan
fungsi legislasi
DPR terkait
digitalisasi
administrasi
pemerintahan

Jenis Bukti Dukung Link Periode Triwulan
1 2 3|4
Undang-Undang Nomor 13 https://drive.google.co | x
Tahun 2022 tentang Perubahan | m/drive/folders/1t4ec
Kedua atas Undang-Undang m1K-HoabKMcl0Z-
Nomor 12 Tahun 2011 tentang YOk1WRalsYa3a?usp=
Pembentukan Peraturan drive_link
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 27 https://drive.google.co | x
Tahun 2022 tentang m/drive/folders/1ivOW
Perlindungan Data Pribadi 5DeWTMYyl3omSVSU
XbZ-
E79J7tKO?usp=drive li
nk
Undang-Undang Nomor 4 Tahun | https://drive.google.co | x
2023 tentang Pengembangan | m/drive/folders/1mCK
dan Penguatan Sektor Keuangan | 1Rt3SPAJSQsWE1zXf38
QRtVQs-
1Ut?usp=share link
Undang-Undang Nomor 6 Tahun | https://drive.google.co | x
2023 tentang Penetapan m/drive/folders/1LsR9
Peraturan Pemerintah Pengganti | Wa9P8G8z7IDWu5ITPh
Undang-Undang Nomor 2 Tahun | tKxgi5UexJ?usp=drive
2022 tentang Cipta Kerja link
Naskah Akademik dan RUU https://drive.google.co X
tentang Satu Data Indonesia m/drive/folders/1Rb78
WCxRFoN9GzROfkld3
m9x2Gblntal?usp=sh
are_link
Keterangan DPR atas Perkara https://drive.google.co | x
Nomor 108 dan 110/PUU- m/file/d/1QQNvLKMa
XX/2022 KKjaUKVI8q2NRBvtCLO
B ViT2B/view?usp=drive
Pengujian UU Nomor 27 Tahun link
2022 tentang Perlindungan Data | —
Pribadi



https://drive.google.com/drive/folders/1t4ecm1K-Hoa6KMcI0Z-YOk1WRa1sYa3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t4ecm1K-Hoa6KMcI0Z-YOk1WRa1sYa3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t4ecm1K-Hoa6KMcI0Z-YOk1WRa1sYa3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t4ecm1K-Hoa6KMcI0Z-YOk1WRa1sYa3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t4ecm1K-Hoa6KMcI0Z-YOk1WRa1sYa3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mCK1Rt3SPAJSQsWE1zXf38QRtVQs-1Ut?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mCK1Rt3SPAJSQsWE1zXf38QRtVQs-1Ut?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mCK1Rt3SPAJSQsWE1zXf38QRtVQs-1Ut?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mCK1Rt3SPAJSQsWE1zXf38QRtVQs-1Ut?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mCK1Rt3SPAJSQsWE1zXf38QRtVQs-1Ut?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LsR9Wa9P8G8z7lDWu5lTPhtKxgi5UexJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LsR9Wa9P8G8z7lDWu5lTPhtKxgi5UexJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LsR9Wa9P8G8z7lDWu5lTPhtKxgi5UexJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LsR9Wa9P8G8z7lDWu5lTPhtKxgi5UexJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LsR9Wa9P8G8z7lDWu5lTPhtKxgi5UexJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rb78WCxRFoN9GzROfkld3m9x2Gb1ntaL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rb78WCxRFoN9GzROfkld3m9x2Gb1ntaL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rb78WCxRFoN9GzROfkld3m9x2Gb1ntaL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rb78WCxRFoN9GzROfkld3m9x2Gb1ntaL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rb78WCxRFoN9GzROfkld3m9x2Gb1ntaL?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QQNvLKMaKKjaUKVI8q2NRBvtCL0vjT2B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QQNvLKMaKKjaUKVI8q2NRBvtCL0vjT2B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QQNvLKMaKKjaUKVI8q2NRBvtCL0vjT2B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QQNvLKMaKKjaUKVI8q2NRBvtCL0vjT2B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QQNvLKMaKKjaUKVI8q2NRBvtCL0vjT2B/view?usp=drive_link

Sasaran Tematik Jenis Bukti Dukung Link Periode Triwulan
1 2 3|4
Tersedianya https://drive.google.co X
dukungan PNBP Polri: Buah Manis Dari m/file/d/1CUo01kW-
Analisis/Kajian | Perbaikan Organisasi Dan S5 IS5rkcyCKyn9Ls-
terkait Digitalisasi Layanan dalam i8iThol /view?usp=driv
digitalisasi Masukan PA3KN dalam Nota esdk
administrasi Keuangan RAPBN 20
pemerintahan
S:i?af\;c;? ) o https://drive.google.co X
dan penetapan Kajian Pagu Indlkapf _ m/file/d/1E5dIHYAAYsy
Kementerian Kominfo-Mitra 08b2 DKexN34EHzDfe
APBN Komisi | DPR RI dZi/view?usp=drivesdk
Kajian Pagu Indikatif https://drive.google.co X
Kementerian Pan-RB-Mitra m/file/d/1EXKBTHVXV
Komisi Il bOE2IDpD0I5adZsWQa
WQFpg/view?usp=driv
esdk
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.i X
Pelindungan Data Pribadi Pada d/puslit/files/isu_sepe
Aplikasi IMO kan/Isu%20Sepekan---
I-PUSLIT-Juni-2023-
181.pdf
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.i X
Digitalisasi Sistem Keuangan d/puslit/files/isu_sepe
untuk Peningkatan Inklusi kan/Isu%20Sepekan---
Keuangan Kawasan ASEAN IV-PUSLIT-Maret-2023-
249.pdf
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.i X
Pariwisata Digital: Disrupsi dan d/puslit/files/isu_sepe
Pemanfaatan Teknologi untuk kan/Isu%20Sepekan---
Pariwisata I-PUSLIT-Februari-
2023-210.pdf
Penguatan SPBE dalam Upaya https://drive.google.co X
Meningkatkan Pelayanan Publik | m/file/d/1E8GM55LM



https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E5dlHYAAYsyO8b2_DKexN34EHzDfedZi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E5dlHYAAYsyO8b2_DKexN34EHzDfedZi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E5dlHYAAYsyO8b2_DKexN34EHzDfedZi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E5dlHYAAYsyO8b2_DKexN34EHzDfedZi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EXKBTHVXVbOE2IDpD0l5adZsWQaWQFpg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EXKBTHVXVbOE2IDpD0l5adZsWQaWQFpg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EXKBTHVXVbOE2IDpD0l5adZsWQaWQFpg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EXKBTHVXVbOE2IDpD0l5adZsWQaWQFpg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EXKBTHVXVbOE2IDpD0l5adZsWQaWQFpg/view?usp=drivesdk
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Maret-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Maret-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Maret-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Maret-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Maret-2023-249.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-210.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-210.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-210.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-210.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-210.pdf
https://drive.google.com/file/d/1E8GM55LMyR-j-uNrwpux0_8qIKqMMPU9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E8GM55LMyR-j-uNrwpux0_8qIKqMMPU9/view?usp=drivesdk

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

dan Administrasi Pemerintahan
(Buletin APBN, Ed. 12/2023)

yR-j-
uNrwpux0 8qglKgMMP
U9/view?usp=drivesdk

IHPS

Kajian dan Evaluasi Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik

https://drive.google.co
m/file/d/1bPQieh6xUi
hwWnyq5c8ywnUF4d
Vt4pz0/view?usp=driv
e _link

Kajian dan Evaluasi Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

https://drive.google.co
m/file/d/1c0cRU04-
9CLJNfuQuGdk2PEolc
OleM7d/view?usp=dri
ve link

Kajian dan Evaluasi Pemantauan | https://drive.google.co X
Pelaksanaan Undang-Undang m/file/d/110pK8Sk8ZIf
Nomor 23 Tahun 2011 tentang S8ArxcU41cgBAOgElb-
Pengelolaan Zakat 6t/view?usp=drive lin
k
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.i X
Digitalisasi Pendidikan Indonesia | d/puslit/files/policy br
ief/Policy%20Brief-28-
1-M-2023.pdf
Analisis/kajian tentang https://berkas.dpr.go.i X

Pemutusan Akses Platform
Digital yang Memuat Konten
Indoktrinasi dan Radikalisme

d/puslit/files/isu_sepe
kan/Isu%20Sepekan---
V-PUSLIT-Agustus-

2023-181.pdf



https://drive.google.com/file/d/1E8GM55LMyR-j-uNrwpux0_8qIKqMMPU9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E8GM55LMyR-j-uNrwpux0_8qIKqMMPU9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E8GM55LMyR-j-uNrwpux0_8qIKqMMPU9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bPQieh6xUihwWnyq5c8ywnUF4dVt4pz0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bPQieh6xUihwWnyq5c8ywnUF4dVt4pz0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bPQieh6xUihwWnyq5c8ywnUF4dVt4pz0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bPQieh6xUihwWnyq5c8ywnUF4dVt4pz0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bPQieh6xUihwWnyq5c8ywnUF4dVt4pz0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11OpK8Sk8ZlfS8ArxcU41cgBA0qElb-6t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11OpK8Sk8ZlfS8ArxcU41cgBA0qElb-6t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11OpK8Sk8ZlfS8ArxcU41cgBA0qElb-6t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11OpK8Sk8ZlfS8ArxcU41cgBA0qElb-6t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11OpK8Sk8ZlfS8ArxcU41cgBA0qElb-6t/view?usp=drive_link
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Analisis/kajian tentang
Transformasi Ekonomi Digital di
Indonesia

https://berkas.dpr.go.i
d/puslit/files/isu_sepe
kan/Isu%20Sepekan---
IV-PUSLIT-Agustus-

2023-2047.pdf

Digitalisasi Sistem Kesehatan

https://drive.google.co
m/file/d/13g5UKzJOt
WyQGOICsdRA Shek
4m3wPe/view?usp=sh
aring

Dukungan
Teknologi
Informasi

Tersedianya layanan teknologi
informasi pendukung fungsi
legislasi, anggaran dan
pengawasan yang terintegrasi

https://drive.google.co
m/file/d/1FaQluG-D-
XTsGiU6M8PDFRsSAZKV
GOPPI/view?usp=drive
sdk



https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-2047.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-2047.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-2047.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-2047.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-2047.pdf
https://drive.google.com/file/d/13g5UKzJOtWyQGOICsdRA_Shek_4m3wPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13g5UKzJOtWyQGOICsdRA_Shek_4m3wPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13g5UKzJOtWyQGOICsdRA_Shek_4m3wPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13g5UKzJOtWyQGOICsdRA_Shek_4m3wPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13g5UKzJOtWyQGOICsdRA_Shek_4m3wPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaQIuG-D-XTsGiU6M8PDFRsAZKVG0PPl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FaQIuG-D-XTsGiU6M8PDFRsAZKVG0PPl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FaQIuG-D-XTsGiU6M8PDFRsAZKVG0PPl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FaQIuG-D-XTsGiU6M8PDFRsAZKVG0PPl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FaQIuG-D-XTsGiU6M8PDFRsAZKVG0PPl/view?usp=drivesdk

V.PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Sasaran Tematik

Jenis Bukti Dukung

Link

Periode Triwulan

Tersedianya
anggaran
belanja
barang/jasa
minimal 40%
untuk produk
dalam negeri

Tampilan dashboard
perencanaan penggunaan
Produk Dalam Negeri (PDN)
pada aplikasi SIRUP Setjen DPR
RITA. 2023

Dashboard SIRUP 2023

» RUP K/L (google.com)



https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/70f5f350-2a24-4fd0-a00f-6051e56cfdf1/page/p_ici159ebsc
https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/70f5f350-2a24-4fd0-a00f-6051e56cfdf1/page/p_ici159ebsc

LAMPIRAN 2

KETERANGAN BUKTI DUKUNG REALISASI PER 30 SEPTEMBER 2023

A. TEMATIK KEMISKINAN
SASARAN

NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN

1. Tersedianya 1. Naskah  Akademik | 1. Dalam Pasal 3 Draft RUU
dukungan dan RUU tentang | tentang  Kewirausahaan  Nasional
penyusunan Kewirausahaan Nasional dijelaskan tujuan dari penyelenggaraan
Naskah Akademik | 2- Naskah  Akademik | kewirausahaan nasional yakni
dan RUU, dan RUU tentang Larangan | penciptakan Wirausaha baru yang
Pendampingan Praktll_< Monopoli .dan kreatif dan inovatif; meningkatkan
Pembahasan Persaingan  Usaha  Tidak kualitas dan kapasitas Wirausaha;
RUU dan/atau Sehat .| meningkatkan skala usaha; dan

3. Naskah  Akademik , >

penyusunan dan RUU tentang menciptakan lapangan kerja dan
keterangan DPR Perlindungan dan | memperluas kesempatan kerja. Dari

dalam judicial
review UU untuk
mendukung
pelaksanaan
fungsi legislasi
DPR terkait
pengentasan
kemiskinan

Pemberdayaan Pasar Rakyat
4. Naskah  Akademik
dan RUU tentang
Pengelolaan Zakat

5. Naskah  Akademik
dan RUU tentang
Kesejahteraan |Ibu dan Anak
6. Naskah  Akademik
dan RUU tentang Wakaf

7. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan

8. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja

9. Konsep Keterangan
DPR atas Perkara Nomor
45/PUU-XXI1/2023

10. Pengujian UU Nomor
39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan

tujuan tersebut terlihat bahwa RUU ini
dapat mengentaskan kemiskinan.

2. Dalam Pasal 3 huruf ¢ Draft
RUU tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dijelaskan bahwa tujuan
pengaturan larangan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat
yakni untuk mewujudkan iklim usaha
yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga
menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi
Pelaku Usaha. Dari tujuan ini maka
dengan adanya iklim usaha yang sehat
akan membuka lapangan pekerjaan
dan dapat mengentaskan kemiskinan.

3. Dalam Pasal 3 huruf d Draft UU
tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Pasar Rakyat
dijelaskan bahwa tujuan

penyelenggaraan perlindungan dan
pemberdayaan pasar rakyat antara lain
meningkatkan kesempatan berusaha
dan menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Dalam Konsideran huruf b
RUU tentang Pengelolaan Zakat
tercantum bahwa tujuan dilaksanakan
zakat untuk mengentaskan
kemiskinan.  Selanjutnya hal ini
dipertegas pula dalam Pasal 3 huruf a
bahwa penyelenggaraan pengelolaan
zakat bertujuan mengentaskan
kemiskinan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kemudian
Bab IlI, Bagian Keempat Penyaluran,




NO.

SASARAN
TEMATIK

OUTPUT

KETERANGAN

Paragraf 3 Pendayagunaan, mengatur
mengenai pendayagunaan zakat untuk
pemberdayaan fakir dan miskin.

5. Dalam Pasal 3 RUU tentang
Kesejahteraan |bu dan Anak diatur
bahwa penyelenggaraan
kesejahteraan ibu dan anak
diantaranya bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup ibu dan
anak yang lebih baik untuk mencapai
kesejahteraan lahir dan batin, serta
untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang unggul. Peningkatan
kualitas hidup dan sumber daya
manusia yang unggul merupakan salah
satu bentuk untuk dapat mengentaskan
kemiskinan.

6. Dalam Pasal 42 RUU tentang
Wakaf dijelaskan bahwa dalam upaya
mencapai tujuan dan fungsi wakaf,
harta benda wakaf hanya dapat
diperuntukan bagi: sarana dan
kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan
pendidikan serta kesehatan; kemajuan
dan peningkatan ekonomi; dan/atau
kemajuan kesejahteraan umum
lainnya. Peruntukan wakaf ini sebagai
bentuk untuk membantu pengentasan
kemiskinan  melalui  pemanfaatan
peruntukan harta benda wakaf.

7. Pasal 65 ayat (4) terkait
tanggung jawab pemerintah atas
pemenuhan gizi keluarga miskin dan
dalam situasi darurat. Selanjutnya
Pasal 189 huruf e dan f terkait
kewajiban rumah sakit untuk
menyediakan sarana dan pelayanan
bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin, serta melaksanakan fungsi
sosial antara lain memberikan fasilitas
pelayanan bagi pasien tidak mampu
atau miskin. Kemudian pada
Penjelasan Pasal 1" terkait
ketersediaan dan akses terhadap
fasilitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat terluar, terpencil, dan
termiskin.

8. Dalam Pasal 3 UU tentang
Penetapan Perpu Cipta Kerja diatur
bahwa salah satu tujuan pembentukan
Perpu ini adalah untuk menciptakan
dan meningkatkan lapangan Kkerja,




NO.

SASARAN
TEMATIK

OUTPUT

KETERANGAN

menjamin  setiap warga negara
memperoleh pekerjaan serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang asil dan
kayak dalam hubungan kerja.

9. Pemohon mengajukan
pengujian UU Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan, tepatnya pada
ketentuan Pasal 93 ayat (4) UU
Perkebunan yang berbunyi
“Penghimpunan dana dari Pelaku
Usaha Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan
untuk pengembangan sumber daya
manusia, penelitian dan
pengembangan, promosi Perkebunan,
peremajaan Tanaman Perkebunan,
dan/atau sarana dan prasarana
Perkebunan”. Permohon beranggapan
ketentuan tersebut inkonstitusional
karena Pemohon yang merupakan
salah satu Pelaku Usaha Perkebunan
dan juga sebagai Penerima Manfaat
mendalilkan memiliki hak untuk
mengetahui  alokasi  Pembiayaan
Usaha Perkebunan yang bersumber
dari Penghimpunan Dana Pelaku
Usaha Perkebunan.

Tersedianya
dukungan
Analisis/Kajian
terkait
pengentasan
kemiskinan dalam
proses
pembahasan dan
penetapan APBN

1. Percepatan
Penghapusan  Kemiskinan
Ekstrem” dalam Kajian Isu
Strategis Rencana
Pembangunan Tahun 2024
2. Akselerasi
Penurunan Prevelansi
Stunting “ dalam Kajian Isu
Strategis Rencana
Pembangunan Tahun 2024
3. Reformasi  Subsidi
Dan Kompensasi Energi”
dalam Masukan PA3KN atas
Nota Keuangan RAPBN 2024
4. Program
Perlindungan Sosial’ dalam
Masukan PA3KN atas Nota
Keuangan RAPBN 2024

5. Penggunaan Dana
Desa Sudah Saatnya
Diprioritaskan Untuk

Pemberdayaan Masyarakat”
dalam Masukan PA3KN atas
Nota Keuangan RAPBN 2024

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota
DPR RI dalam melaksanakan fungsi
anggaran pada proses pembahasan
dan penetapan APBN yang berkaitan
dengan pengentasan kemiskinan.
Substansi analisis yang diberikan
mencakup beberap hal antara lain:
pengentasan kemiskinan ekstrim,
akses air minum layak dan sanitasi
layak, perlindungan sosial, pagu
indikatif kementerian/lembaga yang
berkaitan langsung dengan
pengentasan kemiskinan, subsidi,
bantuan sosial, dan kebijakan lainnya.

Berapa ringkasan kajian/analisis
antara lain:

1. Besarnya anggaran
kemiskinan yang tidak sejalan dengan
hasil penurunan kemiskinan perlu
dievaluasi. Di 2015, jumlah penduduk
miskin sebanyak 28,51 juta jiwa




NO.

SASARAN
TEMATIK
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KETERANGAN

6. Perlindungan Sosial”
dalam Telaahan atas Arah
Kebijakan Fiskal dalam KEM
PPKF

7. Kajian Pagu Indikatif
Kementerian Sosial

dengan rata-rata garis kemiskinan
(menurut provinsi) sebesar Rp4,48
juta per orang per tahun. Anggaran
kemiskinan yang dikeluarkan
pemerintah melalui APBN sebesar
Rp230,79 triliun atau setara Rp8,32
juta per orang per tahun. Apabila
berasumsi alokasi Rp8.322.809 per
orang per tahun tersebut diserahkan
secara tunai ke seluruh penduduk
miskin, maka seharusnya Indonesia
sudah zero kemiskinan, karena alokasi
anggarannya sekitar 1,8 kali lipat dari
garis kemiskinan. Realitanya tidak
demikian, angka kemiskinan di 2016
masih 27,76 juta atau hanya turun
750ribu jiwa. Kontradiksi alokasi
anggaran kemiskinan per orang di
2015 dengan realita angka kemiskinan
di 2016 inilah yang menjadi dasar
yang solid untuk mengevaluasi total
berbagai anggaran program
pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi,
fenomena kotradiktif ini terus berlanjut
sepanjang 2015-2022. Alokasi
anggaran kemiskinan per orang per
tahun lebih besar di atas 1,5 kali lipat
rata-rata garis kemiskinan per orang
per tahun.

2. Target angka kemiskinan
dalam APBN tidak pernah tercapai.
Untuk itu, Badan Anggaran DPR RI
perlu meminta pemerintah untuk dapat
memenuhi target angka kemiskinan
yang di tetapkan dalam APBN 2024.
Badan Anggaran DPR RI juga
meminta kepada kepada pemerintah
agar tidak hanya mengejar angka
kemiskinan secara agregat nasional
saja. Pemerintah juga harus mampu
memperkecil disparitas capaian angka
kemiskinan antar provinsi dan antar
kabupaten/kota di setiap regional
pulau di Indonesia, serta memperkecil
indeks keparahan dan indeks
kedalaman kemiskinan di perkotaan.
3. Guna menangangi inclusion
error dan disparitas distribusi energi
bersubsidi, maka penguatan data yang
akurat dan memiliki profil terhadap
pengguna yang detail mutlak untuk
dibangun. Dalam rangka memitigasi
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dampak ketidakpastian global
terhadap alokasi subsidi dan
kompensasi energi, maka peningkatan
bauran energi harus dilakukan. Bauran
energi salah satunya dengan
mengoptimalkan sumber daya energi
baru terbarukan (EBT) yang terdapat
di Indonesia, mempersingkat masa
operasi pembangkit listrik fosil,
pengembangan EBT kepastian hukum,
pemberian insentif fiskal maupun non
fiskal, adanya skema pendanaan
investasi yang mudah dan cepat,
Selain meningkatkan bauran energi,
pelaksanaan tariff adjustment juga
sebaiknya dilakukan untuk menekan
alokasi anggaran subsidi dan
kompensasi energi. Penyesuaian tarif
ini sebaiknya dilakukan dengan
mempertimbangkan kemampuan
APBN dan kondisi perekonomian serta
daya beli masyarakat.

4, Alokasi anggaran terbesar
ditujukan kepada program dukungan
manajemen yaitu sebesar 48,48
persen dari total belanja Kementerian
ESDM, yaitu sebesar Rp3.285 miliar.
Alokasi anggaran untuk program
energi dan ketenagalistrikan
menempati urutan kedua yaitu
sebesar 31,93 persen dari total
belanja Kementerian ESDM, sebesar
Rp2.163,7 miliar. Meskipun memiliki
porsi nomor dua terbesar, namun jika
dibandingkan dengan outlook di tahun
2023, alokasi program energi dan
ketenagalistrikan mengalami
penurunan sebesar 31,65 persen.
Seyogyanya alokasi anggaran untuk
program energi dan ketenagalistrikan
minimal sama dengan dukungan
manajemen, karena subsidi Energi
dan subsidi listrik menjadi bagian dari
anggaran program energi dan
ketenagalistrikan.

5. Terkait dengan penghapusan
ekmiskinan ekstrim, Pusat Analisis
Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan
Negara (PA3KN) memiliki sejumlah
masukan kepada AKD DPR RI, antara
lain:
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a. Sebagai tindak lanjut
pemadanan dan sinkronisasi data
antar Kementerian/Lembaga dan
pemerintah daerah, perlu adanya
komitmen dari pemerintah daerah
untuk mengeluarkan masyarakat-
masyarakat yang seharusnya tidak
berhak menerima program (inclusion
error) dan memasukkan
kelompokkelompok masyarakat yang
seharusnya berhak menerima namun
selama ini belum mendapatkan
manfaat dari program-program
eksisting.

b. Pemerintah pusat terutama
melalui Kemenko PMK maupun
Sekretariat Wakil Presiden, perlu
mendorong konvergensi dan
keterpaduan antar program yang
dilakukan oleh K/L dan Pemerintah
daerah dengan didukung sistem dan
mekanisme monitoring yang
terintegrasi untuk memastikan setiap
masyarakat miskin ekstrem dan
masyarakat miskin mendapatkan
program-program bantuan secara
komprehensif.

C. Pemerintah pusat terutama
melalui Kemenko PMK maupun
Sekretariat Wakil Presiden, perlu
mendorong konvergensi dan
keterpaduan antar program yang
dilakukan oleh K/L dan Pemerintah
daerah dengan didukung sistem dan
mekanisme monitoring yang
terintegrasi untuk memastikan setiap
masyarakat miskin ekstrem dan
masyarakat miskin mendapatkan
program-program bantuan secara
komprehensif

6. Terkait penurunan prevalensi
stunting, Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
(PA3KN) memiliki sejumlah masukan
kepada AKD DPR R, antara
lain:Pencegahan stunting perlu
dilakukan secara optimal pada 3 (tiga)
tingkatan fasilitas layanan Kesehatan,
a. Perlu ada penguatan
komitmen dan kepastian anggaran
untuk kelima pilar Strategi Nasional
(Stranas) percepatan penurunan
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prevalensi stunting yang terdapat
dalam Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan
penurunan Stunting.

b. Perlu pemberdayaan
masyarakat dalam hal penganggaran
atau pendanaan program pencegahan
dan penurunan stunting, sehingga
masyarakat mampu mencari alternatif
pendanaan.

C. Penguatan peran Badan
Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) sebagai leading
sector percepatan penurunan stunting.
d. Percepatan penyusunan
aturan pelaksana dan penyesuaian
dengan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting.

7. Terkait dengan tata kelola
perlindungan sosial, terdapat
beberapa catatan kebijakan yang
disampaikan kepada Komisi VII DPR
RI, antara lain:

a. Perlu mengawal program
pemerintah dalam membangun data
kependudukan tunggal, atau satu data
yang merupakan data integrasi yang
dapat digunakan untuk berbagai
program, termasuk bantuan sosial.

b. Upaya yang perlu dilakukan
oleh pemerintah dalam konvergensi
atau komplementaritas antar program
Perlinsos adalah membuat regulasi
yang mengatur tentang konvergensi
program Perlinsos secara
komprehensif

C. Untuk mengatasi kesalahan
penyaluran Bansos pemerintah yang
tidak sesuai ketentuan, diperlukan
upaya-upaya seperti desain
pemrograman perlinsos, transformasi
digital, dan koordinasi lintas sektor.

Tersedianya
dukungan
keahlian dalam
pelaksanaan
fungsi
pengawasan DPR
RI terkait dengan

1. Analisis/kajian
tentang Upah Pekerja dalam

Prospek

Kesejahteraan:

Perspektif uu
Ketenagakerjaan, UU Cipta
Kerja, dan Perppu Cipta Kerja

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota DPR
RI dalam melaksanakan pengawasan
pelaksanan APBN yang berkaitan
dengan pengentasan kemiskinan.
Substansi analisis yang diberikan
mencakup beberap hal antara lain:
target dan rencana kebijakan




SASARAN

NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN
pengentasan 2. Analisis/kajian penegntasan kemiskinan,
kemiskinan tentang Peran Infrastruktur | implementasi kebijakan dan upaya

Dalam _ Akselerasi | yang dilakukan pemerintah,
Tran_sforma3| Ekonomi | perlindungan sosial, pendidikan, upah
Nasional pekerja, kesehatan dan kebijakan
3. Analisis/kajian lainnya.

tentang Kebijakan Ketahanan

Pangan Indonesia

Pascapandemi

4, Analisis/kajian Berapa ringkasan kajian/analisis antara
tentang Pentingnya | lain:

Transparansi dalam

Pembentukan RUU | & Untuk mewujudkan target 0%
Kesehatan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada
5. Analisis/kajian tahun 2024, DPR RI melalui Komisi
tentang Kebijakan Impor | VIl yang memiliki fungsi pengawasan,
Beras dalam Pemenuhan | dalam rapat kerja bersama pemerintah

Cadangan Beras Pemerintah
6. Analisis/Kajian
tentang Target Penurunan
Kemiskinan Ekstrim 0% Pada
2024

7. Analisis/kajian
tentang Transformasi Sistem
Pangan Global Untuk
Pengelolaan Pangan
Berkelanjutan di Indonesia

8. Analisis/kajian
tentang  Hilirisasi  Sektor
Perikanan dan Kelautan
dengan Memberdayakan
Koperasi Nelayan

9. Analisis/kajian
tentang Perlunya Satu Data
Pangan

10. Analisis/kajian
tentang Memperkokoh
Keterkaitan Ketahanan
Pangan dan Energi

11. Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Petani Tebu”
dalam Buletin APBN edisi
2/2023

12. Pernyataan Menpan
RB Pintu masuk evaluasi
anggaran kemiskinan dalam
Sekilas APBN ed11/2023

13. Akuntabilitas  Data
Keluarga Penerima Manfaat
Aplikasi e-PKH” dalam Kajian
Akuntabilitas ed 2/2023 him
13

14. Akuntabilitas
Pelaksanaan Penyaluran
Bansos Sembako/BPNT”

dapat segera: Mendorong kolaborasi
dan kerjasama antara pemerintah
pusat dan daerah untuk memastikan
program bantuan tepat sasaran
kepada masyarakat yang miskin
ekstrim. Up date kesesuaian data
sangat dibutuhkan guna tercapainya
program yang tepat sasaran

b. Transformasi ekonomi sangat
dibutuhkan untuk menghadapi
tantangan ekonomi global dan keluar
dari jebakan middle income trap.
Pemerintah telah menunjukkan
keseriusannya dalam membangun
infrastruktur melalui berbagai
kebijakan, termasuk kebijakan fiskal.
Transformasi ekonomi diharapkan
dapat menggeser struktur ekonomi
yang semula berbasis komoditas,
menjadi berbasis investasi, produksi,
dan pelayanan yang memiliki value
added tinggi.

C. Hasil kajian menunjukkan
bahwa Pemerintah harus selalu
melakukan evaluasi terkait rencana
impor beras, agar tidak merugikan
petani dalam negeri serta
memperbaiki peran dan cara kerja
Bulog dalam menjalankan tugasnya.
Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi
IV dan VI perlu melakukan
pengawasan terhadap upaya yang
dilakukan pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan ini.
d. Kebijakan hilirisasi di sektor
perikanan dan kelautan berpotensi
memberikan kontribusi yang sangat
besar bagi perekonomian Indonesia.
Melalui kebijakan ini, berbagai produk
perikanan akan memiliki nilai tambah.
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dalam Kajian Akuntabilitas ed
3/2023 him 13

15. Mungkinkah  Target
Kemiskinan Ekstrem Nol
Persen di 20237 Dalam
Sekilas APBN ed 20/2023
16. Anggaran Bansos
Turun, Angka Putus Sekolah
naik” dalam Sekilas APBN ED
31/2023

17. Angka putus Sekolah
naik, Alarm Evaluasi Program
Indonesia  Pintar” dalam
Sekilas APBN edisi 32/2023
18. Optimisme Pahlawan
Ekonomi Nusantara (PENA)
dalam Menanggulangi
Kemiskinan” dalam Kajian
untuk Komisi VI

19. Ringkasan Hasil
Pemeriksaan BPK Semester
[I' Tahun 2022 Kementerian
Sosial- Mitra Komisi l:
Laporan Hasil Pemeriksaan
Kepatuhan atas Pengelolaan
dan

20. Pertanggungjawaba
n Belanja Bantuan Sosial
Penanganan Covid-19

21. Lanjutan Tahun 2022
(Triwulan 1)} pada
Kementerian Sosial dan

22. Instansi Lain terkait
di Provinsi DKI Jakarta, Jawa
Barat, D.I

23. Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan
Sumatera Utara

24, Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
25. Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau
Barang

26. Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

Akan tetapi, kebijakan tersebut harus
berdampak terhadap kesejahteraan
nelayan. Untuk itu, pemberdayaan
koperasi nelayan sebagai penyangga
usaha sangat diperlukan. Sehubungan
dengan itu, diperlukan dukungan dan
perhatian dari DPR RI, khususnya
Komisi IV, yang membidangi sektor
perikanan dan kelautan dengan
melakukan pengawasan dan dorongan
terhadap pemerintah dalam upaya
hilirisasi industri sektor ini tanpa
melupakan berbagai upaya
pembangunan sisi hulu dari sektor
perikanan. Penguatan kelembagaan
koperasi nelayan sangat diperlukan
sehingga nelayan mempunyai daya
tawar dan daya saing dalam
pembangunan A industri perikanan.

e. Banyak masyarakat miskin
yang menjadi korban perdagangan
orang karena keinginan untuk
memenuhi kebutuhan perekonomian
keluarga sehingga sistem edukasi dan
perbaikan kesejahteraan masyarakat
perlu mendapat perhatian pemerintah.
f. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1961 perlu diganti dengan
pengaturan yang baru yang mampu
memberikan perlindungan dan
kepastian hukum terhadap
masyarakat. Pengaturan dalam UU
pengumpulan uang dan barang ini
menghambat pelaksanaan zakat dan
pengumpulan bantuan bagi
masyarakat yang menjadi korban
bencana maupun dalam upaya
pengentasan kemiskinan.

g. Diperlukan komitmen
Pemerintah untuk memberikan ganti
rugi bagi masyarakat yang telah
direlokasi karena adanya bencana,
termasuk penyediaan lapangan
pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya selama ini.

h. 8Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM khususnya Pekerja
Sosial melalui program pelatihan dan
proses rekrutmen yang sesuai dengan
standar, peningkatan komitmen dari
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam pemenuhan sarana dan
prasarana penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, simplifikasi dan
integrasi pendataan kesejahteraan
sosial, sosialisasi penyusunan




SASARAN

NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN

27. Analisis/kajian program kerja pemerintah daerah oleh

tentang Poin-Poin Krusial | pemerintah pusat, dan mempermudah

Perubahan Undang-Undang | aksesibilitas DTKS.

tentang Desa

28. Analisis/kajian

tentang Produksi Sapi dalam

Negeri dan Kebijakan

Swasembada Sapi

29. Analisis/kajian

tentang Pentingnya

Akselerasi Penurunan

Kemiskinan Melalui

Pemberdayaan Masyarakat

30. Analisis/kajian

tentang Stabilisasi Harga

Beras

31. Analisis/kajian

tentang Peluang Membangun

Ketahanan Pangan di Tengah

El Nino

B. TEMATIK INVESTASI
SASARAN
NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN
1. Tersedianya 1. Dalam Bab VIl tentang

dukungan 1. Naskah  Akademik | penumbuhan Usaha di Draft RUU
penyusunan dan RUU tentang | tentang Kewirausahaan Nasional diatur
Naskah Akademik | Kewirausahaan Nasional bahwa penumbuhan usaha yang
dan RUU, 2. Naskah  Akademik | dilakukan melalui kemudahan legalitas
Pendampingan dan RUU tentang Larangan | usaha, pembentukan zonasi usaha,
Pembahasan Praktik Monopoli dan | dan dukungan promosi produk.
RUU dan/atau Persaingan Usaha Tidak | 2. Dalam Pasal 3 RUU tentang
penyusunan Sehat Larangan Praktik Monopoli dan
keterangan DPR 3. Naskah  Akademik | Persaingan Usaha Tidak Sehat
dalam judicial dan RUU tentang Industri | dijelaskan mengenai tujuan dari RUU
review UU untuk Strategis Perkebunan ini yakni mewujudkan iklim usaha yang
mendukung 4, Naskah  Akadamik | kondusif melalui pengaturan
pelaksanaan dan RUU tentang Perubahan | persaingan usaha yang sehat sehingga
fungsi legislasi Kedua Atas Undang-Undang | menjamin adanya kepastian

DPR terkait
investasi.

Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas
Bumi

5. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2023
tentang Landas Kontinen

6. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

kesempatan berusaha yang sama bagi
Pelaku Usaha.

3. Dalam Pasal 18 RUU tentang
Industri Strategis Perkebunan
mengatur mengenai Pemerintah Pusat
dan Pemerintah  Daerah dalam
mendorong penanaman modal di
bidang Industri Strategis Perkebunan
untuk memperoleh nilai tambah
sebesar-besarnya atas pemanfaatan




SASARAN

NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN
7. Undang-Undang sumber daya nasional dalam rangka
Nomor 6 Tahun 2023 tentang | pendalaman struktur industri nasional
Penetapan Peraturan | dan peningkatan daya saing Industri
Pemerintah Pengganti | Strategis Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja

8. Keterangan DPR
atas Perkara Nomor 35/PUU-
XX1/2023

9. Pengujian Undang-
Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

10. Keterangan DPR
atas Perkara Nomor 5 dan
6/PUU-XXI1/2023

11. Pengujian formil
Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

12. Keterangan DPR
atas Perkara Nomor 40, 41,
46, dan 50/PUU-XX1/2023
13. Pengujian formil UU
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja  Menjadi  Undang-
Undang

14. Keterangan DPR
atas Perkara Nomor 54/PUU-
XX1/2023

15. Pengujian formil UU
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja  Menjadi  Undang-
Undang
16. Konsep keterangan

DPR atas Perkara Nomor
11/PUU-XXI/2023

17. Penguijian Materiil
UU Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewaijiban
Pembayaran Utang

18. Konsep keterangan
DPR atas Perkara 14/PUU-
XX1/2023

4, Dalam Pasal 4A mempertegas
pembagian kewenangan antara
kelembagaan Minyak dan Gas Bumi
dalam hal ini BUK Migas sebagai
pemegang kuasa usaha pertambangan
dengan Pemerintah Pusat sebagai
pemegang kuasa pertambangan.
Perubahan tata kelola Minyak dan Gas
Bumi juga dimaksudkan untuk
memperpendek rantai birokrasi,
meningkatkan efisiensi biaya
operasional di hulu, dan prioritas
alokasi Minyak dan Gas Bumi untuk
pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
5. Dalam UU tentang Landas
Kontinen mengatur mengenai kegiatan
di landas kontinen berupa eksplorasi
dan/atau eksploitasi sumber daya
alam, hal ini dipertegas dalam Bab IV
Kegiatan di Landas Kontinen
khususnya di Bagian Ketiga Eksplorasi
dan/atau Eksploitasi Sumber Daya
Alam.

6. Dalam uu tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, Pasal 229 BAB XVI
Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan,
dan Pelindungan Konsumen diatur
bahwa pelindungan konsumen di
sektor keuangan dapat menciptakan
lingkungan yang lebih aman bagi
investor dan mendorong peningkatan
investasi.

7. Untuk mendukung
peningkatan investasi diatur dalam Bab
[ll terkait Peningkatan Investasi dan
Kegiatan Berusaha, yang meliputi
Penyederhanaan Perizinan Berusaha,
persyaratan investasi, kemudahan
berusaha, riset dan inovasi, pengadaan
lahan, dan kawasan ekonomi.

8. Pengujian UU PWP3K terkait
kepastian ijin pertambangan di pulau
kecil dalam kasus konkrit dimana RT
RW Kabupaten dibatalkan oleh
Mahkamah Agung namun ijin investasi
tetap ada dan berlaku namun tidak
dapat dilakukan usaha pertambangan.
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19. Pengujian formil
Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

20. Konsep Keterangan
DPR atas Perkara Nomor
18/PUU-XXI1/2023

21. Pengujian UU Nomor
33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal dan
Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

22. Konsep Keterangan
DPR atas Perkara Nomor
38/PUU-XX1/2023

23. Pengujian formil dan
materiil UU Nomor 7 tahun
2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan

24, Konsep Keterangan
DPR atas Perkara Nomor
39/PUU-XX1/2023

25. Pengujian UU Nomor

6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja  Menjadi  Undang-
Undang
26. Konsep keterangan

DPR atas perkara nomor
52/PUU-XX1/2023

27. Pengujian KUHD

28. Konsep Keterangan
DPR atas perkara nomor
83/PUU-XX1/2023

29. Pengujian UU Nomor
7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

30. Konsep keterangan
DPR atas perkara nomor
84/PUU-XX1/2023

31. Pengujian UU Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta

32. Konsep keterangan
DPR atas perkara nomor
112/PUU-XXI1/2023

33. Pengujian UU Nomor
40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian dan  UU

Ketentuan yang dimohonkan pengujian
adalah Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35
huruf (k) UU PWP3K yang mengatur
mengenai pemanfaatan pulau kecil.

9. Pengujian formil Perppu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja terhadap UUD Tahun 1945.
Pemohon mendalilkan pembentukan
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja merugikan masyarakat dan
penyusunannya tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan Putusan
MK Nomor 91/PUU-XVI11/2020.

10. Pengujian formil UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam
pemeriksaan perkara ini, Mahkamah
Konstitusi memanggil DPR untuk
memberikan  keterangan terhadap
perkara perkara ini dalam waktu
bersamaan sehingga keterangan DPR
atas 4 perkara tersebut digabungkan.
11. Pengujian formil UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang.
Perkara ini tidak lepas dari perkara 40,
41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 yang
telah dimulai pemeriksaannya terlebih
dahulu oleh MK.

12. Pengujian Materiil UU Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang terhadap UUD Tahun 1945.
Dalam permohonannya, Pemohon
mengajukan pengujian  terhadap
Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal
55 ayat (1) UU Kepailitan. ketentuan
Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan
memberikan pengecualian terhadap
Kreditor Separatis untuk mengeksekusi
harta Debitor seolah-olah tidak terjadi
kepailitan. Namun untuk melaksanakan
eksekusi tersebut harus mengacu
kepada Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,
dan Pasal 59 UU Kepailitan,
sedangkan dalam penjelasan Pasal 31
ayat (1) UU Kepailitan tidak disertakan
Pasal 59 UU Kepailitan vyang
mengakibatkan ketidakpastian hukum
dalam tata cara pelaksanaan eksekusi
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Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi
Perpajakan
34.

Peraturan

serta mempersepit norma. Hal tersebut
timbul akibat mayoritas Kreditur
Separatis tetap beranggapan bahwa
ketentuan Pasal 59 UU Kepailitan tidak
berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal
31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU
Kepailitan. Sehingga anggapan Para
Pemohon, bahwa Kreditor Separatis
tidak perlu tunduk kepada batasan
jangka waktu 2 (dua) bulan untuk
mengeksekusi atau menjual aset
apabila debitur telah dinyatakan dalam
keadaan insolvensi.

13. Pengujian  formil Perppu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja terhadap UUD Tahun 1945.
Pemohon mengajukan pengujian formil
Perppu Cipta Kerja yang pada intinya 1.
Bahwa tidak ada kebutuhan hukum
yang mendesak untuk diselesaikan
secara cepat, 2. Bahwa tidak terdapat
kekosongan hukum (rechtvacuum)
yang harus dijawab dengan objek
Perkara, bahwa Presiden Bersama
dengan DPR memiliki waktu yang lebih
dari cukup untuk memperbaiki UU
Cipta Kerja, 3. bahwa objek Perkara
menciderai putusan mahkamah
konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020
terkait meaningful participation, dan 4.
bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja
merupakan pengabaian putusan MK
dan merupakan pelanggaran
konstitusi.

14. Pengujian UU Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal
dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja terhadap UUD
Tahun 1945. Pemohon mengajukan
pengujian Materiil Pasal 34 ayat (2) UU
JPH dan Pasal 48 angka 19 dan Pasal
48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang

berkaitan dengan mekanisme
penerbitan sertifikat halal.
15. Pengujian formil dan materiil

UU Nomor 7 tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
terhadap UUD Tahun 1945. Dalam
permohonannya, Pemohon
mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (1)
huruf a UU HPP yang dianggap
berpotensi melanggar hak
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konstitusional Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat
(1) UUD Tahun 1945.

16. Pengujian UU Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon
perkara ini terdiri atas 119 pemohon
dan mengajukan pengujian terhadap
Para Pemohon mengajukan pengujian
materiil terhadap Pasal 42 angka 5
Pasal 7 ayat (1), Pasal 42 angka 6
Pasal 10 ayat (2), Pasal 42 angka 7
Pasal 11 ayat (1), Pasal 42 angka 15
Pasal 23 ayat (2), Pasal 42 angka 23
Pasal 33 ayat (1), Pasal 42 angka 23
Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 6/2023.
17. Pengujian KUHD terhadap
uubD Tahun 1945. Pemohon
mengajukan penguijian terhadap Pasal
251 KUHD yang berketentuan “Semua
pemberitahuan yang keliru atau tidak
benar, atau semua penyembunyian
keadaan yang diketahui oleh
tertanggung, meskipun dilakukannya
dengan itikad baik, yang sifatnya
sedemikian, sehingga perjanjian itu
tidak akan diadakan, atau tidak
diadakan dengan syarat-syarat yang
sama, bila penanggung mengetahui
keadaan yang sesungguhnya dari
semua hal itu, membuat
pertanggungan itu batal” terhadap
Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
karena menurut Pemohon Pasal 251
KUHD hanya menguntungkan
penanggung, hal ini didasarkan bahwa
tertanggung harus memberitahukan
secara  benar terkait keadaan
tertanggung dimana posisi tertanggung
lemah dan dapat dibohongi oleh
Penanggung. Selain itu, isi klausula-
klausula yang disisipkan Penanggung
menggunakan bahasa yang sulit

dimengerti dan Penanggung
menjelaskan klausula isi polis dengan
tidak jelas.

18. Pengujian UU Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan
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Perpajakan terhadap UUD Tahun 1945.
Pemohon  mengajukan  pengujian
materiil terhadap Pasal 43A ayat (1)
dan ayat (4) dalam Pasal 2 Angka 13
UuU 7/2021.

19. Pengujian Pasal 10 dan Pasal
114 UU Hak Cipta UU Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta terhadap UUD
1945 karena Pemohon beranggapan
Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta
terkait dengan membiarkan penjualan
dan/atau penggandaan barang hasil
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait di tempat perdagangan beserta
sanksinya terkesan masih terlalu
sempit dan belum bisa mengakomodir
fakta atau fenomena yang terjadi saat
ini dimana belum mengatur secara
khusus mengenai
pertanggungjawaban penyedia
layanan digital yang berbasis UGC.
20. Konsep keterangan DPR atas
perkara nomor 112/PUU-XXI/2023
Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian dan UU Nomor
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan terhadap UUD
Tahun 1945. Dalam perkara ini,
Pemohon mendalilkan sebagian besar
materi UU Perasuransian dalam
beberapa aspek dan Pasal 4 ayat (1)
huruf n UU HPP bertentangan Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Tersedianya
dukungan
Analisis/Kajian
terkait investasi
dalam proses
pembahasan dan
penetapan APBN

1. Kajian Pagu Indikatif
Badan Koordinasi
Penanaman Modal - Mitra
Kerja Komisi VI

2. Strategi Mencapai
Target Investasi 2024 Melalui
Online Single Submission
2.0” dalam Masukan PA3KN
atas Nota Keuangan RAPBN
2024

3. Creative Financing
Dalam Pembangunan
Infrastruktur” dalam Masukan
PA3KN atas Nota Keuangan
RAPBN 2024

4, Kebijakan Insentif
Perpajakan, Perbaikan
Kemudahan serta Kepastian

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota
DPR RI dalam melaksanakan fungsi
anggaran pada proses pembahasan
dan penetapan APBN yang berkaitan
dengan investasi. Substansi analisis
yang diberikan mencakup beberap hal
antara lain: pagu indikatif Kemnterian
Investasi/BKPM, implementasi OSS,
creative financing, dan kebijakan
insentif perpajakan dikaitkan dengan
investasi.

Berapa ringkasan kajian/analisis
antara lain:
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Usaha Guna Meningkatkan
Investasi” dalam dalam
Kajian Isu Strategis Rencana
Pembangunan Tahun 2024
5. Hilirisasi SDA” dalam
Telaahan atas Arah
Kebijakan Fiskal Tahun 2024
6. Percepatan
Pembangunan infrastruktur
Guna Mendorong Investasi
serta Peningkatan Kapasitas
produksi dan Daya Saing
dalam dalam Kajian Isu
Strategis Rencana
Pembangunan Tahun 2024

1. Terkait dengan peningkatan
investasi, PABKN menyampaikan
beberapa catatan yang perlu menjadi
perhatian Komisi VI DPR Rl untuk
dilakukan oleh Kementerian
Investasi/BKPM, antara lain:

a. Kementerian Investasi/BKPM
perlu melakukan kerja sama antara
pemerintah baik itu pusat maupun
daerah untuk mempermudah investor
untuk merealisasikan investasinya.

b. Kementerian Investasi/BKPM
selain melakukan promosi juga perlu
mengawal iklim investasi di Indonesia
mulai dari tahap perizinan, financial
closing, pembangunan, hingga sampai
tahap produksi komersial.
Kementerian Investasi/BKPM selain
memfasilitasi investasi dengan nilai
besar, perlu juga untuk memberikan
fasilitasi terhadap investor menengah
dan kecil.

C. Kementerian Investasi/BKPM
perlu meningkatkan jangkauan wilayah
kegiatan penerbitan dan pembagian
Nomor Induk Berusaha bagi pelaku
UMKM perseorangan. Lebih lanjut
Kementerian Investasi/BKPM perlu
memberikan sosialisasi kemudahan
OSS berbasis risiko bagi masyarakat
di daerah.

d. Kementerian Investasi/BKPM
perlu memastikan investasi di
Indonesia turut mengimplementasikan
tingkat penyerapan TKDN yang ketat
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
e. Kementerian Investasi/BKPM
perlu memastikan setiap investasi
yang masuk ke Indonesia waijib
memperhatikan pemerataan
pembangunan, kesejahteraan
masyarakat, memaksimalkan
penggunaan tenaga kerja lokal serta
alih teknologi.

2. Pemerintah perlu memastikan
OSS 2.0 memiliki perimeter keamanan
yang memadai sehingga aman dari
peretasan oleh hacker. Selanjutnya,
diperlukan perbaikan dalam hal
penerapan aturan turunan dari UU
Cipta Kerja serta memastikan OSS
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dilakukan oleh ASN dengan jabatan
fungsional untuk mengurangi adanya
risiko tour of duty. Terakhir, diperlukan
political will dari masing-masing
stakeholder khususnya dalam hal
pemanfaatan teknologi. Hal ini
diperlukan agar cita-cita Indonesia
menuju fase negara maju pada tahun
2045 tidak hanya sebatas di atas
kertas.

3. Selain menciptakan stabilitas
ekonomi dan politik langkah perbaikan
yang dapat dilakukan pemerintah
guna menarik minat investor dalam
berinvestasi di Indonesia dapat dimulai
dari: Pertama, pemerintah perlu
mendorong berbagai bauran
kebijakan. Kedua, perbaikan
kelembagaan dan peraturan
perundang-undangan. Ketiga,
penguatan Sistem Logistik Nasional
(Sislognas). Keempat, penguatan
kelembagaan Pusat Layanan Usaha
Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Tersedianya
dukungan
keahlian dalam
pelaksanaan
fungsi
pengawasan DPR
RI terkait dengan
investasi

1. Analisis/kajian
tentang Perkembangan
Investasi di Indonesia dan
Faktor-Faktor yang
Memengaruhinya

2. Analisis/kajian
tentang Kepastian Hukum
Realisasi Investasi Non-
APBN Pembangunan Ibu
Kota Negara

3. Analisis/kajian
tentang Upaya Peningkatan
Investasi melalui Kawasan
Ekonomi Khusus Lido

4. Analisis/kajian
tentang Komitmen Investasi
Hulu Migas Indonesia 2023
5. Analisis/kajian
tentang Perppu Cipta Kerja:
Kepastian Hukum bagi Iklim

Investasi dan Kemudahan
Berusaha?
6. Analisis/kajian

tentang Perppu Cipta Kerja
dan Dampaknya terhadap
Investasi

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota DPR
RI dalam melaksanakan pengawasan
pelaksanan APBN yang berkaitan
dengan investasi. Substansi analisis
yang diberikan mencakup beberap hal
antara lain: insentif fiskal hulu migas,
kondisi capaian dan pemerataan
investasi di daerah, perppu cipta kerja,
dampak dari perppu cipta kerja
terhadap investasi, determinan yang
memengaruhi investasi, investasi IKN
dan lain sebagainya.

Ringkasan kajian/analisis, antara lain:

a. DPR RI dengan kewenangan
konstitusionalnya menindaklanjuti
untuk menerima atau mencabut
Perppu Cipta Kerja. Keputusan DPR
RI setidaknya mempertimbangkan
indikator kegentingan memaksa yang
diacu Presiden, urgensi Perppu Cipta
Kerja, substansi pengaturan, output
outcome yang dikaitkan dengan
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7. Peran Kemendagri
dalam Perbaikan Iklim
Investasi di Daerah” dalam

kajian  Akuntabilitas ed
3/2023 him 3
8. Anomali Investasi,

tantangan Ketenagakerjaan
Indonesia

9. Peta Jalan Industri
TPT Indonesia Penting
untuk Segera ada Agar
Mampu Kembali Berdaya”
Dalam sekilas APBN edisi

6/2023

10. “80%  Pembiayaan
Infrastruktur IKN berasal dari
Swasta, Bagaimana

tantangannya ?” dalam
Sekilas APBN edisi 18/2023
11. Perkembangan
Investasi di Daerah dan
Perlunya Pemerataan
Investasi Antar  Wilayah”
dalam BIB Ed. 1 2023

12. Analisis Insentif
Fiskal Hulu Migas, Harus
Memikat Agar Pertumbuhan
Investasi Tidak Melambat

13. Ringkasan Hasil
Pemeriksaan BPK Semester
[l Tahun 2022 : Laporan Hasil
Pemeriksaan Kinerja Atas
Efektivitas Kegiatan
Diplomasi Ekonomi di Bidang
Investasi Tahun 2020 s.d.
Semester | Tahun 2022 pada
Kementerian Investasi/Badan
14, Koordinasi
Penanaman Modal dan
Instansi Terkait Lainnya di
Jakarta

15. Analisis/kajian
tentang Tantangan Investasi
Energi Baru dan Energi
Terbarukan Menuju
Indonesia Net Zero Emission

mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, serta
apakah Perppu Cipta Kerja tersebut
dapat menjamin kepastian hukum
yang bermuara pada peningkatan iklim
investasi, kemudahan berusaha, dan
penciptaan lapangan kerja yang dapat
menggerakkan perekonomian
nasional.

b. Komisi IV DPR RI melalui
fungsi pengawasan perlu memastikan
pelaksanaan Perppu Cipta Kerja tidak
menyimpang dari tujuan
pembentukannya, yaitu mampu
menciptakan kerja yang luas bagi
rakyat Indonesia, melalui peningkatan
investasi, mendorong pengembangan
dan peningkatan kualitas Koperasi dan
UMK-M, serta memastikan peraturan
pelaksana yang berkaitan
pembangunan investasi, nantinya
mampu menciptakan kepastian hukum
dan iklim investasi yang kondusif.

C. Nilai investasi Indonesia
mengalami peningkatan yang
signifikan pada tahun 2022. Hal ini
menunjukkan keberhasilan upaya
pemerintah dalam menciptakan iklim
investasi yang kondusif. Namun
demikian, masih ditemui berbagai
kendala dalam meningkatkan
investasi. Terdapat beberapa faktor
yang memengaruhi investasi, yaitu:
suku bunga, inflasi, nilai tukar,
pendapatan per kapita, pertumbuhan
ekonomi, sarana dan prasarana,
aturan perundang-undangan, kualitas
sumber daya manusia, serta keadaan
sosial budaya. Peran DPR RI sangat
dibutuhkan untuk

mengawasi efektivitas kinerja
pemerintah dalam meningkatkan
investasi. DPR RI dan pemerintah
perlu duduk bersama untuk
memikirkan solusi terbaik bagi
permasalahan investasi ini. Selain itu,
perlu disusun regulasi khusus dalam
mendorong tumbuhnya investasi
nasional yang sifatnya komprehensif
dan mengikat sehingga mampu
memberikan kepastian hukum bagi
investor.

d. Guna menarik investor
nonAPBN, pemerintah melalui Otorita
Ibu Kota Negara (OIKN) dan




SASARAN

NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN
kementerian terkait perlu mengadakan
pendekatan dan dialog persuasif
dengan investor swasta serta
menyertakan upaya untuk
meminimalisasi kendala nonregulasi
yang berpotensi pada ketidakpastian
hukum. DPR RI melalui fungsi
pengawasan di komisi terkait,
terutama komisi yang membidangi
investasi, infrastruktur, dan
pertanahan, perlu memastikan
investasi pembangunan di IKN
berjalan secara kondusif dan memiliki
kepastian hukum

C. TEMATIK INFLASI
SASARAN
NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN

1. Tersedianya
Pendampingan
Pembahasan
RUU dan/atau
penyusunan
keterangan DPR
dalam judicial
review UU untuk
mendukung
pelaksanaan
fungsi legislasi
DPR terkait
inflasi.

2. Tersedianya 1. Asumsi Dasar Analisis yang disusun merupakan

dukungan
Analisis/Kajian
terkait inflasi
dalam proses
pembahasan dan
penetapan APBN.

Ekonomi makro : Inflasi”
dalam masukan PA3KN
dalam Nota Keuangan
RAPBN 2024

2. Asumsi Dasar
Ekonomi Makro : Inflasi:
dalam Tinjauan atas
Ekonomi Makro dan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal

3. Mengendalikan
Inflasi Dalam Rangka
Menjaga Stabilitas Ekonomi
Dan Daya Beli Masyarakat”
dalam Kajian Isu Strategis
Pembangunan Tahun 2024.

bentuk dukungan kepada anggota
DPR RI dalam melaksanakan fungsi
anggaran pada proses pembahasan
dan penetapan APBN yang berkaitan
dengan inflasi. Substansi analisis yang
diberikan mencakup beberap hal
antara lain: keterkaitan el nino dengan
inflasi, catatan terhadap penetapan
inflasi dalam penyusunan RUU APBN
2024, serta catatan terhadap
penetapan inflasi dalam APBN 2024.

Berapa ringkasan kajian/analisis
antara lain:
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1. Terkait dengan inflasi terdapat
beberapa hal yang harus menjadi
perhatian Badan Anggaran dan Komisi
XI DPR RI untuk dilakukan oleh
pemerintah, yakni:

a. Integrasi kebijakan yang
menyentuh dari sisi hulu hingga hilir,
termasuk kebijakan pengelolaan stok
pangan domestik, keterjangkauan
harga pangan, serta distribusi di
seluruh wilayah dapat mendorong
terciptanya stabilitas harga hingga ke
seluruh daerah. Proses distribusi yang
didukung dengan infrastruktur dan
teknologi yang terkini dibutuhkan
untuk mewujudkan pasar yang lebih
efisien.

b. Sinergi Tim Pengendalian
Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
khususnya Pemerintah Daerah perlu
memerhatikan supply-demand pangan
dengan melakukan perhitungan
cadangan pangan dengan cepat,
aktual dan tepat sehingga
ketergantungan impor dapat dikurangi.
C. Pengurangan anggaran
subsidi pupuk dan fokus pada
pemberian bahan organik untuk
meningkatkan kesuburan tanah.
Selain itu, juga mengurangi anggaran
yang tidak pro-petani dan
mengalokasikan ke riset untuk
menemukan bibit/varietas unggul yang
tahan terhadap perubahan iklim dan
sarana prasarana pertanian yang lebih
efektif serta lebih efisien melalui kerja
sama bersama petani, swasta dan
akademisi. Dengan terkendalinya
inflasi harga pangan di daerah, maka
inflasi nasional pun dapat terjaga dan
stabil.

2. Alternatif kebijakan yang
dapat dilaksanakan dalam
pengendalian inflasi, antara lain:

a. Dalam menghadapi dampak
climate change terhadap ketahanan
pangan dan inflasi dari volatile food,
maka koordinasi lintas sektor baik
dalam mitigasi maupun adaptasi wajib
dilakukan.
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b. Semakin dinamisnya kondisi
global menuntut bauran kebijakan
moneter, makroprudensial serta sistem
pembayaran perlu semakin fleksibel.

Tersedianya
dukungan
keahlian dalam
pelaksanaan
fungsi
pengawasan DPR
RI terkait dengan
inflasi.

1. Analisis/kajian
tentang Mengatasi Gejolak
Inflasi Menjelang Ramadhan
2. Analisis/kajian
tentang Tren Menurunnya
Surplus Neraca
Perdagangan Indonesia

3. Analisis/kajian
tentang Optimisme
Pertumbuhan Ekonomi
Nasional dan Faktor
Pendukungnya

4, Analisis/kajian
tentang Mewaspadai
Dampak Kenaikan Suku
Bunga Acuan terhadap
Sektor Riil

5. Analisis/kajian
tentang Ancaman Krisis
Utang di Tengah Risiko
Resesi Global

6. Analisis/kajian
tentang Daya Tahan
Ekonomi Indonesia dalam
Mengantisipasi Resesi
Global

7. Analisis/kajian
tentang Catatan DPR
Terhadap Kerangka Ekonomi
Makro dan Kebijakan Fiskal
2024

8. Analisis/kajian
tentang Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Tahun 2023 dan
Strategi Kebijakan

9. Analisis/kajian
tentang Antisipasi Kenaikan
Harga Komoditas Pangan
Saat Bulan Ramadan dan
Idul Fitri 2023

10. Analisis/kajian
tentang Prospek
Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia 2023 di Tengah
Perlambatan Perekonomian
Global

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota
DPR RI dalam melaksanakan
pengawasan pelaksanan APBN yang
berkaitan dengan inflasi. Substansi
analisis yang diberikan mencakup
beberapa hal antara lain: tata kelola
pengendalian inflasi oleh kementerian
teknis, inflasi dan ramadhan, inflasi
dan daya tahan ekonomi, sinergitas
enjaga stabilitas harga dan ketahanan
pangan, serta kebijakan lainnya. Hasil
kajian merekomendasikan, antara lain:

a. Komisi XI DPR RI berperan
untuk mengawasi kebijakan fiskal
yang dilakukan pemerintah khususnya
dalam mengantisipasi lonjakan inflasi
menjelang Ramadan sampai Idulfitri.
Komisi XI perlu mendorong
pemerintah untuk bergerak lebih cepat
menyiasati agar lonjakan inflasi tidak
terjadi saat mulai memasuki bulan
Ramadan, misalnya dengan
menambah ketersediaan stok bahan
pangan jauh hari sebelum Ramadan,
lebih rutin melakukan operasi pasar,
mengontrol distribusi pangan, dan
menindak tegas penimbun bahan
pangan. Selain itu, Komisi XI juga
perlu mendorong Bank Indonesia
untuk berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dalam
mengendalikan inflasi misalnya
melalui Gerakan Nasional
Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
b. Dalam analisisnya penulis
mengungkapkan bahwa kebijakan
fiskal pemerintah secara terukur
menetapkan prioritas belanja-belanja
yang penting di tahun 2023 dan
sangat diharapkan dapat menjaga
ekonomi Indonesia dari ancaman
guncangan-guncangan ekonomi
global. Dikhawatirkan bila kondisi
berlangsung lama akan berdampak
terhadap kenaikan harga atau inflasi
akibat gangguan pasokan dan
distribusi, serta pelemahan ekonomi
dari negara-negara lain. Implikasi
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11. Analisis/kajian
tentang Neraca
Perdagangan dan Struktur
Ekspor Indonesia

12. Analisis/kajian
tentang Strategi Stabilisasi
Ekonomi Di Tengah
Ancaman Resesi Global

13. Analisis/kajian
tentang Surplus Fiskal 2023:
Momentum Genjot
Perekonomian di Era Endemi
14, Analisis/kajian
tentang Premi
Restrukturisasi Perbankan
Sebagai Upaya Mitigasi
Risiko Krisis Keuangan

15. Pengendalian Inflasi
Volatile Food” dalam Buletin
APBN edisi 14/2023

16. Harga Beras Naik:
Benarkah Ketersediaa Beras
yang tidak Banyak?’ dalam
Sekilas APBN edisi 7/2023
17. Harga Beras
Melambung dan masih selalu
Impor: Kemana Larinya
Kedaulatan Anggaran?”
dalam Sekilas APBN edisi
12/2023

18. Mewaspadai
Guncangan Akibat
Keruntuhan Bank Besar di
AS” Dalam Sekilas APBN
edisi 24/2023

19. “Dampak Krisis
Perbankan AS dan
Mitigasinya Terhadap
Perekonomian Indonesia”
dalam Sekilas APBN edisi
26/2023

20. Ancaman El Nino
dan Potensi Peningkatan
inflasi Indonesia” dalam
Sekilas APBN edisi 33/2023
21. Analisis/kajian
tentang Rancangan APBN
Tahun Anggaran 2024 untuk
Mempercepat Transformasi
Ekonomi

kenaikan inflasi akan menurunkan
kualitas pertumbuhan karena terjadi
penurunan konsumsi masyarakat.
Untuk itu, Indonesia tetap harus
mencermati pertumbuhan ekonomi
global seperti di India, Amerika, dan
China. Ekonomi global cukup
berpengaruh pada kebijakan ekonomi
dalam negeri seperti ekspor. Bila
resesi global berlanjut, maka potensi
tersebut akan memengaruhi stabilitas,
daya tahan, dan pemulihan ekonomi
dalam negeri
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22. Analisis/kajian
tentang Stimulus Fiskal
RAPBN 2024.
D. TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SASARAN
NO. TEMATIK OUTPUT KETERANGAN
1. Tersedianya 1. Pengaturan e-legislasi dalam
dukungan 1. Undang-Undang Pasal 97B yang mengatur bahwa
penyusunan Nomor 13 Tahun 2022 Pembentukan peraturan perundang-
Naskah Akademik | tentang Perubahan Kedua undangan dapat dilakukan secara
dan RUU, atas Undang-Undang Nomor | elektronik dan pembgbuhan tanda
Pendampingan 12 Tahun 2011 tentang tangan ~ dalam  setiap  tahapan
Pembahasan Pembentukan Peraturan pembentukan pera}turan perundang-
RUU dan/atau Perundang-Undangan undangan mulai d.a” tahap
perencanaan sampai dengan
penyusunan 2. Undang-Undang pengundangan dapat menggunakan
keterangan DPR Nomor 27 Tghun 2022 tanda tangan. Selain itu dalam
dalam judicial tentang Perlindungan Data pengaturan partisipasi Masyarakat
review UU untuk Pribadi dalam Pasal 96 ayat (2) vyang
mendukung 3. Undang-Undang memberikan ruang bagi Masyarakat

pelaksanaan
fungsi legislasi
DPR terkait
digitalisasi
administrasi
pemerintahan.

Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan
4. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja

5. Naskah Akademik
dan RUU tentang Satu Data
Indonesia

6. Keterangan DPR
atas Perkara Nomor 108 dan
110/PUU-XX/2022

7. Pengujian UU
Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data
Pribadi

untuk memberikan masukan terhadap
setiap tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan dapat dilakukan
secara luring (online).

2. Dalam Pasal 1 angka 2 UU
tentang PDP dijelaskan mengenai
definisi Pelindungan Data Pribadi
adalah keseluruhan upaya untuk
melindungi Data Pribadi dalam
rangkaian pemrosesan Data Pribadi
guna menjamin hak konstitusional
subjek Data Pribadi. Selain itu dalam
penyelenggaraan digitalisasi
administrasi pemerintahan oleh
pemerintah sebagai Pengendali Data
Pribadi perlu diselenggarakan secara
akutabel sebagaimana tercantum
dalam asas UU tentang PDP.

3. Pasal 22 Angka 22 UU tentang
P2SK mengatur bahwa Otoritas Jasa
Keuangan  memiliki kewenangan
mengatur penghimpunan dana
masyarakat melalui penawaran Efek
dengan menggunakan jasa
penyelenggara system  elektronik
(securities crowdfunding) guna
memperluas akses UMKM untuk

mendapatkan pendanaan dari Pasar
Modal.

4. Pasal 176 yang mengatur
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Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dalam
perubahan Pasal 350 UU Pemda yang
diarahkan untuk memperkuat layanan
administrasi pemerintahan berbasis
elektronik, antara lain  melalui
pengaturan sistem perizinan berusaha
secara elektronik (OSS).

5. Dalam Pasal 2 RUU tentang
Satu Data Indonesia diatur bahwa
salah satu tujuan pengaturan Satu
Data Indonesia untuk mewujudkan
ketersediaan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antar-
instansi pusat, antar-instansi daerah,
dan/atau antara instansi pusat dan
instansi  daerah  sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan,
pengevaluasian, dan pengendalian
pembangunan. Selanjutnya dalam Bab
VIII diatur mengenai infrastruktur Satu
Data Indonesia yang memanfaatkan
infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi.

6. Pengujian UU Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi terhadap UUD Tahun 1945.
Pemohon Perkara 108 mengajukan
pengujian terhadap Pasal 1 angka 4,
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU PDP
sedangkan Pemohon Perkara 110
mengajukan pengujian Pasal 15 ayat
(1) UU PDP. Permasalahan dalam
perkara ini diantaranya adalah
anggapan  ketiadaan  keterlibatan
badan hukum dalam pengendalian dan
pemrosesan data pribadi merugikan
Pemohon karena Pemohon menjadi
tidak dapat menunjuk suatu badan
hukum untuk memproses data
pribadinya sehingga berpotensi terjadi
kebocoran data, selain itu frasa
“kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional” dalam Pasal 15
ayat (1) UU PDP menjadi tidak jelas.

Tersedianya
dukungan
Analisis/Kajian
terkait digitalisasi
administrasi
pemerintahan
dalam proses

1. PNBP Polri: Buah
Manis Dari Perbaikan
Organisasi Dan Digitalisasi
Layanan dalam Masukan
PA3KN dalam Nota
Keuangan RAPBN 20

2. Kajian Pagu Indikatif
Kementerian Kominfo-Mitra
Komisi | DPR RI

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota
DPR RI dalam melaksanakan fungsi
anggaran pada proses pembahasan
dan penetapan APBN yang berkaitan
digitalisasi administrasi pemerintahan.
Substansi analisis yang diberikan
mencakup beberap hal antara lain:
dukungan anggaran Kementerian
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pembahasan dan
penetapan APBN

3. Kajian Pagu Indikatif
Kementerian Pan-RB-Mitra

Komisi Il

Kominfo, dukungan anggaran
KemenpanRB, penguatan SPBR,
digitalisasi PNBP, dan lainya.

Berapa ringkasan kajian/analisis
antara lain:

1. Hingga saat ini inovasi
layanan publik berbasis digital masih
dianggap tidak efektif, tidak efisien,
dan tidak user friendly. Terdapat lebih
dari 27.000 aplikasi pemerintahan
yang tidak saling terintegrasi.
Berdasarkan data SP4N-Lapor Tahun
2020 — 2022 terhadap pelaksanaan
pelayanan publik berbasis elektronik,
ditemukan bahwa 10.799 laporan
mengeluhkan bahwa pelayanan publik
digital tidak dapat diakses/dibuka,
tidak bisa login, atau terdapat
error/bug. Beberapa hal yang perlu
didorong Komisi [l DPR RI, melalui
KemenpanRB untuk mengoptimalkan
SPBE, diantaranya: Pertama,
Memastikan e-government memiliki
dasar hukum yang jelas dan tidak
tumpang tindih. Diperlukan
harmonisasi antar regulasi yang
mengatur terkait layanan publik
berbasis digital untuk menjamin
implementasinya dapat berjalan efektif
dan efisien baik di tingkat pusat,
maupun daerah. Kedua, Meningkatkan
literasi digital pada SDM pengelola
SPBE, baik di pemerintah pusat,
maupun pemerintah daerah. Ketiga,
Mendorong integrasi sistem antar
pelayanan publik digital. Keempat,
Meningkatkan sistem keamanan pada
pelayanan publik yang menggunakan
kanal digital.

2. Pembangunan dan penguatan
Infrastruktur TIK menjadi salah satu
Prioritas Nasional dan komponen
dalam mendukung pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Pembangunan infrastruktur tahun
2024. Sasaran dan Indikator utama
dalam prioritas tersebut yakni
meningkatnya layanan infrastruktur
TIK. Komisi | DPR RI perlu mendorong
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pemerintah, terutama melalui
Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk: (1) pengintegrasian
tata kelola informasi dan komunikasi
publik di kementerian/lembaga/daerah
(K/L/D), (2) penyusunan dan
implementasi strategi komunikasi
publik terkait kebijakan pemerintah
yang mampu menjangkau daerah
Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan
Transmigrasi (4T) dan
mengoptimalkan penggunaan media
pemerintah, (3) penyediaan konten
dan akses informasi publik secara
merata dan berkeadilan, terutama di
wilayah 4T, (4) peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi dan
informatika serta optimalisasi
pendidikan dan pelatihan talenta
digital, (5) peningkatan literasi TIK
masyarakat, serta (6) penguatan
peran lembaga independen bidang
kominfo dan kapasitas SDM media
dan jurnalis.

Tersedianya
dukungan
keahlian dalam
pelaksanaan
fungsi
pengawasan DPR
RI terkait dengan
digitalisasi
administrasi
pemerintahan.

1. Analisis/kajian
tentang Pelindungan Data
Pribadi Pada Aplikasi JMO
2. Analisis/kajian
tentang Digitalisasi Sistem
Keuangan untuk
Peningkatan Inklusi
Keuangan Kawasan ASEAN
3. Analisis/kajian
tentang Pariwisata Digital:
Disrupsi dan Pemanfaatan
Teknologi untuk Pariwisata
4. Penguatan SPBE
dalam Upaya Meningkatkan
Pelayanan Publik dan
Administrasi Pemerintahan
(Buletin APBN, Ed. 12/2023)
5. IHPS

6. Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1997 tentang Statistik
7. Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

Analisis yang disusun merupakan
bentuk dukungan kepada anggota
DPR RI dalam melaksanakan
pengawasan pelaksanan APBN dan
kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan digitalisasi administrasi
pemerintahan. Substansi analisis yang
selain penguatan SPBE, hasil yang
dikaji, ringkasannya antara lain:

a. Digitalisasi dalam sistem
pembayaran erat kaitannya dengan
inklusi keuangan. Dengan digitalisasi,
kesenjangan inklusi dan daya tahan
keuangan di kawasan ASEAN dapat
diatasi. Indeks inklusi keuangan
Indonesia, menurut data Global
Financial Index 2021 mencapai
51,76%. DPR RI dalam hal ini Komisi
Xl perlu memberikan perhatian
terhadap peningkatan inklusi
keuangan masyarakat Indonesia
terutama di daerah terpencil. Hal ini
sangat dibutuhkan untuk pemerataan
akses keuangan dan mengatasi
berbagai kesenjangan aksesibilitas
keuangan yang dapat menghambat
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8. Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

9. Analisis/kajian
tentang Digitalisasi
Pendidikan Indonesia

10. Analisis/kajian
tentang Pemutusan Akses
Platform Digital yang
Memuat Konten Indoktrinasi
dan Radikalisme

11. Analisis/kajian
tentang Transformasi
Ekonomi Digital di Indonesia
12. Analisis/kajian
tentang Digitalisasi Sistem
Kesehatan

pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

b. UU Kepariwisataan belum
mengatur pemanfaatan teknologi
digital bagi pariwisata. Untuk itu, perlu
dilakukan perbaikan terhadap UU
Kepariwisataan untuk melengkapi hal-
hal yang belum diatur, merespons
dinamika masyarakat, dan memenuhi
kebutuhan hukum. Perubahan atas
UU Kepariwisataan telah masuk ke
dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023.
Dengan demikian, RUU Perubahan
UU Kepariwisataan memiliki peran
penting untuk mengatur dan
memastikan pemanfaatan teknologi
untuk pariwisata

C. Penerapan e-government dan
SPBE yang semakin baik, akan
mampu mendorong terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel. Hal
tersebut dikarenakan, semakin tinggi
penerapan digitalisasi dalam
pemerintahan, akan mendorong
semakin terbukanya aktivitas dan
kegiatan pemerintahan, sehingga akan
memudahkan proses pengawasan dari
berbagai pihak. Negara-negara
dengan indeks e-government yang
tinggi, cenderung memiliki indeks
persepsi korupsi yang semakin baik.
Belum terhubungnya sistem/aplikasi
antar instansi pemerintahan saat ini
juga berdampak terhadap pemborosan
anggaran dalam APBN, dimana
banyak sistem/aplikasi pemerintahan
sejenis yang seharusnya bisa
digabungkan, namun selama ini masih
berjalan sendiri-sendiri di masing-
masing instansi pemerintahan. Komisi
I DPR RI perlu mendorong
Pemerintah terutama KemenpanRB
agar membuat aplikasi/sistem baru
secara terpusat sebagai sistem
master, untuk menggantikan sistem
yang telah ada sebelumnya. Selain itu,
integrasi sistem juga akan
mengakibatkan meningkatnya
sistem/aplikasi yang tidak
termanfaatkan lagi di setiap instansi
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pemerintahan, yang menyebabkan
aset yang tidak termanfaatkan
semakin meningkat. Di sisi lain, Komisi
[l DPR RI juga perlu mendorong
pemerintah untuk memperkuat
pertahanan cyber Indonesia. Sampai
dengan tahun 2022, Indonesia masih
menjadi negara yang cukup rentan
terhadap serangan cyber. Oleh karena
itu, integrasi sistem pemerintahan
perlu diperkuat pula dengan
penguatan cyber security di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan
pelaksanaan undang-undang tersebut,
terdapat beberapa catatan yang
disampaikan kepada alat kelengkapan
dewan, antara lain:

a. Dalam kajian ini ditemukan
bahwa pengelolaan zakat harus
berkesinambungan dan Baznas
tengah membangun sistem
pengelolaan zakat agar penyalurannya
dapat menjangkau lebih luas,
Disamping itu, dalam pelaporan pajak,
zakat yang disetor dapat digunakan
sebagai pengurang PKP pada
perhitungan pajak pada tahun
berjalan.

b. Pembangunan sistem
informasi dan data nasional masih
terhambat adanya mekanisme
koordinasi antar pemangku
kepentingan dan akurasi data yang
disampaikan. Pengumpulan data dan
perlindungannya juga perlu menjadi
perhatian khususnya dengan adanya
Undang-Undang tentang Perlindungan
Data Pribadi.

C. Diperlukan koordinasi pihak-
pihak yang terlibat untuk
menyelaraskan data kebutuhan
korban bencana dengan bantuan yang
akan diberikan.

d. Adanya PTSP dalam
mekanisme perijinan menimbulkan
kerancuan pemahaman masyarakat
terkait kewenangan penerbitan SIP
dan pencabutannya SIP dokter dan
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dokter gigi karena berdasarkan Pasal
37 ayat (1) UU Praktik Kedokteran
kewenangan penerbitan SIP
diterbitkan oleh pejabat kesehatan
yang berwenang Kabupaten/Kota
(dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 2
ayat (2) Permenkes 2052/2011),
sedangkan dalam Perpres 97/2014
mengatur bahwa izin dikeluarkan oleh
PTSP Kabupaten/Kota sehingga
terjadi disharmoni pembinaan dan
pengawasan praktik kedokteran.
Teknis pelaksanaan pemberian izin
dan pencabutannya harus
disosialisasikan kepada masyarakat
agar tidak terjadi kerancuan dalam
memahami regulasi dan
pelaksanaannya.

e. Sistem informasi perdagangan
yang selama ini terlaksana masih
tersebar dalam kementerian/Lembaga
masing-masing yang menyediakan
data informasi perdagangan
berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya. Agar manfaat ekonomi
digital dapat dinikmati oleh seluruh
rakyat Indonesia, maka pemerintah
harus mempercepat proses
transformasi digital. Percepatan
tersebut dapat dilakukan jika kondisi
prasyarat penting terpenuhi yaitu
tersedianya SDM berkeahlian digital
tinggi, infrastruktur digital yang merata,
dan juga iklim usaha yang mendukung
inovasi dan pertumbuhan perusahaan
f. Dalamm kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik ditemukan bahwa
Pembangunan sistem informasi dan
data nasional masih terhambat adanya
mekanisme koordiansi antar
pemangku kepentingan dan akurasi
data yang disampaikan. Pengumpulan
data dan perlindungannya juga perlu
menjadi perhatian khususnya dengan
adanya Undang-Undang tentang
Perlindungan Data Pribadi.

g. Dalam Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang




NO.

SASARAN
TEMATIK

OUTPUT

KETERANGAN

Penanggulangan Bencana,
disampaikan rekomendasi yang salah
satunya beripa diperlukan koordinasi
pihak-pihak yang terlibat untuk
menyelaraskan data kebutuhan
korban bencana dengan bantuan yang
akan diberikan.

h. Dalam Kajian dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat ditemukan bahwa
pengelolaan zakat harus
berkesinambungan dan Baznas
tengah membangun sistem
pengelolaan zakat agar penyalurannya
dapat menjangkau lebih luas.
Diisamping itu, dalam pelaporan pajak,
zakat yang disetor dapat digunakan
sebagai pengurang PKP pada
perhitungan pajak terutang pada tahun
berjalan.




